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The Afghanistan conflict has not found a meeting point for peace between the 
Afghan government and the Taliban till it involved all relevant parties including 
major countries such US. Afghanistan’s foreign policy of choosing Indonesia in 
conflict mediation efforts is interesting considering Indonesia’s position located 
in the Asia Pacific region far from the center of conflict. To analyze the direction 
of Afghanistan’s foreign policy and its factors towards Indonesia, the author uses 
qualitative-explanatory methods, extracts data through interviews, searches 
books, journals and online news and uses the concept of foreign policy analysis 
K.J. Holsti. Research results answer that Afghanistan is influenced by internal 
and external factors which as a whole can be summed up in Afghanistan’s view to 
Indonesia. Afghanistan’s interest in Indonesia is because they both share the same 
characteristics of a Muslim population, a democratic country and the influence of 
Ulama, Indonesia’s activeness in world peace, its experience in dealing with 
conflicts in a pluralistics country, a neutral Indonesia that does not have any 
interest in the Afghan conflict and the influence of Islamic organizations in peace 
and development Indonesia and the world have drawn the attention of 

















































Liza Umami, 2020, Analisa Politik Luar Negeri Afghanistan terhadap Indonesia 
dalam Upaya Mediasi Konflik Afghanistan 2017-2019, Skripsi Program Studi 
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
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Konflik Afghanistan yang belum menemukan titik temu perdamaian antara 
pemerintah Afghanistan dan Taliban hingga melibatkan semua pihak terkait 
termasuk negara-negara besar seperti AS. Politik luar negeri Afghanistan memilih 
Indonesia dalam upaya mediasi konflik merupakan hal yang menarik mengingat 
posisi Indonesia notabene berada di kawasan Asia Pasifik jauh dari pusat konflik. 
Untuk menganalisa arah politik luar negeri Afghanistan dan faktor-faktor terhadap 
Indonesia, penulis menggunakan metode kualitatif-eksplanatif, penggalian data 
melalui wawancara, penelusuran buku, jurnal dan berita online serta 
menggunakan konsep analisa politik luar negeri K.J. Holsti. Hasil penelitian 
menjawab bahwa Afghanistan dipengaruhi faktor-faktor internal dan eskternal 
yang secara keseluruhan dapat disimpulkan dalam pandangan Afghanistan 
terhadap Indonesia. Ketertarikan Afghanistan terhadap Indonesia dikarenakan 
sama-sama memiliki karakteristik penduduk Muslim, negara demokratis serta 
pengaruh ulama, keaktifan Indonesia dalam perdamaian dunia, pengalamannya 
dalam menangani konflik di dalam negeri yang majemuk, Indonesia yang netral 
dan tidak memiliki kepentingan apapun di konflik Afghanistan serta pengaruh 
ormas Islam dalam perdamaian dan pembangunan Indonesia dan dunia telah 
menarik perhatian Afghanistan untuk memilih Indonesia sebagai mediator. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Republik Islam Afghanistan merupakan negara mayoritas Muslim 
berada di posisi Asia Selatan yang berbatasan dengan Pakistan di sebelah 
selatan dan timur dan di sebelah utaranya berbatasan dengan Turkmenistan, 
Uzbekistan dan Tajikistan. Kemudian di bagian timur lautnya juga 
berbatasan dengan China. Penduduknya yang heterogen, terdiri dari 
beberapa etnis seperti Pashtun, Tajiks, Hazara dan Uzbeks2 tidak lantas 
dapat mempertahankan hidup damai dan rukun. Hal ini dikarenakan, 
Afghanistan sebagai negara yang mempunyai konflik berkepanjangan. 
Perang Afghanistan telah berlangsung lama sejak adanya invasi Soviet, pada 
akhirnya pejuang Mujahidin Afghanistan berhasil mendepak tentara beruang 
merah (Uni Soviet). Ternyata, keberhasilan ini tidak bertahan lama karena 
perpecahan antar faksi-faksi terus berlanjut ditambah lagi dengan kehadiran 
kekuatan faksi baru fenomenal yakni Taliban semakin memudarkan harapan 
perdamaian bagi rakyat Afghanistan. 
Perang Afghanistan kembali terjadi pada tahun 2001, serangan 
terorisme yang sempat mengguncang dunia pada tanggal 11 September 
2001 dimana serangan tidak terprediksi muncul seketika dan 
menghancurkan 
                                                          
2 Worldatlas, “The Ethnic Groups of Afghanistan”, pada 
https://www.google.com/amp/s/www.worldatlas.com/amp/articles/ethnic-groups-of-
afghanistan.html, diakses pada 29 Desember 2019. 
 


































World Trade Center (WTC) di New York City, Amerika yang disinyalir 
berasal dari gerakan terorisme internasional yaitu Al-Qaeda. Untuk 
menumpaskan Al-Qaeda yang diketuai oleh Osama bin Laden, AS 
memanfaatkan situasi darurat ‘Perang Melawan Terorisme’ sebagai 
pembenaran untuk langsung menginvasi Afghanistan yang merupakan 
tempat persembunyian para teroris tersebut yang pada saat itu Taliban 
sebagai pemerintahan Afghanistan. Namun, AS mengalami hambatan 
karena pemerintahan Taliban menolak untuk menyerahkan koalisinya. 
Pasukan militan Taliban sendiri adalah aliran Islam garis keras yang dituduh 
melindungi Al-Qaeda dan kekuasaannya di Afghanistan sempat berkuasa 
pada tahun 1994-2001. Kemudian pemerintahan Taliban yang dipimpin oleh 
Mullah Mohammad Omar berhasil digulingkan oleh pasukan koalisi 
pimpinan AS. Sejak kejadian ini, Taliban bersama gerakan Anti-
Government Elements (AGEs) semakin memberontak tatkala AS tidak 
kunjung angkat kaki dari bumi Afghanistan. 
Perang Taliban-AS yang semakin memanas menyebabkan negara 
Afghanistan hampir menjadi negara gagal. Taliban yang merasa 
disingkirkan dari pemerintahan Afghanistan terus memberontak dan 
memerangi AS dan komunitas internasional. Lalu, AS pun setuju 
mengambil langkah cepat untuk membentuk pemerintahan sementara di 
Afghanistan. Diangkatlah Hamid Karzai sebagai presiden pertama 
Afghanistan melalui Pemilu Presiden Afghanistan pertama kali pada 9 
Oktober 2004, dimana pemilu ini disponsori oleh AS dan komunitas 



































internasional. Ia mendapat voting terbanyak pada saat pemilihan dan berhak 
menjalankan pemerintahan Afghanistan selama 5 tahun ke depan.3 Perannya 
sebagai pemimpin direkomendasikan oleh Emergency Loya Jirga atau 
sebagai wadah ‘Ekspresi Tertinggi Rakyat Afghanistan’ merupakan 
perkumpulan massa nasional yang terdiri dari beragam perwakilan dari 
etnis, agama dan komunitas kesukuan di Afghanistan.4 
Bantuan AS yang lain seperti pelatihan tentara Afghanistan serta 
mengirim pasukan AS yang lebih banyak hingga tahun 2017 diharapkan 
dapat membantu pasukan keamanan Afghanistan dalam perjuangan mereka 
melawan pemberontakan. Pada 1 Juli, Taliban mengklaim bahwa semakin 
agresif menyerang terhadap beberapa tempat pemerintahan seperti di Pusat 
Logistik Angkatan Darat Afghanistan telah menewaskan 7 warga sipil dan 
melukai 144 lainnya dan pada 18 Juli serangan kembali terjadi terhadap 
fasilitas kepolisian Kandahar menewaskan 7 warga sipil juga dan 72 lainnya 
cedera.5 Tindakan membabi buta seperti ini seringkali dilakukan oleh 
Taliban sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Afghanistan 
yang dianggap sebagai ‘boneka AS’, juga perintang bagi perdamaian dan 
harus dibasmi agar Afghanistan berdaulat di bawah ideologi yang Taliban 
                                                          
3 Planetrulers-Current Heads of State and Dictators, President of Afghanistan, pada 
https://planetrulers.com/afghanistan-president/, diakses pada 24 Desember 2019 pukul 02.54 WIB. 
4 Frud Bezhan, Loya Jirga: An Afghan Tradition Explained, pada 
https://www.rferl.org/a/afghanistan-loya-jirga-explainer/25174483.html, diakses pada 24 
Desember 2019 pukul 15.05 WIB. 
5 The Extra American, UN Reminds Parties of Their Responsibility to Protect Civilians –
Civilian Casualty Rates Spike in July, pada https://extraamerican.com/2019/08/08/un-reminds-
parties-of-their-responsibility-to-protect-civilians-civilian-casualty-rates-spike-in-july/, diakses 
pada 24 September 2019 pukul 20.38 WIB. 



































yakini. Tidak hanya itu, Taliban tidak menyetujui gencatan senjata sampai 
pasukan asing keluar dari Afghanistan. 
Di samping itu, Presiden AS Donald Trump ingin merealisasikan 
salah satu janji kampanye di pilpres 2016 yaitu penarikan pasukan di negara 
asing. Sebagai polisi dunia, AS dituntut dapat menyelesaikan konflik di 
Afghanistan dan menarik sebagian besar pasukan AS. Negosiasi kemudian 
dilaksanakan pada Juni 2017 dan Februari 2018 melalui pertemuan perdana 
The Kabul Process For Peace and Security Cooperation bersama beberapa 
negara beserta komunitas internasional lainnya. Selanjutnya utusan AS dan 
Taliban berhasil dipertemukan di ibu kota Qatar, Doha. Pertemuan ini fokus 
pada pasukan AS yang harus mundur secara bertahap dan desakan Taliban 
agar semua pasukan AS segera angkat kaki dari Aghanistan sebelum 
pemberontak setuju untuk bernegosiasi dengan pemerintah Afghanistan 
lainnya.  
Selanjutnya, ada fokus terhadap 4 permasalahan yaitu, penarikan 
pasukan AS, jaminan bahwa tidak ada teroris yang menargetkan AS, 
gencatan senjata, dan negosiasi dengan pemerintah Afghanistan. 
Perundingan perdamaian ini ditengahi oleh Qatar dan Jerman sebagai pihak 
yang dianggap netral dan akses negosiasi bagi Barat dan Afghanistan 
mengatakan bahwa komponen penting dalam proses perdamaian ini adalah 
berdialog dengan warga Taliban. Pemerintahan Afghanistan pun tidak 
tinggal diam, beberapa percobaan untuk mencapai perdamaian dilancarkan, 
namun belum membuahkan hasil sama sekali karena Taliban sendiri tidak 



































mengakui legitimasi pemerintah Afghanistan.  Selain itu, rencana penarikan 
pasukan AS menimbulkan kegusaran bagi Afghanistan dimana situasi 
militer masih buram yang kemudian muncul pertanyaan besar apakah 
kekuatan Afghanistan dapat berdiri sendiri tanpa dukungan bantuan militer 
dan dana dari luar selama setengah dekade ke depan.6 
Meski begitu, Taliban menolak untuk berbicara dengan pemerintah 
Afghanistan yang kemudian menimbulkan perseteruan antara kedua belah 
pihak. Pada akhirnya proses perdamaian ini lagi-lagi terhambat karena ulah 
kelompok Taliban yang semakin agresif melakukan serangan pemboman 
mematikan pada saat perundingan perdamaian sedang berlangsung. 
Akibatnya Trump pun membatalkan pembicaraan mengenai prospek 
perdamaian dengan pemimpin senior Taliban. Selama upaya perdamaian 
oleh AS terhadap Taliban, pemerintah Afghanistan mengkritik AS karena 
merasa tidak pernah dilibatkan dalam hal perdamaian negaranya. Maka dari 
itu, Afghanistan meminta kepada AS untuk bernegosiasi dengan Taliban 
apabila ada persetujuan dan kehadiran para pemimpin Afghanistan. 
Negosiasi antara AS dan Taliban pun kandas untuk sementara waktu, 
pemerintah Afghanistan sebagai sebuah negara independen tentunya 
memiliki strategi tersendiri untuk mengantisipasi segala kemungkinan gagal 
negosiasi dengan Taliban. Pada April 2017, di masa kepemimpinan Presiden 
Ashraf Ghani sempat melakukan Three Nation Asia-Pasific Tour ke 
Australia, Indonesia dan Singapura. Kunjungan ini fokus membahas dan 
                                                          
6 Anthony H. Cordesman, Afghanistan: A War in Crisis, (Center for Strategic & 
International Studies, 2019). 



































menandatangani sejumlah perjanjian tentang membasmi terorisme serta hal-
hal rekonstruksi lainnya seperti manajemen air dan perkembangan 
ekonomi.7 Ketiga negara kunjungan pilihan Afghanistan ini telah melewati 
pertimbangan dengan spesialisasi serta ciri kekhasan masing-masing negara, 
dimana Afghanistan membutuhkan pengalaman untuk membangun kembali 
negaranya melalui penguatan kerjasama bilateral. 
Australia terkenal dengan negara terbesar pemasok bahan makanan 
dan biji-bijian serta pertumbuhan yang luar biasa dalam industri yakni 
bidang pertanian, pengelolaan air, tata pemerintahan yang baik pendidikan 
dan pertambangan serta bantuannya yang masif terhadap Afghanistan 
khususnya dari segi militer   Begitu pula dengan Singapura yang 
berkomitmen untuk membantu Afghanistan dalam bidang pendidikan, 
pembangunan kapasitas dan pemerintahan yang baik. Sedangkan Indonesia 
sebagai negara Islam terbesar serta masyarakat Muslim yang memiliki 
kekhasan tersendiri telah menarik minat Afghanistan untuk belajar 
membangun Islam moderat dan toleransi beragama. Tidak hanya itu, bidang 
pendidikan, pertanian, perdagangan, industri pedesaan dan kampanye kontra 
terorisme.8 
Komunikasi intensif Afghanistan-Indonesia terjalin sejak April 2017, 
adanya kunjungan bersejarah dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke 
                                                          
7 Karim Amini, Ghani Winds Up Successful Three Nation Asia-Pasific Tour, pada 
https://tolonews.com/afghanistan/ghani-winds-successful-three-nation-asia-pacific-tour, diakses 
pada 26 Desember 2019  
8 Abdul Khalil Menawi, Kunjungan Sukses Presiden Ghani untuk Australia, Indonesia dan 
Singapura, pada https://www.matamatapolitik.com/kunjungan-sukses-presiden-ghani-untuk-
australia-indonesia-dan-singapura/, diakses pada 26 Desember 2019. 



































Indonesia dan selanjutnya Jokowi melakukan lawatan balasan ke 
Afghanistan pada Januari 2018 dalam rangka untuk memenuhi permintaan 
pemerintah Afghanistan yaitu membantu Afghanistan keluar dari konflik 
sipil yang semakin tidak terkendali. Pada saat Ghani ke Indonesia, ia pun 
mengutarakan tujuannya terhadap Indonesia tentang peran Indonesia dalam 
perdamaian Afghanistan beserta kesepakatan 5 MoU yaitu, pengembangan 
sektor pendidikan, pertanian, kebijakan fiskal, statistik dan reformasi 
administrasi publik. Pada saat itu juga, Jokowi menyanggupi permintaan 
Ghani untuk berkomitmen dalam membantu perdamaian di Afghanistan 
yang kemudian ditindaklanjuti balasan kunjungan oleh Presiden Jokowi ke 
Afghanistan tahun 2018. 
Berikut isi pernyataan resmi Ashraf Ghani setelah penandatanganan 
MoU dengan Indonesia:9 
“Indonesia is a remarkable story of defusing conflict to 
statesmanship and forward looking and most significantly we 
would like to join you in interpreting the Islamic civilization as 
Rahmatan lil Alamin. We cannot permit a tiny minority to 
hijack a civilization to hijack the values and ideals of a culture 
that is brought such accomplishments from mathematics to 
astronomy to agriculture to the world so we look very much 
first and foremost to cooperating with you to taking a series of 
initiatives together and with other Muslim countries to present 
tolerance understanding cultural dialogue in interaction 
among us……” 
 
 Pada pernyataan tersebut telah jelas sekali bahwa Afghanistan 
memiliki antusiasme dan harapan yang besar terhadap Indonesia mengingat 
potensi dan aktifnya Indonesia dalam menciptakan perdamaian. 
                                                          
9 “Rangkaian Acara Penyambutan Kenegaraan Presiden Afghanistan.” Video Youtube, 
20:19, dikirim oleh “Kementerian Sekretariat Negara RI,” 5 April 2017, 
https://youtu.be/AvxPOSudUe8.  



































Hasil dari kunjugan yang dilakukan oleh kedua pihak, Jokowi 
mengusulkan pertemuan ulama internasional sebagai langkah awal untuk 
mendamaikan pihak yang berseteru. Terjadilah Pertemuan Trilateral Ulama 
11 Mei 2018 antara Indonesia, Afghanistan dan Pakistan yang menghasilkan 
Bogor Ulama Declaration for Peace.10 Isi keseluruhan deklarasi itu 
menyerukan bahwa perdamaian disegerakan dan menolak adanya kekerasan 
dan terorisme. 
Untuk selanjutnya penulis memilih fokus penelitian pada faktor-
faktor mengapa Afganistan memilih Indonesia dalam proses mediasi konflik 
Afghanistan 2017-2019. Ketertarikan penulis atas Afghanistan sebagai 
subyek penelitian adalah karena melalui kaca mata negara konflik, 
Afganistan mulai bisa membidik dan memprediksi peran negara yang sesuai 
untuk menyelesaikan konfliknya. Dimana dulunya hanya Indonesia yang 
menawarkan bantuan tetapi sekarang Afghanistan malah mempererat 
hubungan dengan berkunjung untuk pertama kalinya ke Indonesia. Hal ini 
menarik karena posisi Afganistan yang selalu bergantung pada strategi AS 
untuk perdamaiannya, namun kini ia mencari solusi yakni hanya memilih 
Indonesia sebagai mediator pada saat kunjungan Ghani ke Asia Pasifik. 
Penulis juga mengambil sisi kasus ini dari tahun 2017 hingga 2019 karena 
mencakup sejak kedatangan Ashraf Ghani, proses kinerja Indonesia dan 
Afghanistan untuk perdamaian sehingga hasil yang diharapkan 
terealisasikan.  
                                                          
10 CNN Indonesia, “Ikhtiar Indonesia Damaikan Afghanistan dan Taliban”, pada 
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190730180456-106-416860/ikhtiar-indonesia-
damaikan-afghanistan-dan-taliban, diakses pada 30 September 2019. 



































B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
dari penelitian ini adalah:  
1. Mengapa Afghanistan memilih Indonesia dalam upaya mediasi konflik 
Afghanistan 2017-2019? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai sikap 
Afganistan yang memilih Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik di 
Afghanistan pada tahun 2017-2019. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
Manfaat akademis dari kajian ini adalah memperkaya 
khazanah keilmuan dalam Hubungan Internasional di Indonesia, 
terutama mengenai kajian politik luar negeri Afghanistan yang 
merupakan negara konflik. Hal yang menarik berkenaan ini adalah 
penelitian ini sedikit banyak membahas kondisi Afghanistan dan 
hubungannya dengan Indonesia yang semakin erat, justru pada April 
tahun 2017. Seperti yang kita ketahui bahwa Afghanistan selama 
mengalami konflik, terus bergantung terhadap penyelesaian konflik 
oleh AS. Namun saat ini Afghanistan secara resmi mempercayakan 
Indonesia untuk perdamaian negaranya. Penelitian ini menyajikan 
faktor-faktor menarik mengapa Afghanistan tertarik untuk 
menyelesaikan permasalahannya dengan memilih Indonesia. 



































2. Manfaat Praktis 
Pemerintah Republik Indonesia akan dapat banyak masukan 
dalam penelitian ini. Penelitian ini bermanfaat secara praktis, yaitu 
sebagai bahan kajian dan analisis politik luar negeri Afghanistan yang 
memilih cara lain untuk perdamaian dunia, yaitu dengan memberikan 
kesempatan pada Indonesia menanggapi konflik di Afghanistan. 
Sehingga diharapkan pemerintah Republik Indonesia akan lebih 
efektif dalam menyelenggarakan deklarasi perdamaian untuk pihak 
yang berkonflik seperti konflik yang terjadi di Afghanistan. 
E. Tinjauan Pustaka 
1. Umiyati Haris dalam “Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan: 
Sebuah Pendekatan Rekonsiliasi”, Penelitian ini adalah Skripsi program 
studi Hubungan Internasional di Universitas Hasanuddin pada tahun 
2016. Skripsi ini bertujuan untuk memahami isu konflik Afghanistan-
Pakistan yang terjadi karena adanya sengketa di perbatasan sejak 
tragedi 9/11 dalam melawan aksi terorisme. Peneliti juga memperdalam 
konflik tersebut dengan menggunakan pendekatan rekonsiliasi yang 
fokus pada proses penyelesaian konflik dimana seiring proses itu 
berjalan, variasi konflik baru terus muncul. Kerangka konseptual yang 
digunakan adalah teori konflik, national interest, dan untuk alat bantu 
untuk analisa konflik dalam hubungan internasional, peneliti memakai 
model Eskalasi dan De-eskalasi konflik. Metode yang digunakan adalah 
deskriptif-analitik dengan bantuan data-data empiris. Tipe ini 



































menggambarkan fenomena konflik dengan data terkait lalu melakukan 
analisis dengan menarik kesimpulan. 
Berbeda dengan skripsi penulis yang bertujuan untuk menganalisis 
mengapa Afghanistan memilih Indonesia dalam upaya mediasi konflik 
Afghanistan. Selain itu penulis menggunakan foreign policy decision 
making process perspektif K.J Holsti. Kesimpulan dari penelitian 
Umiyati adalah rekonsiliasi adalah penyelesaian konflik yang tepat 
mengingat Afghanistan-Pakistan memiliki banyak kesamaan dan bisa 
dianggap serumpun. Indikator efektivitas rekonsiliasi pun terlihat dalam 
konflik ini, dimana ada dialog dan proses tindak lanjut. Namun tidak 
memenuhi indikator dari rekonsiliasi, karena tidak terdapat unsur sikap 
saling percaya dan semua pihak sama-sama menang.11 Pada akhirnya, 
proses rekonsiliasi masih tetap berjalan meskipun masih banyak konflik 
yang terjadi seperti konflik elit politik yang tidak memiliki legitimasi 
politik berdasarkan identitas kesukuan ikut dalam konflik internal 
semakin mempengaruhi keadaan.  
2. Robert M. Cassidy dalam “The Afghanistan Choice; Peace or 
Punishment in The Pashtun Belt”, peneliti merupakan akademisi yang 
fokus pada Center for Advanced Defense Studies, Fletcher School, 
Washington D.C, Amerika Serikat. Penelitian yang dipublikasikan pada 
tahun 2010 ini membahas tentang implikasi penyelesaian konflik yang 
sesuai untuk diterapkan dalam konflik Afghanistan-Pakistan dalam 
                                                          
11 Umiyati Haris, “Penyelesaian Konflik Afghanistan-Pakistan: Sebuah Pendekatan 
Rekonsiliasi”, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2016). 



































wilayah Federally Administered Tribal Areas di Sabuk Pashtun yang 
terletak di perbatasan Pakistan dan Afghanistan yang merupakan pusat 
jihad global serta imbasnya terhadap stabilitas Afghanistan.  
Paper ini juga menyatakan bahwa upaya diplomatik untuk 
mendorong pemulihan hubungan antara negara-negara utama Asia 
Selatan yang dikombinasikan dengan kontra-pemberontakan dan anti-
terorisme dapat sukses di kedua sisi perbatasan Garis Durand. Strategi 
saling melengkapi ini dengan tidak hanya melancarkan aksi militer saja 
kemungkinan besar dapat menjadi strategi jitu bagi Amerika dan 
sekutunya. Paper ini mengamati satu persatu strategi yaitu kontra 
pemberontakan dan kontra terorisme untuk menciptakan deskalasi 
konflik di wilayah tersebut beserta konsekuensinya terhadap warga 
sipil. Pada akhirnya, paper ini menawarkan rekomendasi atau 
peringatan yang jika tidak diatasi akan mengalami kegagalan.  
Cassidy merekomendasikan gabungan strategi kontra 
pemberontakan dan kontra terorisme yang dianggap memiliki prospek 
yang lebih baik karena menggunakan pendekatan jangka panjang yang 
komprehensif dengan melibatkan komitmen semua komponen konflik 
Afghanistan-Pakistan yang terlibat seperti kepemimpinan sipil dan 
militernya. Ini bertujuan untuk mengurangi dan memusnahkan gerakan 



































teroris dan pemberontak di wilayah Pashtun, di kedua sisi garis 
Durand.12  
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cassidy, skripsi 
ini secara spesifik menelaah tentang alasan Afghanistan melibatkan 
Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik Afghanistan yang 
diketahui bahwa Afghanistan telah mengalami konflik hampir 20 tahun 
berlalu. Selain itu skripsi ini juga membahas bargaining position 
Indonesia dalam pandangan negara konflik dan di dunia internasional. 
Penulis skripsi juga mengkaji kompleksitas konflik Afghanistan yang 
menyangkut Pakistan dan faktor-faktor seperti kepribadian pengambil 
keputusan Afghanistan dalam mengunjungi serta melibatkan Indonesia, 
politik dalam negeri serta keadaan konflik Afghanistan yang pada 
akhirnya melibatkan Indonesia dalam proses perdamaian. 
3. Ellaha Abassi dalam “Afghanistan; Negotiations with The Taliban 
(Analysis of The Post-2001 Negotiation Process Through The 
Application of The Path Dependency Theory)”, penelitian ini adalah 
tesis dari seorang akademisi di Universiteit Leiden yang dibimbing oleh 
Dr.F. De Zwart. Kemelut konflik Afghanistan sejak 2001 terus 
berlangsung hingga saat ini terus menerus dipicu oleh eksistensi 
kelompok Taliban yang semakin brutal dan ekstrim. Berbagai cara telah 
ditempuh oleh pemerintah Afghanistan untuk berkompromi dengan 
                                                          
12 Robert M.Cassidy, “The Afghanistan Choice; Peace or Punishment in The Pashtun Belt”, 
The RUSI Journal, Vol 155 No 4 (2010): 38-44. 



































Taliban, namun tidak pernah berhasil. Hal ini mendorong peneliti untuk 
mengkaji tentang mengapa selalu terjadi kegagalan dalam setiap 
negosiasi yang ditempuh. Peneliti menelaah masalah ini dengan 
menggunakan analisis teori Path Dependency, dengan metode 
penelitian proses penelusuran dimana ia cocok untuk menganalisis 
urutan peristiwa dari waktu ke waktu serta suatu hubungan sebab akibat 
dalam studi kasus tunggal seperti ini. Data sekunder menjadi data 
penting dalam memberikan wawasan tentang konflik Afghanistan dari 
beragam latar belakang dan ranah studi, termasuk juga informasi dari 
sumber-sumber pemerintah resmi, pernyataan Taliban dan media berita 
Afghanistan. Ini semata digunakan untuk memahami faktor-faktor 
negosiasi dengan Taliban tidak pernah berhasil. Peneliti menemukan 
bahwa pada awal proses negosiasi dari tahun 2001-2005 ditandai 
sebagai initial point dari teori path dependency, kegagalan negosiasi 
terjadi karena Taliban tidak diikutsertakan dalam konferensi Bonn, 
penggeseran fokus komunitas internasional ke Iraq tahun 2003 serta 
bantuan dan penguatan panglima perang di masing-masing pihak. 
Kemudian tahap kedua yang dikenal intermediary phase, dimana tidak 
ada peningkatan usaha untuk negosiasi dari yang tahap pertama baik itu 
dari komunitas internasional maupun pemerintah Afghanistan sendiri. 
Begitu pula dengan tahap yang ketiga, meskipun banyak upaya yang 
dilakukan seperti mengadakan pembicaraan resmi dengan Taliban, 
menambah pasukan, dan sadar bahwa perang tidak dapat menyelesaikan 



































masalah. Hal ini pun tetap menemui kegagalan karena konflik yang 
kompleks serta adanya pergantian rezim Taliban juga mengendurkan 
upaya negosiasi.13 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ellaha Abassi, 
skripsi yang dibuat penulis secara spesifik mengkaji keputusan 
Afghanistan sebagai negara konflik dengan lantang melibatkan 
Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik di Afghanistan. Dari segi 
teori, penulis menggunakan teori proses pembuatan kebijakan luar 
negeri menurut K.J. Holsti. Untuk metode sama-sama menggunakan 
kualitatif, namun penulis menggunakan tipe eksplanatif sedangkan 
Ellaha menggunakan deskriptif.  
4. H Handy Dwi Prasetyo dalam “Politik Luar Negeri Indonesia dalam 
Membantu Proses Perdamaian di Afghanistan (2011-2016)”, peneliti 
merupakan akademisi dari jurusan Hubungan Internasional, Universitas 
Wahid Hasyim Semarang. Skripsi yang dipublikasikan pada 2017 ini 
membahas tentang keaktifan Indonesia dalam menciptakan perdamaian 
sejak 2001 di Afghanistan dan menguraikan faktor-faktor yang 
melatarbelakangi Indonesia membantu proses perdamaian di 
Afghanistan. Skripsi ini juga memaparkan bantuan Indonesia dalam 
konflik Afghanistan yang tidak berkesudahan hingga 17 tahun lamanya 
berperang sehingga konflik menjadi kompleks dan upaya resolusi 
                                                          
13 Ellaha Abassi, “Afghanistan; Negotiations with The Taliban (Analysis of The Post-2001 
Negotiation Process Through The Application of The Path Dependency Theory.” (Tesis, 
Universiteit Leiden). 



































konflik yang pernah diupayakan. Untuk mengetahui dan menjelaskan 
faktor internal dan eksternal pendorong Indonesia dalam membantu 
Afghanistan tahun 2011 hingga 2016, peneliti menggunakan teori 
politik luar negeri dimana terdapat beberapa perjanjian antara Indonesia 
dan Afghanistan yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh 
analisa tentang kepentingan Indonesia terhadap Afghanistan.14 
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Handy, skripsi ini 
membahas tentang faktor pendorong dari kaca mata Afghanistan dalam 
melibatkan Indonesia untuk penyelesaian konflik Afghanistan dengan 
menggunakan konsep kebijakan luar negeri dari KJ Holsti. Selain itu, 
kebrutalan dan respon aktor non-negara yakni Taliban dalam proses 
perdamaian dijelaskan dengan lebih rinci serta menelaah kompleksitas 
permasalahan konflik Afghanistan beserta faktor faktor politik dalam 
negeri yang akhirnya menyebabkan Afghanistan begitu percaya 
terhadap bantuan rekonsiliasi Indonesia.  
5. Shanthie Mariet D’Souza dalam “Taliban: The Rebels Who Aspire to be 
Rulers”, merupakan seorang President and Founder Mantraya India dan 
penulis artikel yang tulisannya dimuat dalam Journal of Asian Security 
and International Affairs, Murdoch University. Artikel ini membahas 
sejarah kepemimpinan Taliban di Afghanistan yang awal mulanya 
sebagai pemberontak lalu menjadi pemegang kuasa di Kabul serta 
kejatuhannya pada saat intervensi AS. Kekuatan Taliban semakin besar 
                                                          
14 H Handy Dwi Prasetyo, “Politik Luar Negeri Indonesia dalam Membantu Proses 
Perdamaian di Afghanistan (2011-2016)”, (Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017) 



































membuat analisis konflik Afghanistan sedikit kompleks dengan 
transformasi aktor-aktor terkait dalam ekosistem konflik yang 
mendukung posisi Taliban, oleh karena itu, fokus utama dalam 
penelitian ini adalah mengapa pemberontakan yang dipimpin Taliban 
begitu sulit untuk diselesaikan? Kemudian, penulis juga menyinggung 
tentang kemungkinan-kemungkinan adanya perdamaian terhadap masa 
depan pemberontakan di Afghanistan.15 
Perbedaan antara skripsi penulis dan artikel di atas secara spesifik 
membahas tentang alasan-alasan yang mempengaruhi Afghanistan 
melibatkan Indonesia dalam urusan perdamaian konflik Afghanistan. 
Pemulis juga memulai analisis dari kunjungan bersejarah yang 
dilakukan oleh Presiden Afghanistan di era Ashraf Ghani ke Indonesia 
pada tahun 2017 hingga 2019. Analisis pengambilan keputusan ini 
berdasarkan pada kajian konsep analisis politik luar negeri ala K.J. 
Holsti yang terdiri dari beberapa variabel umum hingga khusus yakni 
atribut nasional, kondisi eksternal dan atribut ideologis dan sikap. 
6. Masaoda dalam Rekam Jejak Aktivitas Taliban di Afghanistan Tahun 
2014-2018 (Era Presiden Ashraf Ghani), penelitian ini merupakan 
skripsi mahasiswa Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang. Instabilitas perdamaian 
di Afghanistan disebabkan oleh hadirnya kekuatan Taliban yang 
disebut-sebut mendapat pasokan pelatihan dan persenjataan dari 
                                                          
15 Shanthie Mariet D’Souza, “Taliban: The Rebels Who Aspire to be Rulers” (Artikel, 
Journal of Asian Security and International Affairs, Murdoch University, 2016).  



































organisasi intelijen Pakistan (ISI) ini menuai kecaman dari berbagai 
pihak karena penerapan hukum Islam yang terlalu ketat dan hilangnya 
kebebasan khususnya terhadap hak-hak wanita. Hal ini mendorong 
peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang rekam jejak aktivitas 
Taliban di Afghanistan tahun 2014-2018 pada era Ashraf Ghani. 
Dengan menggunakan teori Belligerent, peneliti dapat memposisikan 
Taliban atau pemberontak sebagai subjek hukum internasional karena 
mereka dianggap tandingan dari pemerintah yang sah. Skripsi ini 
bersifat kualitatif-deskriptif berdasarkan data primer dan sekunder. 
Peneliti juga menemukan fakta bahwa Taliban masih melakukan 
penyerangan di Kabul, melarang hak-hak wanita dan menghancurkan 
Afghanistan dengan aktivitas bom bunuh diri selama era Ashraf Ghani 
meskipun Presiden sudah menawarkan Taliban sebagai kelompok 
politik sah.16 
Distingsi penelitian Masaoda dengan yang dilakukan penulis 
terletak pada batasan pembahasan yakni menelaah tentang alasan 
kunjungan Ashraf Ghani ke Indonesia dan perlibatan Indonesia dalam 
upaya perdamaian di Afghanistan. Selain itu skripsi ini juga membahas 
progres proses perdamaian yang dilakukan pemerintah Afghanistan 
beserta inisiatif Taliban dalam mempelajari toleransi di Indonesia.  
 
                                                          
16 Masaoda, “Rekam Jejak Aktivitas Taliban di Afghanistan Tahun 2014-2018 (Era 
Presiden Ashraf Ghani)”, (Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018), 52. 



































F. Definisi Konseptual 
Definisi konseptual adalah suatu unsur penting dalam penelitian 
umtuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang digunakan peneliti. 
Apabila dasar penelitian seperti dasar teori kuat, latar belakang, tujuan serta 
manfaat terencana dengan matang, maka definisi suatu konsep penelitian 
tersebut dapat secara ringkas dijelaskan dengan pemahaman yang lebih baik 
lagi. Maka dalam penelitian ini, penulis menguraikan definisi konsep yakni: 
1. Politik Luar Negeri 
Pertumbuhan dan pembangunan negara-negara dalam sistem 
internasional pasca perjanjian Westphalia dan akhir dari perang dunia 
pertama dan kedua semakin meningkat seiring dengan adanya interaksi 
antara negara-negara bangsa. Hubungan timbal balik antar sesama 
negara yang berdaulat menghasilkan pembentukan kebijakan luar 
negeri yang berisi tentang tujuan dan strategi. Para ilmuwan juga 
percaya bahwa setiap negara perlu mempunyai kebijakan luar negeri 
karena tidak ada negara yang ingin berada dalam isolasi penuh. 
Pendapat seorang cendikiawan yaitu Feliks Gross menyatakan bahwa 
bahkan keputusan sebuah negara untuk tidak memiliki hubungan 
dengan negara tertentu pun juga merupakan kebijakan luar negeri.17  
Mendefinisikan politik luar negeri bisa jadi sulit karena 
ketidakjelasan bentuk dan wujud politik luar negeri tersebut. Ada 
banyak cendekiawan mendefinisikan istilah politik luar negeri dengan 
                                                          
17 Bojang AS, “The Study of Foreign Policy in Intenational Relations”, (Review Article, 
Journal of Political Sciences & Public Affairs, 18 Oktober 2018). 



































berbagai cara yaitu salah satunya adalah Hermann meyakini itu 
berkaitan dengan perilaku sebuah negara terhadap negara lainnya serta 
politik luar negeri adalah tindakan yang dihasilkan dari keputusan 
tingkat politik individu. Ini adalah artefak yang dapat diamati dari 
keputusan tingkat politik. Ini bukan keputusan tetapi produk dari 
keputusan. Terlihat bahwa ia mengatakan kebijakan luar negeri adalah 
sebagai perilaku negara. 
Konsep politik luar negeri selalu berkaitan dengan kepentingan 
nasional negara yang mana politik luar negeri sebagai alat atau 
instrumen interaksi negara bangsa dalam politik internasional yang 
didorong oleh pencapaian terhadap kepentingan nasional tertentu. 
Upaya para sarjana Hibungan Internasional menjelaskan politik luar 
negeri menghasilkan epistimologi politik luar negeri yang dibagi dua; 
pertama, menganalisis politik luar negeri berdasarkan gejala-gejala 
umum yang kemudian menghasilkan pola perilaku politik luar negeri 
menurut konteks proses dan tujuan perumusannya. Kedua, 
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan politik luar negeri.18 Berdasarkan kategori di atas, maka 
skripsi penulis tentang analisa politik luar negeri Afghanistan terhadap 
Indonesia termasuk dalam epistimologi politik luar negeri yang kedua. 
Dikarenakan definisi politik luar negeri yang tidak memiliki suatu 
konsensus universal, penulis mengambil analisa politik luar negeri 
                                                          
18 I.G. Wahyu Wicaksana, “A Guide To Theory”Epistemologi Politik Luar Negeri”, Global 
dan Strategis, Th I, No. 1, Januari 2007, hlm 13. 



































yang dikembangkan oleh K.J. Holsti. Politik luar negeri pula 
seringkali disamakan pengertiannya dengan kebijakan luar negeri. 
Sebaliknya, kedua hal tersebut jelas berbeda. Pengertian keduanya 
secara sederhana dimana politik luar negeri merupakan tema besar 
atau identitas suatu negara ketika melakukan sebuah hubungan dengan 
dunia internasional. Sedangkan kebijakan luar negeri adalah rincian 
implementasi yang didasari amanat politik luar negeri suatu negara 
tertentu.  
2. Mediasi Konflik 
Pengertian mediasi adalah tindakan yang lebih menonjolkan peran 
pihak ketiga dalam proses penyelesaian konflik yang biasa disebut 
sebagai mediator. Tugas mediator adalah menjadi penengah yang 
artinya tidak memiliki keberpihakan terhadap salah satu pihak atau 
posisi netral. Mediasi dianggap dapat membantu pihak-pihak yang 
berkonflik untuk menghasilkan solusi yang diterima sehingga 
kebuntuan terpecahkan. Jalan mediasi dipilih ketika ada pihak yang 
menyadari kebuntuan jalan keluar dan malah saling menyakiti pada 
situasi tertentu.  
Penyelesaian konflik secara damai ini memerlukan mediator yang 
diterima oleh kedua pihak. Mediator ideal adalah tidak memiliki 
kepentingan tertentu atau bersifat netral, berkepribadian luwes, serta 
berpengetahuan luas. Menurut Merrills, proses mediasi akan berhasil 
jika mediator sepenuhnya netral. Biasanya kecondongan mediator 



































terjadi karena sebagian besar mediator lebih menjaga kepentingan 
utama, kepentingan organisasi serta titik kepentingan negara mereka.19 
Secara umum unsur-unsur penting dalam definisi mediasi adalah 
mediasi merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk 
menyelesaikan konflik melalui konsensus semua pihak terlibat, 
mediator adalah pihak tidak memihak yang diminta bantuan oleh para 
pihak terlibat konflik, serta fungsi mediator hanya membantu para pihak 
tersebut dalam memecahkan kebuntuan dan tidak punya kewenangan 
memutuskan apapun. Mediator juga harus memperoleh win-win 
solution agar proses mediasi tidak gagal. Hal paling penting adalah 
komunikasi mediator dengan pihak yang berkonflik karena dapat 
membantu dalam menciptakan suasana yang menuguntungkan ketika 
proses berlangsung sehingga terbukanya jalan komunikasi yang 
intensif, mediator dapat menyampaikan informasi antara pihak-pihak 
yang berkonflik ke keadaan yang lebih baik.20    
Dalam penelitian ini, mediasi konflik dilakukan terhadap konflik 
intra-Afghanistan. Pemerintah Afghanistan sebagai pihak yang 
berkonflik dengan kelompok Taliban mengalami kebuntuan dalam 
beberapa dekade kemudian menunjuk Indonesia sebagai salah satu 
mediator pilihan yang diharapkan bisa mewujudkan perdamaian di 
Afghanistan.  
                                                          
19 Rita Namano, 2005, “Mediation”, dipublikasikan pada 2005, 
https://www.researchgate.net/publication/318421561_Mediation, diakses pada 10 Maret 2020. 
20 Ibid, hlm. 7.  



































G. Argumentasi Utama 
Berdasarkan kajian terdahulu dan konsep-konsep yang digunakan, 
penulis berargumentasi bahwa alasan Afghanistan memilih Indonesia 
sebagai mediator adalah lemahnya legitimasi pemerintah Afghanistan di 
mata Taliban mengakibatkan kebuntuan negosiasi antar keduanya dan 
membutuhkan pengalaman penanganan deskalasi konflik dari Indonesia 
yang memiliki sejumlah persamaan karakteristik dengan Afghanistan. Maka 
dari itu, Afghanistan datang untuk belajar hidup berdampingan sebagai 
negara Islam-demokrasi sehingga Afghanistan memilih Indonesia dalam 
penyelesaian konflik Afghanistan.  
H. Sistematika Pembahasan 
1. Bab 1 
Merupakan pendahuluan dan gambaran umum rencana penelitian 
yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, definisi konseptual, 
argumentasi utama dan sistematika pembahasan. 
2. Bab 2 
Menampilkan kerangka teori yang digunakan sebagai pendekatan 
dalam proses analisis studi kasus. Dalam hal ini penulis menggunakan 
variabel input perumusan kebijakan luar negeri sebuah negara menurut 
K.J. Holsti. Teori ini akan menjadi pedoman penulis selama melakukan 
penelitian. 
3. Bab 3 



































Menampilkan metode penelitian yang digunakan penulis secara 
detail yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, tahap-tahap 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tingkat analisa, teknik 
pengumpulan data, teknik analisa data, teknik uji keabsahan data, dan 
yang terakhir adalah fungsi teori. 
4. Bab 4 
Memuat bagian inti atau penyajian temuan data yakni proses 
analisis data melalui pendekatan teori yang juga telah ditentukan. 
Penulis di sini berusaha memposisikan teori sebagai alat dalam 
menafsirkan data yang ditemukan sehingga memunculkan temuan dan 
hasil penelitian. 
5. Bab 5  
Merupakan bab terakhir yang menampilkan sebuah kesimpulan 
terhadap rangkaian proses penelitian beserta hasil yang diperoleh dari 
pertanyaan rumusan masalah di awal bab. Kemudian diikuti beberapa 









































Pada bab ini peneliti meggunakan pendekatan analisa politik luar negeri 
menurut K.J. Holsti dapat memudahkan peneliti untuk membaca data-data yang 
muncul serta untuk menganalisa fenomena kunjungan Presiden Ashraf Ghani ke 
Indonesia dalam rangka upaya mediasi konflik Afghanistan. Analisa ini juga dapat 
mengupas makna kunjugan tersebut secara mendalam dan menyeluruh serta 
hubungan antara Afghanistan dan Indonesia ke depannya. Penulis juga memulai 
analisa dengan memakai konsep resolusi konflik yang mendeskripsikan 
karakteristik konflik Afghanistan sehingga pemerintah Afghanistan dapat 
memutuskan penyelesaian yang tepat dengan memilih Indonesia. 
Analisa politik luar negeri K.J. Holsti dapat peneliti telaah dan menemukan 
beberapa determinan yang mengarahkan strategi politik luar negeri Afghanistan 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kebijakan tersebut terhadap 
Indonesia setelah peneliti mentelaah data yang relevan dan melakukan analisa 
operasional. Berikut penjelasan mengenai dasar konsep yang peneliti gunakan 
dalam penelitian ini. 
A. Resolusi Konflik 
Ada berbagai definisi konflik yang dikemukakan oleh para 
akademisi. Salah satunya berbunyi konflik adalah pertarungan antara orang-
orang yang memiliki hal yang berlawanan seperti perbedaan kebutuhan, ide, 



































kepercayaan, nilai-nilai, dan tujuan.21 Atau secara eksplisit, konflik 
mengacu pada beberapa bentuk gesekan yaitu ketidaksepakatan dan muncul 
perselisihan dalam suatu kelompok ketika tindakan satu atau lebih anggota 
kelompok ditolak atau tidak dapat diterima oleh kelompok lainnya. Siklus 
konflik terus berjalan sehubungan dengan tingkat intensitas konflik yakni 
selalu meningkat dari relatif stabilitas perdamaian menjadi krisis dan perang 
kemudian menurun menjadi perdamaian yang relatif.  
Dalam studi konflik, ada tiga tahap pengaturan konflik yaitu 
pencegahan konflik (Conflict Prevention), manajemen konflik (Management 
Conflict) dan resolusi konflik (Conflict Resolution) yang dapat 
diaplikasikan di berbagai fase konflik. Pencegahan konflik berlaku di 
tingkat awal sebelum konflik menjadi nyata, manajemen konflik diterapkan 
ketika ada konflik sebelum kekerasan terjadi. Sedangkan resolusi konflik 
dilaksanakan pada fase de-eskalasi setelah konflik kekerasan terjadi.22 Jadi, 
konflik dapat diselesaikan berdasarkan intensitas konflik yang terjadi. 
Selanjutnya, ada lima tingkat intensitas konflik yaitu perdamaian stabil, 
perdamaian yang tidak stabil, konflik terbuka, krisis dan perang. Dari lima 
tingkat ini, penulis dapat mengkategorikan kondisi konflik di Afghanistan 
yang telah berlangsung lama lebih dari beberapa dekade sehingga akan 
                                                          
21 Emily Pia dan Thomas Diez, “Conflict and Human Rights: A Theoretical Framework”, SHUR 
Working Paper Series, University of Birmingham, January 2007. 
22 Niklas L.P. Swanstrom dan Mikael S. Weissmann, “Conflict, Conflict Prevention, Conflict 
Management and Beyond: A Conceptual Exploration”, Central Asia-Caucasus Institute Silk Road 
Studies Program, Concept Paper Summer 2005. 



































sesuai dengan jalur penyelesaian yang ditempuh oleh pemerintah 
Afghanistan tanpa kekerasan. 
Sebuah konflik pasti membawa kerugian dan kerusakan dalam suatu 
negara yang terlibat dalam peperangan. Bisa dikatakan bahwa perang adalah 
pilihan terakhir untuk mencapai suatu tujuan. Namun sebaiknya perang 
harus dihindari dan resolusi konflik merupakan instrumen terbaik untuk 
mengurangi kekerasan dalam konflik. Lalu beralih menuju proses 
pembangunan perdamaian. Resolusi konflik juga prinsip terbaik dalam 
menjaga perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai dan dalam keadaan 
zona perang. Resolusi konflik sebagai sebuah disiplin ilmu menyatakan 
bahwa konflik harus diselesaikan dengan cara damai bukan melalui 
kekerasam yang tidak berkesudahan. Secara singkat menurut pendapat Hilal 
Ahmad Wani, resolusi konflik adalah serangkaian proses yang ditujukan 
untuk mengurangi atau menghilangkan sumber-sumber konflik.23 Ada 
beberapa metode damai tanpa kekerasan yang disepakati seperti melakukan 
diplomasi, komunikasi intens, negosiasi, KTT, konsiliasi, arbitrasi, mediasi 
dan tindakan kooperatif lainnya. Metode tersebut harus disesuaikan dengan 
jenis konflik kemudian dengan melaksanakan teknik yang berbeda pula. 
Dengan resolusi konflik, penyelesaiannya dilakukan dengan memperhatikan 
akar penyebab konflik secara mendalam lalu mengatasinya melalui cara 
damai. 
                                                          
23 Hilal Ahmad Wani, “Understanding Conflict Resolution”, International Journal of Humanities 
and Social Science, Vol. 1 No. 2; February 2011. 



































Metode-metode resolusi konflik secara spesifik disebutkan seperti 
bentuk negosiasi, mediasi, arbitrasi, pengadilan, penawaran, persuasi, 
komunikasi, rekonsiliasi, kooperasi dan enkapsulasi. Metode ini dipercaya 
sebagai cara yang lebih konstruktif dalam penyelesaian konflik karena 
adanya kesempatan bagi pihak-pihak berkonflik untuk memecahkan 
masalah mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang netral 
untuk membantu pihak berkonflik mengatasi perselisihannya. Salah satu 
metode resolusi konflik yang digunakan dalam penelitian ini yakni mediasi. 
Pengertian mediasi menurut The United Nations (UN) Guidance for 
Effective Mediation menggambarkan proses mediasi sebagai proses sukarela 
dimana eksistensi pihak ketiga dalam membantu kedua pihak bertikai 
dengan persetujuan masing-masing pihak untuk menyelesaikan konflik yang 
dapat diterima oleh kedua pihak dalam perjanjian.24 Mediasi yang 
merupakan bagian dari resolusi konflik juga memiliki andil dalam proses 
perdamaian yang dilakukan beberapa negara terhadap konflik Afghanistan. 
Pilihan mediasi ini, diharapkan dapat membawa perubahan terhadap 
stabilitas kawasan dan negara Afghanistan dengan melibatkan beberapa 
negara berpotensial salah satunya adalah Indonesia yang menjadi salah satu 
pilihan Afghanistan ketika melakukan lawatan ke Asia Pasifik.  
B. Politik Luar Negeri 
Untuk menganalisa politik luar negeri suatu negara, penulis 
menggunakan konsep analisis politik internasional oleh Kalevi Jaako Holsti 
                                                          
24 Peace Mediation Germany, “Basics of Mediation: Concepts and Definitions”, Federal Foreign 
Office, Revised edition in January 2017. 



































atau biasa dikenal sebagai K.J. Holsti. Beliau merupakan seorang penulis, 
redaktur serta pelopor yang memiliki karya hebat dalam bidang  
international relations theory, foreign policy analysis, history of 
international order serta security studies.25 Politik luar negeri adalah 
tindakan atau gagasan yang dirancang untuk memecahkan masalah atau 
membuat perubahan dalam suatu lingkungan. Maksudnya adalah politik luar 
negeri suatu negara didasari dari melihat kondisi di dalam negara terlebih 
dahulu untuk bertindak baru kemudian merumuskan kebijakan luar 
negerinya.  
Seperti yang tertera dalam buku Eugene R. Charles Wittkoff, dkk 
berjudul American Foreign Policy yang dijelaskan dalam skripsi Hozin 
Zainullah yang berjudul “Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” 
Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya” terdapat lima sumber utama 
yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri, meliputi:26 
1. Sumber Eksternal (External Sources), meliputi faktor-faktor yang berasal 
dari lingkungan eksternal yang ada pada sistem internasional seperti 
hubungan antar negara, aliansi, konflik, kerjasama, ancaman, dukungan 
yang baik secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan 
luar negeri suatu negara. 
2. Sumber Masyarakat (Societal Sources), merupakan sumber yang berasal 
dari semua aspek non pemerintah dan sistem politik dalam internal suatu 
                                                          
25 OCLC WorldCat Identities, “Holsti, K.J, (Kalevi Jaakko) 1935”, diakses pada 13 Januari 
2020, worldcat.org/identities/lccn-n82001446/ 
26 Skripsi Hozin Zainullah, “Politik Luar Negeri Indonesia “Bebas Aktif” Dalam Upaya 
Penyelesaian Konflik Rohingya”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.  



































negara seperti faktor budaya dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur 
sosial dan perubahan opini publik. Hal ini kemudian membentuk orientasi 
masyarakat terhadap dunia yang pada akhirnya cukup kuat untuk 
mempengaruhi kebijakan luar negeri. 
3. Sumber Pemerintah (Governmental Sources), meliputi sumber internal 
yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam 
pemerintahan. Sumber internal termasuk seluruh elemen pihak-pihak di 
dalam pemerintahan yang bertanggungjawab memberikan beberapa 
pertimbangan pilihan kebijakan luar negeri suatu negara. 
4. Sumber Peranan (Role Sources), peran disini terkait dengan peranan atau 
status dari pemerintah sebagai pembuat keputusan. 
5. Sumber Individu (Individual Sources), ini merupakan hal dasar dari 
karakteristik yang dimiliki oleh setiap pembuat kebijakan dimana meliputi 
nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian seorang pemimpin dengan 
ideologinya yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka 
terhadap kebijakan luar negeri. 


































Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengambilan 
keputusan dalam kebijakan luar negeri tidak dapat lepas dari faktor internal 
yang menjadi dasar kepentingan nasional setiap negara seperti aspek 
ekonomi, politik dalam negeri, situasi sosial, kelompok kepentingan dan 
lain-lain. Begitu pula faktor eksternal yang kemudian mengharuskan adanya 
tindakan negara sebagai reaksi atas respon negara lain, kesadaran unsur 
kekuasaan dalam sistem internasional, kepentingan dan tindakan dari negara 
lain serta perilaku para pembuat keputusan dalam situasi konflik. Dengan 
demikian, setiap negara dapat mengupayakan dan merealisasikan 
kepentingan nasionalnya dengan mempertimbangkan faktor internal dan 
eksternal untuk menyelaraskannya dengan kepentingan nasional dalam 
mengeluarkan bentuk kebijakan luar negeri yang efektif. 
C. Empat Unsur Politik Luar Negeri 
Dalam memahami analisis kebijakan luar negeri, K.J Holsti dalam 
bukunya yang berjudul ‘Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis’ 
menjelaskan beberapa unsur politik luar negeri dari yang umum hingga 
khusus dalam rangka membahas lebih dalam tentang faktor pengambilan 
keputusan dan tindakan suatu negara. Unsur disini artinya adalah tindakan 
atau gagasan yang disusun oleh pembuat kebijakan untuk mengatasi 
persoalan dan upaya perubahan dalam lingkungan internasional. Unsur 
tersebut yakni; 1) Orientasi Politik Luar Negeri, 2) Peranan Nasional, 3) 


































Tujuan Politik Luar Negeri, dan 4) Tindakan.27 Poin 1, 2, dan 3 merupakan 
unsur politik luar negeri yang umum dan poin 4 memiliki penjelasan unsur 
politik luar negeri yang lebih khusus. Variabel yang mempengaruhi tindakan 
suatu negara dapat ditentukan sesuai dengan keperluan kasus yang diteliti, 
misalnya jika ada benturan antara desakan kepentingan nasional dan 
kewajiban peranan nasional, maka kepentingan nasional yang harus 
didahulukan. Oleh karena itu, tidak semua unsur politik luar negeri harus 
dijelaskan secara rinci karena harus menyesuaikan dengan beberapa kondisi 
seperti pengambilan keputusan pada saat kritis, kebijakan luar negeri yang 
berkaitan dengan penanggulangan masalah sehari-hari dan tidak berkaitan 
dengan peranan nasional serta kondisi dua negara yang memiliki peranan 
nasional dengan masalah sama namun tidak mengambil tindakan yang serupa 
pula.28   
1. Orientasi Politik Luar Negeri 
Keaktifan suatu negara untuk turut terlibat dalam persoalan 
internasional menunjukkan orientasi umum negara tersebut yang 
sebenarnya terhadap negara lain. Maksud dari orientasi umum ini adalah 
sebuah sikap atau komitmen sebuah negara sebagai respon terhadap 
lingkungan internasional, strategi dasar untuk memperoleh aspirasi 
domestik dan dunia internasional, serta untuk mengantisipasi ancaman 
yang kemungkinan terjadi. Suatu keputusan jarang sekali dapat 
                                                          
27 Ahmad Fathoni, “Analisis Politik Luar Negeri”. Diakses pada 25 Januari 2020. 
https://www.academia.edu/11718473/Analisis_Politik_Luar_Negeri. 
28 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, Terj. Wawan Juanda 
(Bandung: Binacipta Bandung, 1992), hlm. 466-467 


































mengungkapkan startegi umum atau orientasi politik luar negeri negara, 
namun ia bisa tampak apabila sejumlah keputusan yang dibuat kemudian 
disesuaikan dengan nilai, tujuan dan kepentingan nasional. Berdasarkan 
struktur kekuasaan dan pengaruh serta perilaku tiap-tiap unit politik 
dalam sistem internasional, setidaknya terdapat tiga bentuk orientasi 
politik luar negeri, yakni: a) Isolasi; b) Non Blok; dan c) Persekutuan 
militer dan koalisi diplomatik.29 
2. Peranan Nasional 
Masing-masing unit politik dalam sistem internasional 
mempunyai peranan nasional yang telah ditetapkan sebagai bentuk 
kebijaksanaan politik luar negeri dalam menghadapi masalah di luar 
negaranya baik itu terlihat jelas ataupun tidak. Konsep peranan juga 
mencerminkan kecenderungan pokok dan sikap negara terhadap 
lingkungan eksternal, geografi serta ekonomi. Kelebihan peranan disini 
sedikit terlihat lebih tampak karena ia mampu menunjukkan tindakan 
konkret. 
Secara spesifik menurut Holsti ada tiga tipe umum variabel 
umum untuk menganalisis konsepsi peranan nasional yang dimiliki oleh 
suatu negara, diantaranya adalah; 1) Kondisi Ekstern, meliputi persepsi 
ancaman dan perubahan penting dalam kondisi di luar negeri; 2) Atribut 
Nasional, yaitu mencakup kemampuan lemah atau kuat, pendapat dan 
sikap umum, kebutuhan ekonomi dan komposisi etnis negara; dan 3) 
                                                          
29 Ibid, hlm. 133. 


































Atribut ideologis dan sikap, yang meliputi kebijakan atau peran 
tradisional, pendapat dan sikap umum, urusan humaniter, prinsip 
ideologis, identifikasi kawasan dan kesesuaian nilai dengan negara 
lain.30 Variabel-variabel yang serupa pula bahkan bisa digunakan dalam 
menjelaskan tujuan, keputusan, dan tindakan dalam politik luar negeri. 
 Untuk mengkategorikan jenis peranan nasional, Holsti telah 
menetapkan tingkatan tertinggi hingga terendah jenis peranan nasional. 
Dimana urutan teratas merefleksikan keaktifan dan keterlibatan tinggi 
dan memiliki karakter kuat dalam sistem internasional, sedangkan 
susunan terbawah menunjukkan tingkat keterlibatan rendah, sedikit 
tindakan politik luar negeri, pasif dan lemah. Misalnya konsep peranan 
nasional yang regional defender yakni berfungsi melindungi negara lain 
di area tertentu, atau mediator yang berkelanjutan membantu dalam 
resolusi konflik internasional. Dari sini kesimpulannya adalah, peranan 
nasional, aspek pengaturan intelektual total yang pentig dimana 
keputusan kebijakan luar negeri hari ke hari ini dibuat.31 
3. Tujuan Politik Luar Negeri 
Dalam hal bernegara dimana terdiri dari sekelompok manusia 
bersatu dalam negara bangsa, mempunyai kesamaan kebutuhan dan 
membentuk tujuan terpadu yang ingin dicapai dengan mempengaruhi 
negara lain. Tujuan tersebut bahkan dapat diganti dengan istilah 
                                                          
30 K.J. Holsti, “Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis Edisi Keempat Jilid 2”, 
Terj. M. Tahir Azhary (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983), hlm. 83. 
31 K.J. Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, (University of 
British Columbia: Blackwell Publishing, 1970), hlm. 246. 


































‘kepentingan nasional’. Tetapi istilah tujuan yang telah mencakup 
seluruh kumpulan kepentingan beserta nilai-nilai dalam politik luar 
negeri tidak sepenuhnya dapat memperkirakan tindakan negara. Ada 
beberapa hal yang harus diperhatikan, pertama, kebijaksanaan politik 
luar negeri ditetapkan sebagai responsif permasalahan bukan 
menetapkan tujuan jangka panjang untuk mencapainya. Kedua, 
perumus kebijakan seringkali menyusun tujuan yang kontradiktif dan 
menetapkan suatu tujuan yang sesuai dalam berbagai situasi tertentu. 
KJ Holsti menguraikan tujuannya menjadi tiga kriteria utama, 
sebagai berikut: 
1. Nilai, yang diletakkan pada tujuan negara, sebagai landasan utama 
mendorong pembuat kebijakan, hal itu dilakukan berdasarkan 
sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. 
2. Unsur waktu, jangka waktu untuk mencapai tujuan. 
3. Jenis tuntutan tujuan, negara tujuan dibebankan dari negara yang 




Dalam mengkaji suatu tindakan negara, komponen analisis 
untuk penetapan situasi berdasarkan pertimbangan kondisi eksternal 
                                                          
32 Auditya Rachmaniyah dkk,”Kebijakan Luar Negeri”, (UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 
diakses pada 
https://www.academia.edu/9749867/Definisi_Tujuan_dan_model_kebijakan_luar_negeri pada 
tanggal 11 Oktober 2019. 


































dan domestik akan diformulasikan menjadi sasaran dan tindakan. 
Variabel atau faktor yang digunakan dalam menjelaskan sasaran dan 
perilaku politik luar negeri terdiri dari 1) Kesan, nilai, keyakinan serta 
kepribadian atau kebutuhan politik indidvidual seorang pengambil 
keputusan; 2) Tatanan dan kondisi sistem internasional, 3) Kebutuhan 
domestik, 4) Atribut dan perilaku nasional, 5) Nilai sosial, opini 
masyarakat beserta kelompok berkepentingan khusus, 6) Kebutuhan, 
nilai dan tradisi organisasional.33 
Hasil pengamatan berdasarkan poin-poin di atas merupakan 
aspek-aspek penting yang diperlukan dalam menganalisa fenomena 
kebijakan luar negeri. Namun sekali lagi tidak semua komponen di atas 
dapat dibahas secara menyeluruh karena ia sedikit sekali 
mengungkapkan faktor utama mengingat berbagai situasi berbeda yang 
terjadi dalam politik internasional. Maka dari itu, penulis harus bisa 
menekankan aspek terpenting mengenai realitas yang dipertimbangkan 
oleh para perumus kebijaksanaan dalam menetapkan sasaran serta 
strategi diplomatik. 
Kesimpulan dari konsep politik luar negeri K.J. Holsti adalah 
Holsti memandang politik luar negeri sebagai kombinasi dari orientasi, 
peran nasional, tujuan dan tindakan. Orientasi merujuk pada sikap dan 
komitmen umum terhadap lingkungan eksternal dan ia menggabungkan 
                                                          
33 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, Terj. Wawan Juanda 
(Bandung: Binacipta Bandung, 1992), hlm. 468. 


































strategi dasar untuk mencapai tujuan eksternal dan domestik terutama 
dalam menghadapi ancaman. Peran nasional merupakan definisi 
keputusan umum, komitmen, aturan dan tindakan dari pembuat 
kebijakan yang sesuai dengan negara mereka dan persepsi bagaimana 
seharusnya negara tampil dalam pengaturan beragam isu dan geografis. 
Selanjutnya tujuan adalah sebuah kondisi yang diharapkan untuk 
dicapai di masa depan dengan memiliki pengaruh di luar negeri baik itu 
merubah atau mempertahankan perilaku suatu negara. Terakhir yakni 
tindakan adalah kebijakan nyata pemerintah yang dilakukan terhadap 
negara lainnya.34 
Determinan-determinan yang telah disebutkan di atas 
mempunyai tiga level analisis yang berbeda tergantung fokus 
permasalahan yang akan dijelaskan. Holsti memaparkan 3 level yaitu 
analisis sistem, analisis negara, dan analisis individu. 
1. Analisis Sistem: Analisis sistem ini berusaha menjelaskan perilaku 
unit politik yang bereaksi terhadap lingkungan eksternal. Respon 
suatu negara pasti dipengaruhi oleh keseimbangan hubungan di 
antara unit-unit politik dalam sistem internasional yang sedang 
berlangsung. Cakupan analisis ini adalah pengaruh tatanan sistem, 
pengaruh nilai sisemik, serta pengaruh kondisi eksternal. 
                                                          
34 Vinsensio Dugis, “Explaining Foreign Policy Change”, (Jurnal Masyarakat Kebudayaan 
dan Politik Tahun 21, No 2:101-104, Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas 
Airlangga). 


































2. Analisis Negara: Perspektif negara secara individual juga dianggap 
penting untuk mengungkapkan kondisi domestik yang dapat 
mempengaruhi keputusan dalam tindakan politik luar negeri. Di 
lain sisi, lebih lanjut Holsti memaparkan secara spesifik faktor 
internal yang mempengaruhi kebijakan suatu negara yakni meliputi 
kebutuhan ekonomi dan sosial, keamanan, geografi, karakteristik 
topografi, struktur pemerintahan, atribut nasional, opini publik serta 
pertimbangan etik dan birokrasi.35  
3. Analisis Individu: Dalam mengkaji sebuah kebijakan pemahaman 
tindakan dari seorang negarawan diperlukan untuk menghasilkan 
analisis yang dapat mencakup atau menjawab secara keseluruhan 
faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan. Tingkatan analisis ini 
meliputi ideologi, motivasi, cita-cita, persepsi, nilai atau 
idiosinkrasis yang mampu menjelaskan keputusan suatu negara.  
Analisis politik luar negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam 
upaya penyelesaian konflik akan menggunakan beberapa komponen yang 
telah dikemukakan di atas yaitu 1) Kesan, nilai, keyakinan serta kepribadian 
atau kebutuhan politik indidvidual seorang pengambil keputusan; 2) Tatanan 
dan kondisi sistem internasional, 3) Kebutuhan domestik, 4) Nilai sosial, 
opini masyarakat beserta kelompok berkepentingan khusus. Aspek-aspek ini 
menurut penulis dianggap penting untuk menjelaskan faktor-faktor utama 
yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan terkait dalam 
                                                          
35 K.J. Holsti, International Politics: A Framework for Analysis, (University of British 
Colombia, 1983), 276-277. 


































menentukan sasaran dan strategi diplomatik yang intens untuk mencapai 
tujuan. 
Alur Kepentingan Analisis dalam Formulasi Sasaran dan Perilaku 
Politik Luar Negeri: Komponen “Definition of Situation” dapat diuraikan 
berdasarkan Pertimbangan Kondisi Internal dan Eksternal.36 










Bagan 2.1 Tindakan : Komponen “Definition of Situation” Menurut K.J. Holsti 
                                                          
36 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, Terj. Wawan Juanda, 468-
518. 
 



































Sumber: disarikan penulis dari buku K.J. Holsti, Politik 
Internasional Suatu Kerangka Analisis.37 
 
Setelah penulis menjelaskan klasifikasi negara, selanjutnya akan 
beralih ke kesimpulan pembahasan mengenai unsur-unsur unsur politik negeri 
yang akan membahas mengenai penyebab perilaku suatu negara. Unsur 
tersebut adalah: orientasi politik luar negeri, peranan nasional, tujuan politik 
luar negeri dan tindakan negara terhadap negara lain dalam perumusan politik 
luar negeri. 
                                                          

















Atribut dan Perilaku 
Nasional: Instabilitas 

















































Bagan 2.2 Alur Analisis Politik Luar Negeri dalam Kasus Politik 
Luar Negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam Upaya Mediasi Konflik 





Sumber: disarikan penulis dari buku K.J. Holsti, Politik Internasional 
Suatu Kerangka Analisis 
 
                                                          
















Penjelasan Faktor Tindakan: 
1. Individu 
2. Kondisi Eksternal 
3. Kebutuhan Domestik 
4. Opini Masyarakat 





































A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Metode ini sering digunakan untuk menjawab masalah penelitian 
yang berkaitan dengan data yang berupa narasi didapatkan dari aktivitas 
wawancara dan penggalian dokumen. Penelitian juga dilakukan dengan cara 
pengamatan di lapangan dengan menghubungkan fakta-fakta serta 
fenomena-fenomena sosial. Penggunaan Bahasa informal dan personal 
kerap ada dalam kamus peneliti kualitatif seperti “understanding”, 
“discover”, dan “meaning”.39 Selain itu, penelitian kualitatif lebih 
mengutamakan logika induktif dimana dari tangkapan fakta yang ada 
kemudian dianalisis sehingga baru dapat melakukan teorisasi atau 
kategorisasi berdasarkan hasil pengamatan si peneliti. 
Berdasarkan pernyataan S. Aminah dan Roikan, penelitian kualitatif 
memiliki karakteristik yakni fokus pemahaman terhadap suatu makna yang 
dibangun oleh orang. Dan penelitian kualitatif lebih cenderung memusatkan 
perhatian kepada peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan 
analisis data.40 Selanjutnya data yang dianalisis akan menghasilkan analisis 
yang bersifat deskripstif daripada prediktif. Hal ini dikarenakan tujuannya 
                                                          
39 Gumilar Rushwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif”. Makara, Sosial Humaniora, 
Vol 9. No. 2, Desember 2005: 57-65. 
40 S. Aminah dan Roikan, “Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik”, (Jakarta: 
Prenadamedia Group, 2019), 55. 


































untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian. 
Pandangan ini selaras dengan pendapat Creswell dalam buku karya Prof. Dr. 
A. Muri Yusuf, M.Pd. menerangkan bahwa penelitian kualitatif merupakan 
penelitian tentang proses pemahaman berdasarkan tradisi metodologi 
penelitian yang berbeda yang mengeksplorasi masalah sosial atau manusia. 
Peneliti membangun kompleksitas, gambaran holistik, menganalisa kata-
kata, melaporkan pandangan terperinci dari informan, serta mengadakan 
penelitian dalam lingkungan alami.41 Inti penelitian disimpulkan bahwa 
pemahaman yang mendalam menggunakan penelitian kualitatif sering 
menempatkan kedudukan subjek penelitian dan peneliti adalah sama dan 
telah menjadi bagian dari kehidupannya. 
Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, dalam hal ini seperti 
yang dikutip dalam artikel Prof. Dr. Muchlis Hamdi, M.P.A. dkk dari 
Neuman menjelaskan bahwa tipe eksplanatif bertujuan menguji prediksi 
atau prinsip suatu teori yang digunakan serta mengelaborasi suatu 
penjelasan yang detail dari suatu teori. Penelitian eksplanatif juga memiliki 
tujuan untuk mengembangkan teori yang telah ada dengan mengaitkannya 
ke dalam isu atau topik terbaru dan menghasilkan pernyataan yang 
mendukung atau menolak suatu penjelasan atau prediksi.42 Di sini peneliti 
menjelaskan variabel-variabel seperti pengambil keputusan, sumber 
                                                          
41 Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., “Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif & Penelitian 
Gabungan”, (Jakarta: Kencana, 2017), 329. 
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eksternal, politik dalam negeri, serta sumber individu dalam konteks 
pemerintah Afghanistan. Peneliti kemudian meneliti interaksi antara 
variabel-variabel yang telah disebutkan dengan tujuan menjelaskan 
kebijakan luar negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam studi kasus 
sebagai mediator konflik ini. Penelitian ini didukung data primer dan data 
sekunder. Data primer dapat berupa dokumen resmi dan/atau web site resmi 
pemerintah maupun swasta. Sementara data sekunder didapat melalui buku, 
jurnal, tesis, skripsi, disertasi, artikel online, berita dan lain-lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di Dinas 
Perpustakaan Daerah dan Kearsipan (Perpusda) dan Perpustakan Universitas 
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur.  Selanjutnya peneliti 
melakukan wawancara di Jakarta, tepatnya di Kedutaan Besar Republik 
Islam Afghanistan, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagian 
Direktorat Asia Selatan dan Tengah. Penelitian ini dilakukan selama tiga 
bulan sejak hingga lima bulan ke depan, dimulai dari seminar proposal 
skripsi dilaksanakan. 
C. Tahap-Tahap Penelitian 
Penelitian ini mengikuti tahap-tahap yang telah dijabarkan oleh Prof. 
Dr. Kris H. Timotius yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian 
Pendekatan Manajemen Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan. 
Langkah-langkah tersebut sebagai berikut; 


































a. Tahap pemilihan judul atau topik penelitian 
b. Tahap kajian pustaka terkait dengan permasalahan penelitian 
yang mutakhir 
c. Tahap hipotesis 
d. Tahap pembuatan perencanaan penelitian 
e. Tahap pelaksanaan penelitian 
f. Tahap analisis data  
g. Tahap penafsiran hasil 
h. Publikasi atau penulisan laporan penelitian43 
D. Tingkat Analisa 
 
Dalam kajian hubungan internasional, keberadaan tingkat analisa 
dianggap sangat penting untuk digunakan seperti yang dipaparkan oleh 
Mohtar Mas’oed di antaranya: 
1. Menjelaskan suatu peristiwa internasional yang dihadapi 
negara sebagai aktor utama, dimana terdapat lebih dari satu 
faktor yang menjadi penyebab suatu tindakan. 
2. Membantu peneliti menetapkan faktor yang harus ditekankan 
tergantung pada situasi yang akan dikaji. Jadi, tidak semua 
tingkat analisa dapat dipakai dan sesuai dengan contoh kasus 
yang digunakan. 
                                                          
43 Prof. Dr. Kris H. Timotius, “Pengantar Metodologi Penelitian Pendekatan Manajemen 
Pengetahuan untuk Perkembangan Pengetahuan”, (Yogyakarta: Penerbit Andi), 2017, 43. 


































3. Membantu peneliti untuk memahami dan menjelaskan 
beberapa dampak dari kumpulan faktor tertentu terhadap suatu 
peristiwa dan bagaimana dampak dari faktor lain terhadap 
peristiwa tersebut. Pada akhirnya perbedaan hasil ini dapat 
dibandingkan sehingga memperoleh beberapa penjelasan 
alternatif lainnya dari peristiwa yang sama. 
4. Peneliti harus peka terhadap persoalan tingkat analisis ini 
karena kemungkinan dalam melakukan kesalahan metodologi 
yang disebut fallacy of composition dan ecological fallacy. 
Fallacy of composition adalah kesalahan asumsi dengan 
mengeneralisasi perilaku ‘bagian’ berlaku juga untuk 
menjelaskan keseluruhan. Sedangkan ecological fallacy 
merupakan sebaliknya dimana kesalahan metodologis yakni 
memakai generalisasi yang disimpulkan dari tingkat 
‘keseluruhan’ untuk menjelaskan tingkat ‘bagian’.44 Tingkat 




Bagan 3.1 Tingkat Analisa45 
                                                          
44 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (Jakarta: 
LP3ES) 1990, 40-42 
45 Ibid, 46-47. 



































Sumber: Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional 
Disiplin dan Metodologi. 
 
1. Perilaku Individu 
Pada tingkat ini ilmuwan beranggapan bahwa perilaku 
individu yang saling berinteraksi dalam sebuah negara 
merupakan faktor terpenting dalam fenomena hubungan 
internasional. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan 
internasional, ilmuwan harus mengkaji sikap dari tokoh 
utama yang bertindak sebagai pengambil keputusan seperti 
presiden, menteri luar negeri, dan lain-lain. 












































Perilaku kelompok merupakan salah satu elemen 
penting dalam hubungan internasional dimana seorang 
ilmuwan berpendapat bahwa umumnya individu melakukan 
tindakan internasional secara berkelompok. Kelompok yang 
dimaksud adalah kelompok kecil seperti cabinet, dewan 
penasihat keamananan dan oleh organisasi, birokrasi, 
departemen, badan-badan pemerintahan dan lain 
sebagainya. Berbagai fenomena internasional sebenarnya 
tidak hanya ditentukan oleh individu tetapi juga kelompok 
yang berwenang. 
3. Negara-Bangsa 
Pada dasarnya, tindakan dalam hubungan internasional 
didominasi oleh perilaku negara-bangsa. Jadi, perilaku 
individu, kelompok, organisasi, lembaga dan proses 
perpolitikan mereka hanya akan diperhatikan apabila tingkat 
analisa tersebut berkaitan dengan tindakan internasional 
negara yang bersangkutan. Peneliti diharuskan mempelajari 
politik luar negeri suatu negara sebagai satu unit politik 
keseluruhan, hasil dari proses pembuatan keputusan tentang 
hubungan internasional.  
4. Pengelompokan Negara-negara 
Para analis berasumsi bahwa setiap negara dalam 
bertindak atau membuat keputusan seringkali juga 


































dipengaruhi oleh interaksi sesama negara-bangsa di dunia 
yang membuat keputusan berdasarkan kesepakatan 
kelompok. Bentuk pola dan pengelompokan dari hasil 
interaksi ini juga termasuk dalam kebiasaan dalam 
hubungan internasional, pengelompokan negara-negara 
yang harus dikaji yakni seperti pengelompokan regional, 
aliansi, persekutuan ekonomi, blok ideologi, PBB dan lain-
lain. 
5. Sistem Internasional 
Tingkat analisa ini berpendapat bahwa interaksi seluruh 
negara di dunia membentuk suatu sistem. Sistem ini 
merupakan lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap 
perilaku negara-bangsa, maka dari itu, adanya tingkat 
analisa ini menganjurkan analis untuk lebih dalam 
mempelajari sistem itu dan membuat generalisasi tentang 
sistem itu sebagai suatu keseluruhan.46    
Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan tingkat analisis 
perilaku individu dimana analisa ini dibutuhkan untuk menjelaskan 
kepribadian Presiden Ghani sebagai presiden Afghanistan pertama yang 
berkunjung ke Indonesia. Selanjutnya tingkat negara bangsa karena polemik 
permasalahan yang terjadi di dalam negara membuat Afghanistan akhirnya 
melibatkan Indonesia dalam penyelesaian konflik. Terakhir adalah sistem 
                                                          
46 Ibid 46-47. 


































internasional, dimana Afghanistan mendapat dukungan secara penuh untuk 
dapat independen dalam menyelesaikan konflik dari dunia internasional.  
E. Teknik Pengumpulan Data 
Metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data adalah 
metode dokumenter, penelusuran data online dan wawancara. Instrumen 
dokumentasi sebagai salah satu cara penggalian data semakin berkembang 
dan dapat digunakan untuk pendekatan analisis. Subjek penelitiannya dapat 
berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 
catatan harian, bahkan beda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak.47 
Selain itu, bahan dokumenter lainnya yang lebih lengkap berupa otobiografi, 
surat-surat pribadi, buku-buku atau catatan harian, memorial, kliping, 
dokumen pemerintah maupun swasta, cerita roman dan cerita rakyat, data di 
server dan flashdisk, data tersimpan di web site dan lain-lain.48 
Sedangkan untuk metode penelusuran data online, metode ini paling 
banyak digunakan dalam berbagai penelitian karena media internet 
berkembang begitu pesat dan menjadi sangat akurat. Peneliti bisa 
memanfaatkan database yang tersimpan di internet dimana ia memiliki 
berbagai informasi berupa informasi teoretis maupun data primer dan 
sekunder yang dibutuhkan peneliti dalam penelitiannya.49 Di samping itu, 
teknik lainnya adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu 
                                                          
47 D. Clemmens, 2003, Adolescent motherhood: a meta-synthesis pf qualitative Studies, 
American Journal of Maternal Child Nursing, 28(2), 93-9. 
48 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu 
Sosial lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2011, 123-124. 
49 Ibid, hlm 127  


































instrumen penting karena data yang dihasilkan berupa penegasan dan 
bersifat terbuka, menyeluruh dan tidak terbatas, sehingga mampu 
membentuk informasi yang utuh untuk memenuhi kebutuhan penelitian 
kualitatif. 50 Disini penulis menggunakan metode wawancara purposive 
sampling untuk mengidentifikasi beberapa informan yang berpotensial 
dalam isu perdamaian Afghanistan. Penggunaan purposive sampling khusus 
untuk penelitian lapangan yang menggunakan pengamatan para ahli dalam 
memilih kasus dengan tujuan tertentu dan sumber informatif yang sesuai 
dengan kasus yang dipilih. Keuntungannya adalah dapat mengidentifikasi 
jenis kasus tertentu secara mendalam juga pemahaman yang lebih 
mendalam tentang kasus tersebut.  Informan tersebut adalah wakil dubes 
Afghanistan, staff Kementerian Luar Negeri Indonesia dan jurnalis 
internasional Pizzaro Ghozali.  
F. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah analisis 
data menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari; pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
a) Pengumpulan data; merupakan tahap awal dengan 
mengumpulkan semua data yang diperlukan dari beberapa 
teknik pengumpulan data seperti hasil wawancara dan 
dokumentasi untuk menentukan fokus serta pendalaman data 
pada proses pengumpulan data berikutnya. 
                                                          
50 Thalha Al Hamid dkk, Resume:Instrumen Pengumpulan data, Ekonomi Islam, Sekolah 
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong, 2019 


































b) Reduksi data; yakni sebuah metode proses seleksi dimana 
penulis akan mengeliminasi data serta mentransformasi data 
kasar yang didapat dari lapangan menjadi data yang sederhana 
dan sudah dipilah. Kemudian reduksi data akan dimulai sejak 
peneliti sudah bisa memfokuskan wilayah penelitiannya 
sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan akhir dan 
terverifikasi. 
c) Penyajian data; yaitu sebuah rangkaian kerangka informasi yang 
memungkin penelitian tersebut dapat dilakukan. Penyajian data 
diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan 
kegiatan atau tabel.  
d) Penarikan kesimpulan; merupakan tahap terakhir dimana 
peneliti harus mengerti dan cepat tanggap terhadap objek yang 
diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola 
pengarahan sebab-akibat.51 
Untuk meningkatkan kredibilitas data, banyak peneliti menggunakan 
beberapa sumber data dan metode yang berbeda yang dikenal dengan 
triangulasi data. Inti dari triangulasi adalah semakin banyak persetujuan 
berbagai sumber data tentang masalah tertentu, semakin dapat terpercaya 
suatu interpretasi tersebut.52 Salah satu metode triangulasi yang akan 
                                                          




52 Sari Wahyuni, Qualitative Research Method: Theory and Practice (Jakarta: Salemba 
Empat) 2015, hlm. 40. 


































digunakan oleh peneliti adalah source triangulation yang mencakup banyak 
data dari sumber yang banyak pula. Sumber tersebut seperti informan 
dengan peran beragam, yaitu pelajar, pengajar dan administrator pemerintah 
supaya menimalisir dan memahami beberapa penyimpangan data sehingga 
konfirmasi data juga dapat dilakukan dengan partner internasional atau 
bisnis. 
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data 
Untuk menguji validitas, reliabilitas dan objektivitas dalam 
penelitian ini, penulis berusaha melakukan beberapa upaya sebagai berikut: 
a. Uji kredibilitas (Credibility) 
Ada beberapa cara yang dapat dilakukan supaya penelitian 
yang dilakukan penulis membawa hasil yang tepat dan sesuai 
konteksnya. Tetapi yang digunakan penulis adalah sebagai 
berikut: 
i) Meningkatkan ketekunan Pengamatan 
Penulis melakukan pengamatan secara cermat 
dan objektif. Penulis mengumpulkan data di lapangan 
dan bacaan untuk diteliti agar memahami fenomena 
sosial secara holistik serta menentukan keabsahan data 
yang terkumpul. 
ii) Melakukan Triangulasi Data 
Triangulasi adalah salah satu teknik 
pengumpulan data yang dilakukan untuk memastikan 


































temuan data lebih akurat dan kredibel. Maka terdapat 
dua cara triangulasi yaitu 1) menggunakan sumber yang 
banyak; misal data teruji apabila peneliti berhasil 
memverifikiasi hasil wawancara kepada sumber yang 
lain hingga hasil wawancara dapat meyakinkan peneliti. 
Penulis melakukan wawancara dengan 3 narasumber 
(wakil dubes Afghanistan, staff Kementerian Luar 
Negeri Indonesia dan jurnalis internasional Pizzaro 
Ghozali) dan 2) menggunakan metode yang berbeda; 
data teruji juga apabila pada tahap pertama informasi 
didapatkan melalui observasi lalu berikutnya 
gunakanlah metode wawancara untuk memperoleh 
informasi yang sama. Jika masih belum yakin, 
temukanlah lagi informasi melalui dokumentasi dengan 
informasi dan aspek yang sama. 
Sementara menurut Neuman triangulasi adalah 
salah satu yang dilakukan peneliti sosial untuk 
mengakurasi data yakni berprinsip belajar mengamati 
banyak perspektif daripada hanya melihat satu 
perspektif. Ada empat jenis triangulasi, yaitu; 1) 
triangulation of measure, yang artinya mendapatkan 
beberapa ukuran dari fenomena yang sama. Melalui 
beberapa ukuran yang ditentukan keakuratan tumbuh 


































dibandingkan dengan hanya mengandalkan satu 
utamanya jika dari ukuran-ukuran yang berbeda 
tersebut menghasilkan gambaran yang serupa. 2) 
Triangulation of observers, pengamat tunggal peristiwa 
dan prilaku tentunya memiliki batasan tertentu. Jadi 
dengan menggabungkan apa yang dilihat dan dialami 
oleh beberapa pengamat akan menghasilkan gambaran 
yang lebih lengkap. 3) Triangulation of Theory, setiap 
teori mempunyai asumsi dan konsep yang berperan 
sebagai lensa untuk melihat dunia sosial. Maka, peneliti 
diharuskan menggunakan beberapa pandangan teoritis 
untuk merencanakan studi atau menginterpretasikan 
data. Kemudian, hasil data yang relevan teridentifikasi, 
menyediakan serangkaian konsep serta dapat 
menafsirkan makna dari data tersebut. 4) Triangulation 
of method, artinya adalah dengan mencampur 
pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif serta 
data. Kedua metode tersebut diyakini dapat melengkapi 
sesama dengan kekuatan masing-masing serta 
mengashilkan penelitian yang lebih kaya dan 
komprehensif.53 
iii) Cek Teman Sekelompok 
                                                          
53 W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative 
Approaches, Seventh Edition (Edinburg Gate: Pearson Education Limited, 2014), hal. 166-167 


































Untuk hasil penelitian yang telah dikumpulkan, 
kemudian penulis mengujinya kembali kepada dosen 
pembimbing serta berdiskusi dengan rekan sejawat. 
Usaha ini dilakukan secara berkelanjutan agar hasil 
penelitian dapat diakui kebenarannya. 
iv) Menggunakan bahan Referensi yang Tepat 
Kredibilitas data dapat lebih dipercaya jika 
dilengkapi dengan referensi yang tepat dan ditulis oleh 
ahlinya. Sumber-sumber informasi itu seperti data yang 
ditulis di lapangan dan rekaman percakapan serta 
pendapat para ahli selama referensi-referensi lainnya 
terkumpul dapat dijadikan bukti bagi para pembaca 
atau penguji. 
b. Uji Transferabilitas (Transferability) 
Konsep transferabilitas dalam bahasa penelitian 
kualitatif mempunyai makna konsep yang sama dengan 
validitas eksternal. Kebenaran hasil penelitian kemudian 
teruji apabila aspek keteralihannya terpenuhi. Tetapi 
dalam hasil penelitian kualitatif hanya tempat tertentu 
saja yang dapat ditransfer ke tempat lain apabila 
memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu, peneliti 
perlu menjelaskan uraian rinci, jelas, sistematis dan 
terpercaya supaya hasil penelitian dapat dinilai oleh 


































pembaca layak atau tidak untuk diaplikasikan di tempat 
lain. 
c. Uji Dependibilitas (Dependability) 
Menentukan dependabilitas dapat dilakukan dengan 
audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang telah 
dilakukan dari awal proses hingga akhir kesimpulan 
penelitian. Ada dua langkah yaitu pertama, audit proses; 
pemeriksaan pada tahap pertama, dikaji ulang segala 
proses dengan langkah-langkah yang ditentukan. Peneliti 
perlu menunjukkan bukti kinerja sejak tahap pertama 
menentukan masalah, tahap berikutnya dan yang terakhir 
hingga kesimpulan dan diperlihatkan berupa bukti 
catatan tertulis. Kedua, audit produk; setelah audit proses 
dinyatakan benar lalu periksa kembali hasil penelitian 
yang dilakukan. Jika semua dirasa sudah benar dari audit 
proses hingga audit produk, maka penelitian penulis 
tidak lagi diragukan dependabilitasnya. 
d. Uji Konformitas (Conformity) 
Uji konformitas yakni melakukan pengecekan kembali 
adanya keterkaitan hasil uji produk dengan hasil audit proses. 
Dan apabila hasil audit produk adalah fungsi dari proses 


































penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah 
memenuhi aspek konformitas.54
                                                          
54 Prof. Dr.A. Muri Yusuf, M.Pd. “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian 
Gabungan”, 393-398. 



































ANALISA POLITIK LUAR NEGERI MENURUT K.J. HOLSTI 
Dalam bab ini, peneliti memaparkan penyajian data secara menyeluruh 
terlebih dahulu agar pemahaman terhadap perkembangan konflik dan proses 
mediasi konflik Afghanistan lebih komprehensif beserta analisa politik luar negeri 
Afghanistan yang memaparkan arah politik luar negeri Afghanistan terhadap 
Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan Afghanistan terhadap 
Indonesia dalam upaya mediasi konflik Afghanistan 2017-2019. Penyajian data 
berisi tentang 1) Dinamika Konflik Afghanistan, 2) Upaya Mediasi Konflik 
Afghanistan serta 3) Indonesia Sebagai Mediator Konflik Afghanistan. 
Untuk melihat konteks kebijakan luar negeri Afghanistan memilih Indonesia 
dalam upaya mediasi konflik Afghanistan, peneliti menggunakan konsep analisa 
politik luar negeri K.J. Holsti. Dari penyajian data kemudian peneliti menganalisis 
terkait fenomena tersebut dalam kerangka operasional konsep K.J. Holsti. 
Sejauh ini peneliti dapat melihat kebijakan luar negeri Afghanistan yang 
agresif melalui 1) Orientasi (Non Blok), 2) Peranan Nasional (Internal 
Development), 3) Tujuan (Perdamaian dan Stabilitas Negara) hingga memutuskan 
suatu tindakan berupa persuasi terhadap Indonesia dalam upaya mediasi konflik 
Afghanistan. Faktor- faktor pengaruh tindakan tersebut juga telah peneliti 
kategorikan dalam tiga level analisa yaitu level individu (Intelektual Sejati Peduli 
Negara, Berjiwa Liberal, Sosok Pemersatu bangsa, Visi Peace Planner), level 
sistem Internasional yang memiliki determinan kondisi eksternal (Kompleksitas 


































Internal SAARC, Persaingan India-Pakistan, Kepentingan Negara lain dalam 
mediasi konflik, Citra Indonesia di Dunia Internasional, Inisiatif Ormas Islam di 
Indonesia) dan level negara-bangsa dari segi determinan kebutuhan domestik dan 
fungsi opini masyarakat (Kebuntuan Negosiasi Afghanistan-Taliban, Kesamaan 
Pengaruh Ulama Sebagai Tonggak Perdamaian, Taliban di Masa Presiden Ashraf 
Ghani). Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah peneliti hingga hasil 
penelitian seperti yang telah dijelaskan di atas, dari beberapa kondisi atau faktor-
faktor inilah kemudian kebijakan luar negeri Afghanistan terwujud beserta 
implementasinya terhadap Indonesia dalam upaya mediasi konflik Afghanistan. 
A. PENYAJIAN DATA 
1. Dinamika Konflik Afghanistan 
Konflik Afghanistan merupakan perang antara Taliban dan 
Amerika Serikat yang berusaha melindungi pemerintah Afghanistan. 
Pasukan militan Taliban sendiri adalah aliran Islam garis keras yang 
dituduh melindungi kelompok teroris Jihadi Al-Qaeda dan 
kekuasaannya di Afghanistan sempat berdiri sejak tahun 1994-2001. 
Sejak invasi AS ke Afghanistan akibat serangan teroris, Taliban 
memposisikan diri sebagai pemberontak terhadap pemerintah 
Afghanistan pada saat pasukan koalisi pimpinan AS berhasil 
menggulingkan kekuasaan Taliban yang dipimpin oleh Mullah 
Mohammad Omar. 
Perlu diketahui bahwa Taliban memiliki anggota yang 
heterogen, dimana ia juga merekrut etnis lainnya yang sesama 


































pemberontak. Pertama, ada Non-Pashtun Taliban seperti etnis Tajik 
dan Uzbek merupakan kelompok anti pemerintah yang beroperasi di 
kawasan Non-Pashtun terutama di bagian Afghanistan Utara. Kedua, 
Pakistani Taliban adalah kelompok besar Pakistan yang dikenal 
sebagai Tehrik-e- Taliban Pakistan (TTP).55 Pejuang ini dilaporkan 
beroperasi di sisi perbatasan Afghanistan. 
Pada awalnya, AS hanya ingin menumpaskan Al-Qaeda dan 
afiliasinya yang terindikasi telah bersarang di Afghanistan dimana 
pada akhir 2015 pasukan operasi khusus AS beserta mitra ANDSF 
menemukan dan menghancurkan kamp pelatihan Al-Qaeda di 
Provinsi Qandahar. Pada tahun 2016 komandan AS memperkirakan 
ada 100-300 pejuang Al-Qaeda dan ia juga mengatakan bahwa 
hubungan Al-Qaeda dan Taliban semakin dekat.56 Di Afghanistan 
terdapat banyak kelompok pemberontak pada umumnya dan tidak 
selalu bersekutu antara satu sama lain. Di antaranya adalah Al Qaeda 
in the Indian Subcontinent (AQIS), Islamic Movement of Uzbekistan 
(IMU), Lashkar-e-Tayyiba, Lashkar-i-Janghvi, Harakat ul-Jihad 
Islami, The Islamic State-Khorasan Province (ISKP), Haqqani 
Network.57 Aturan operasi perlawanan AS dilakukan terhadap afiliasi 
Al-Qaeda, Taliban dan kelompok pemberontak lainnya yang dapat 
                                                          
55 Kenneth Katzman and Clayton Thomas, “Afghanistan: Post-Taliban Governance, 
Security and U.S. Policy”, Congressional Research Service, 2017, Hal 18. 
56 Ibid, hal 18-19. 
57 Ibid, hal 19-21 


































menimbulkan ancaman kepada pasukan AS atau ANDSF dan 
pemerintah Afghanistan. 
Berdasarkan data di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa 
eksistensi Taliban tidak lepas dari peran Pakistan melalui the Inter-
Services Intelligence Directorate of the army (ISI). Ia pernah 
memberikan tempat berlindung aman bagi Taliban, nasihat tentang 
persoalan mliter dan diplomatik, serta bantuan dengan penggalangan 
dana.58 Oleh karena itu, Afghanistan menuduh Pakistan dengan 
lantang karena telah membiarkan Taliban berkembang dan 
memperkuat pengaruhnya.  
Sementara itu, konflik Afghanistan semakin bergejolak 
meskipun telah banyak bantuan militer membantu Afghanistan. Pada 
tahun 2014 serangan Taliban meningkat selama musim panas 
bertepatan dengan pemilihan presiden putaran kedua Afghanistan 
pada 14 Juni 2014 memiliki kesempatan untuk membangun kontrol 
yang lebih besar, fokus mengendalikan wilayah, merebut pusat-pusat 
distrik dan mengancam ibu kota provinsi.59 Perang telah terjadi 18 
tahun lamanya dan tidak pernah usai, Taliban sebagai pemberontak 
tidak akan pernah berhenti jika pasukan asing masih ada di 
Afghanistan.  
                                                          
58 Bruce Riedel, “Pakistan, Taliban and The Afghan Quagmire”, diakses dari 
https://www.brookings.edu/opinions/pakistan-taliban-and-the-afghan-quagmire/, pada tanggal 12 
Februari 2020 pukul 20:57. 
59 Lauren McNally dan Paul Bucala, “The Taliban Resurgent: Threats to Afghanistan’s 
Security”, Institute for Study of War, 2015, Hal 11-12. 


































Pada tahun 2018, AS di masa Presiden Donald Trump 
mengadakan negosiasi pertama kali bersama Taliban di ibu kota 
Qatar, Doha. Pertemuan ini fokus membahas penarikan pasukan AS, 
jaminan tidak ada teroris yang menargetkan AS, gencatan senjata dan 
negosiasi dengan pemerintah Afghanistan. Namun, pertemuan ini 
tidak pernah terjadi karena AS membatalkan pembicaraan perdamaian 
akibat ulah Taliban yang semakin agresif dengan mengebom mobil 
dan menewaskan 12 orang termasuk salah satu tentara AS. Sebelum 
pertemuan AS dan Taliban, pemerintah Afghanistan telah berkali-kali 
mengajak negosiasi Taliban tanpa prasyarat apapun. Bahkan Ashraf 
Ghani menawarkan pengakuan terhadap Taliban sebagai partai politik 
yang sah bertujuan mengakhiri perang, mengusulkan gencatan senjata, 
dan pembebasan tahanan. Namun, lagi-lagi Taliban tidak merespon 
dan menolak pembicaraan langsung dengan Kabul. Sebaliknya 
Taliban tidak menyetujui gencatan senjata dan malah mengajukan 
pengurangan kekerasan ‘Reductional Violence’. Pemerintah pun 
merespon untuk tidak menyetujuinya karena hal itu sama saja akan 
memakan korban dan bukan perdamaian seutuhnya.60  
Meskipun begitu, Ashraf Ghani tetap mengumumkan gencatan 
senjata selama 8 hari secara sepihak. Kemudian secara mengejutkan 
pula Taliban pun mengumumkan gencata senjata 3 hari dengan 
                                                          
60 Wakil dubes Afghanistan, Wawancara oleh penulis 05 Februari 2020 


































pemerintah Afghanistan selama Idul Fitri.61 Inilah kali pertama dalam 
sejarah perang hampir 17 tahun, para militan menyatakan penghentian 
kekerasan untuk sementara waktu. Tapi Taliban tetap menyerang dan 
bersikeras akan melawan pasukan asing. Begitu pula dengan 
pemerintah Afghanistan yang menghentikan operasi terhadap Taliban, 
namun tetap menyerang kelompok terorisme Al-Qaeda lainnya. 
Momen ini diharapkan menjadi lompatan besar bagi perdamaian 
Afghanistan ke depannya. Peperangan dalam konflik Afghanistan 
telah banyak memakan korban warga sipil. Berikut adalah data warga 








                                                          
61 Akhtar Mohammad Makoii, “Taliban Leaders Declare Eid Ceasefire with Afghan 
Forces”, diakses dari 
https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2018/jun/09/taliban-ceasefire-eid-
afghanistan, pada tanggal 13 Februari 2020 pukul 13:24. 


































Grafik 4.1 Angka Warga Sipil yang Mati dan Cedera62 
 
Sumber: UNAMA. Midyear Update on The Protection of Civilians in 
Armed Conflict: 1 January to 30 June 2019. 2019  
 
2. Upaya Mediasi Konflik Afghanistan 
Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Afghanistan 
dan aktor internasional lainnya untuk mencapai kesepakatan 
perdamaian dengan Taliban sebagai pemberontak utama di 
Afghanistan. Upaya militer yang dikerahkan oleh komunitas 
internasional, segalanya mengalami kebuntuan. Fakta mengungkapkan 
bahwa Taliban tidak dapat dimusnahkan, dan pemerintah Kabul masih 
didukung mayoritas besar masyarakat Afghanistan tidak dapat 
                                                          
62 UNAMA, “Midyear Update on The Protection of Civilians in Armed Conflict: 1 January 
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digulingkan. Dan komunitas internasional juga tidak akan 
meninggalkan Afghanistan karena diduga masih adanya ancaman Al-
Qaeda. 
Bantuan demi bantuan untuk Afghanistan dimulai dari 
kehadiran penyebaran pasukan AS dan NATO yang besar, misi 
bantuan PBB, serta dana dari beberapa negara untuk program-program 
rekonstruksi. Komunitas internasional secara kolektif 
bertanggungjawab dalam mencarikan solusi politik untuk mengakhiri 
konflik Afghanistan. Komunitas internasional disini juga termasuk 
dari kontribusi peran beberapa negara dalam memulai proses 
perdamaian melalui tahap negosiasi. 
Pada Mei 2015, panggilan dengan cara negosiasi telah berhasil 
menghadirkan perwakilan Taliban dan pemerintah Afghanistan dalam 
pembicaraan perdamaian di Qatar. Kedua belah pihak setuju untuk 
mengadakan pertemuan lanjutan, namun Taliban tetap bersikeras 
melawan sehingga semua pasukan asing meninggalkan Afghanistan.63 
Perkumpulan lebih dari 60 orang Afghan yang terdiri dari sekelompok 
perwakilan politik, masyarakat sipil, perwakilan yang didukung 
pemerintah duduk berhadapan dengan puluhan perwira politik Taliban 
untuk membicarakan tentang persoalan lama yang memilukan dalam 
negara mereka. Tahap pertemuan ini menjadi langkah penting bagi 
                                                          
63 BBC.com, “Afghanistan Profile-Timeline”, diakses dari 
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12024253 pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 
17:58. 


































mereka untuk mencapai perdamaian. Hasil yang ingin diperoleh yaitu 
jaminan kontraterorisme dari Taliban, penarikan pasukan asing, 
negosiasi intra-Afghanistan dan kesepakatan gencatan senjata 
permanen serta komprehensif.64 
Pertemuan intra-Afghanistan diadakan di Qatar dengan 
bantuan dari pemerintah Jerman merupakan lanjutan pembicaraan dari 
Moskow pada tahun lalu dimana pejabat Afghanistan tidak hadir. Ada 
beberapa isu yang belum dapat diselesaikan dan tantangan dalam 
mencapai kesepakatan perdamaian seperti perbedaan keinginan dan 
pendapat dalam membangun negaranya. Ketidaksepakatan dalam hal 
gencatan senjata dimana Taliban menolak gencatan senjata sementara 
atau permanen. Selain itu, secara retorika Taliban mendukung prinsip 
tentang inklusi sosial dan politik, pemerintahan Islam, dan hak-hak 
perempuan dan minoritas tetapi mereka tidak jelas bahwa akan 
mematuhi standar kewajiban hukum internasional. Kerangka kerja 
perdamaian berupa empat langkah yang ditempuh dalam percakapan 
intra-Afghanistan diharapkan Taliban dapat membuat kesepakatan 
lanjutan dengan AS. 
Tidak hanya AS dan Qatar, negara-negara yang menjadi 
mediator dalam konflik Afghanistan sangat beragam. Selaras dengan 
                                                          
64 Omar Samad, “An Afghan Opening: Opportinities, Challenges, and Pitfalls”, diakses dari 
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/an-afghan-opening-opportinities-challenges-
and-pitfalls/ pada tanggal 15 Februari pukul 06:29. 


































pernyataan Rafathonah Staff Kemlu Bagian Direktorat Asia Selatan 
dan Tengah bahwa banyak negara juga ikut berpartisipasi: 
“Ada banyak negara yang membantu dari negara-
negara Barat yang prominent seperti ada Jerman, yang 
Asia Tengah ada Tajikistan, Uzbekistan, China dan 
Qatar memiliki kantor politik perwakilan Taliban, Arab 
Saudi, Iran. Banyak negara terlibat karena hal ini 
sudah merupakan rumus dari negara-negara di dunia 
dimana dalam suatu konflik semua negara pasti ikut 
bermain. Lalu ada Turki, Pakistan, India, Australia, 
Inggris dan negara-negara NATO serta aliansi AS.”65  
Setiap negara yang tertarik melibatkan diri dalam konflik ini 
mempunyai kepentingan tersendiri yang sama atau berbeda dengan 
kebutuhan perdamaian Afghanistan. Sebagai contoh ada China dan 
Rusia yang selalu aktif untuk memfasilitasi pembicaraan perdamaian 
dimana China memandang dirinya sebagai negara yang tidak berpihak 
dan Rusia juga berkepentingan untuk menekan operasi negara Islam di 
Afghanistan telah terlibat dalam beberapa pertemuan regional 
bertujuan mengakhiri perang. Arab Saudi pula memfasilitasi 
pertemuan ulama Muslim internasional dengan mengeluarkan 
pernyataan Taliban harus menghentikan pertempuran melalui alasan 
agama.66 Pertemuan serupa yakni para ulama dari Afghanistan, 
Pakistan dan Indonesia yang diketuai Indonesia sebagai negara dengan 
mayoritas muslimnya. 
                                                          
65 Wawancara dengan Staff Kemlu Bagian Direktorat Asia Selatan dan Tengah oleh 
Penulis, 06 Februari 2020. 
66 The Monitor’s Editorial Board, “Wanted: Mediator to End America’s Longest War”, 
diakses dari 
https://www.google.com/amp/s/www.csmonitor.com/layout/set/amphtml/Commentary/the-
monitors-view/2018/0720/wanted-mediator-to-end-America-s-longest-war pada tanggal 14 
Februari 2020 pukul 19:33. 


































3. Indonesia sebagai Mediator Konflik Afghanistan 
Peran Indonesia sebagai mediator dan tekadnya dalam 
kontribusi perdamaian dunia telah diakui dunia internasional. 
Misalnya dukungan perdamaian yang berkaitan dengan dukungan 
abadi terhadap Palestina serta solusi dua negara untuk krisis Timur 
Tengah. Partisipasi Indonesia telah diatur dalam pembukaan UUD 
1945 yang berbunyi, 
 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial………”67 
 
Selama ini pula Indonesia telah menunjukkan langkah optimis 
dalam tatanan global multilateralisme, menjunjung tinggi Islam 
toleran terhadap dunia, serta peningkatan keinginan politik untuk 
membantu beberapa konflik dunia. Jadi, keaktifan dan pengalaman 
Indonesia dalam menangani berbagai konflik membuat Afghanistan 
melirik Indonesia. Indonesia dengan semangat wajah Islam toleran 
dan sebagai mediator konflik Afghanistan pun telah berkomitmen 
untuk membantu konflik Afghanistan yang rumit membuat 
Afghanistan semakin percaya dengan kemampuan mediasi Indonesia. 
Dorongan membangun perdamaian oleh Indonesia tidak hanya 
diminta oleh Pemerintah Afghanistan tetapi juga kehadiran pemimpin 
                                                          
67 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, 
http://jdih.pom.go.id/uud1945.pdf, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 18:00. 


































Taliban dari Afghanistan Mullah Abdul Ghani Baradar ke Indonesia 
sebagai tamu wakil presiden Jusuf Kalla di Jakarta telah memberikan 
kepercayaan baru bagi Indonesia untuk terus melangkah sebagai 
mediator. Peran Jusuf Kalla sebagai inisiator perdamaian dari gerakan 
separatis di Aceh, di Mindanao serta Thailand Selatan hingga kasus 
konflik Afghanistan sangat diapresiasi. Keterlibatan Taliban yang 
berpaham Sunni Hanafi-Doebandi terbukti salah satu faktor yang 
menunjukkan bahwa tujuan perdamaian harus melampaui batas-batas 
negara yakni keyakinan agama.68 
Pemilihan Indonesia sebagai mediator konflik Afghanistan 
memiliki beberapa faktor keyakinan tertentu, terutama dari Presiden 
Ashraf Ghani yang memuji penyelenggaraan pertemuan ulama dari 
tiga negara yang mambahas tentang perdamaian. Kemudian tiga hari 
setelahnya, Ghani memberlakukan gencatan senjata. Peran Indonesia 
dengan membawa peran ulama dalam proses perdamaian sangat 
diapresiasi oleh Ghani: 
“Islam di Indonesia merepresentasikan Islam yang 
dikembangkan di Afghanistan selama ini. Islam 
yang moderat, toleran dan merangkul peradaban 
sipil. Dialog yang dibangun antara Indonesia 
dengan ulama di kawasan Timur Asia penting 
untuk proses deradikalisasi.”69 
 
                                                          
68 The Jakarta Post, “Contributing to World Peace”, 31 Juli 2019, 
https://www.google.com/amp/s/www.thejakartapost.com/amp/academia/2019/07/31/contributing-
to-world-peace.html, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 19:21. 
69 Uni Lubis, “Obrolan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di WEF 2020 Davos”, 
IDN Times, 24 Januari 2020, https://www.idntimes.com/news/world/uni-lubis/obrolan-dengan-
presiden-afghanistan-ashraf-ghani-di-wef-2020-davos/full, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 
pukul 19:35. 


































Harapan positif ini juga selaras dengan pernyataan wakil dubes 
Afghanistan yang membandingkan kemajuan proses perdamaian 
sebelum dan sesudah berhubungan dengan Indonesia. 
“There is a huge differences. Taliban experienced a lot 
of defeats because they are not fighting of their own, 
there is wider aspect, a proxy war that is involved by 
other international terrorist groups as like ISIS, Al 
Qaeda, TTP and many others. Absolutely they don’t have 
any accurate problems, they just claim about Jihad is 
legitimate that is provoked by Ulama in Pakistan. But 
then after engaging with Indonesia, resolving conflict 
seems to be increasingly promising where there is a 
trilateral meeting of Ulama in Bogor Ulama Peace. 
Afghanistan and Indonesia strengthen bilateral relations 
between MUI and HPC then this meeting successfully 
happened. It is a catalyst progress that Afghanistan 
conflict is known and as a major concern at the OIC. 
This move made the Taliban more defeated.”70 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Afghanistan 
sangat mendukung peran ulama yang diinisiasi oleh Indonesia dalam 
membawa perubahan perdamaian di konflik Afghanistan yang juga 
berkenaan dengan keyakinan agama yang diperjuangkan Taliban.  
B. Analisis Data 
Sebelumnya penulis telah menjelaskan sekilas tentang dinamika 
konflik Afghanistan dan upaya mediasi konflik Afghanistan sebagai 
pemahaman lanjutan terhadap kompleksitas konflik Afghanistan beserta 
berbagai upaya mediasi dalam level bervariasi telah menjadi perhatian 
internasional selama beberapa dekade. Selanjutnya dalam bab ini peneliti 
akan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang berkaitan dengan 
                                                          
70 Wawancara dengan wakil dubes Afghanistan oleh penulis pada tanggal 05 Februari 2020. 


































politik luar negeri Afghanistan terhadap Indonesia dalam upaya mediasi 
konflik Afghanistan 2017-2019. Penjelasan berikut terdiri dari penjelasan 
unsur politik luar negeri secara garis besar hingga khusus yang merupakan 
penjelasan faktor-faktor Afghanistan memilih Indonesia yang notabene 
berada di kawasan Asia Pasifik.   
1. Empat Unsur Politik Luar Negeri Afghanistan 
a. Orientasi Politik Luar Negeri: Afghanistan Sebagai Negara Non-
Blok 
Dalam buku terjemahan karya K.J. Holsti menerangkan 
tentang karakteristik negara dengan orientasi non-blok. Negara dengan 
orientasi non-blok menekankan pada pelaksanaan orientasinya yang 
tidak menggunakan kemampuan militer demi kepentingan negara lain. 
Selain itu, ia memaparkan bahwa keputusan politik luar negeri suatu 
negara dilakukan berdasarkan kehendak negara sesuai kepentingannya 
serta tidak membutuhkan jaminan dari negara lain akan eksistensi 
negaranya.71 Salah satu pergerakan yang memiliki orientasi seperti ini 
adalah Gerakan Non-Blok, dimana Afghanistan menjadi salah satu 
anggota aktif sejak 1955 pada saat ada dua kekuatan besar. Bahkan 
pemimpin terdahulu Afghanistan seperti Mohammad Daud Khan 
                                                          
71 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, hlm. 138 


































hingga Babrak Karmal mengklaim Afghanistan adalah salah satu 
negara non-blok paling tua di dunia.72  
Sebelum mengikuti GNB, Afghanistan telah memposisikan 
negaranya sebagai negara yang netral yang berasal dari kata Persia 
Bitarafi yang artinya ‘tanpa sisi’. Seorang sarjana terkemuka di 
Afghanistan mendefinisikan Bitarafi yaitu ‘tanpa pihak dalam dalam 
konflik kekuatan besar’.73 Hal ini dibuktikan selama kedua perang 
dunia dan berusaha untuk tetap tidak berpihak dan mempertahankan 
hubungan yang seimbang antara Timur dan Barat. Lalu Afghanistan 
dan posisi netralisme pun bergabung dengan GNB, meskipun akhirnya 
ada kudeta komunis 1978 dan invasi militer Soviet mengganggu 
keseimbangan tersebut. 
Pasca 2001 pemerintah Afghanistan tetap menjadi anggota 
aktif GNB dan secara teratur selalu berpartisipasi dalam pertemuan-
pertemuan gerakan. Eksistensi Afghanistan hingga sekarang 
merupakan keinginan untuk lebih independen sebagai negara 
berdaulat dan berusaha merencanakan perdamaian abadi. Di bawah 
pimpinan Ashraf Ghani Afghanistan bertransisi menjadi negara yang 
lebih baik daripada 18 tahun yang lalu. Demokrasi mulai terbentuk 
dimana ia berhasil menyelesaikan pemilihan presiden yang paling 
transparan dan inklusif, pasukan keamanan Afghanistan yang 
                                                          
72 V.P. Vaidik, “Afghan Non-Alignment: Changing Faces”, diakses dari 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002088178102000119?journalCode=isqa pada 
tanggal 17 Februari 2020 pukul 05:21. 
73 Nasir A. Andisha, “Neutrality in Afghanistan’s Foreign Policy”, United States Institute 
of Peace (USIP), 2015. 


































bertanggungjawab untuk menegakkan kebebasan, martabat dan 
ketertiban konstitusional, aturan hukum dan pemerintah sedang 
berkembang dan berhasil mengumumkan 400 undang-undang  
konstitusi yang bermakna, Afghanistan mencanangkan posisi daratan 
yang akan menjadi pusat hubungan konektivitas antara Asia Tengah, 
Asia Selatan, Iran, China dan negara tetangga lainnya serta sekarang 
Afghanistan siap sepenuhnya untuk memmpin proses perdamaian dan 
membawa semua mitra pada proses perdamaian abadi dan toleransi 
berkelanjutan.74 
Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Afghanistan 
memiliki kedaulatan penuh sebagai negara independen dan menjamin 
eksistensi negaranya sendiri, meskipun sebelumnya sempat terganggu 
karena instabilitas dalam negerinya. Sikap tegas Afghanistan pada saat 
komentar tentang pernyataan Trump hapus Afghanistan dari muka 
bumi, mengatakan bahwa pemerintahnya mendukung upaya AS untuk 
perdamaian dan menekankan bahwa kepala negara asing tidak dapat 
dengan mudah menentukan nasib Afghanistan tanpa kehadiran 
pemimpin Afghanistan.75 Karakteristik non blok lainnya adalah suatu 
negara melakukan koalisi diplomatik sementara dengan salah satu 
                                                          
74 Speech of President Ashraf Ghani at the 18th Non-Aligned Movement Summit Baku, 
Azerbaijan, 25 October 2019. Diakses dari https://president.gov.af/en/SP/871222098765 pada 
tanggal 17 Februari 2020 pukul 07:30. 
75 Agni Vidya Perdana, “Sebut AS Bisa Hapus Afghanistan dari Muka Bumi, Presiden 
Ashraf Ghani Minta Klarifikasi Trump”, diakses dari 
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/internasional/read/2019/07/23/19433211/sebut-
as-bisa-hapus-afghanistan-dari-muka-bumi-presiden-ashraf-ghani, pada 17 Februari 2020 pukul 
07:52. 


































blok jika memiliki kepentingan yang sama seperti gerakan anti-
kolonialisme. Ciri-ciri ini terdapat pada hubungan Afghanistan dan 
AS yang sama-sama memiliki kepentingan untuk menumpaskan 
gerakan terorisme internasional dengan melibatkan komunitas 
internasional seperti NATO dan ISAF dalam menjaga keamanan 
dunia. Afghanistan juga tidak hanya mengandalkan upaya dari AS tapi 
menyambut inisiatif semua negara yang ingin memberikan bantuan 
serta upaya mediasi terhadap konflik Afghanistan. 
Jalur kebijakan luar negeri Afghanistan oleh Presiden Ashraf 
Ghani melalui sketsa lima elemen inti yaitu pertama, melibatkan 
negara-negara tetangga Afghanistan, kedua, melibatkan negara-negara 
Islam, ketiga AS, Kanada dan Jepang, keempat, hubungan dengan 
negara-negara Asia dan kelima, organisasi internasional.76 Jalur ini 
selaras dengan penerapan strategi negara non-blok yang menyadari 
bahwa persekutuan militer dengan hanya salah satu blok akan 
menutup kesempatan dalam mendapatkan bantuan luar negeri dari 
negara lain.  
b. Peranan Nasional: Internal Development77 
Peranan nasional terlihat apabila suatu negara terlibat dalam 
permasalahan regional atau internasional. Pengambil keputusan 
biasanya mendefinisikan konsep peranan berdasarkan bentuk-bentuk 
                                                          
76 Massoud Ansar, “MoFA Calls on MPs to Approve Foreign Policy Draft Guideline”, Tolo 
News, 2017. Diakses dari https://tolonews.com/afghanistan/mofa-calls-mps-approve-foreign-
policy-draft-guideline pada tanggal 17 Februari 2020 pukul 08:18. 
77 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, hlm. 163. 


































umum seperti keputusan komitmen, aturan dan tindakan yang sesuai 
bagi negara, serta melihat fungsi negara dalam berbagai masalah 
internasional. Refleksi peranan itu sendiri cenderung memperlihatkan 
kekhawatiran, sikap dalam menghadapi lingkungan eksternal, variabel 
sistemik, geografi dan ekonomi.78 Untuk melihat peranan nasional dari 
Afghanistan, tidak terlepas dari sikap serta peran Presiden Ashraf 
Ghani sebagai pemimpin yang harus memperbaiki segala aspek 
permasalahan dalam pemerintahannya. Ditambah lagi dengan fakta 
bahwa Afghanistan masih ada ancaman serius dari para pemberontak 
dalam negaranya. 
Afghanistan sebagai kunci stabilitas regional di Asia Selatan 
telah menarik perhatian dunia internasional. Perang yang berkecamuk 
membuat Afghanistan membutuhkan perlindungan dan kerjasama 
untuk membangun negerinya seperti semula. Salah satu peranan 
nasional yang sesuai dengan kepentingan dan kondisi negara yang 
baru bangun dari kegagalan yakni adalah internal development. 
Peranan nasional ini tidak memiliki fungsi tertentu dalam sistem 
internasional, tapi ia beranggapan bahwa sebagian besar tindakan 
yang dilakukan suatu negara harus diarahkan terhadap masalah 
pembangunan dalam negeri. Jenis variabel yang digunakan untuk 
mengidentifikasi peranan nasional Internal Development adalah dari 
                                                          
78 Ibid, hlm. 158-159. 


































segi kondisi eksternal, atribut nasional dan juga atribut ideologi dan 
sikap. 
Kondisi eksternal Afghanistan berdasarkan persepsi terhadap 
ancaman adalah ancaman terorisme Taliban yang masih melanda 
negaranya. Adanya pasukan AS dan NATO merupakan bagian strategi 
AS untuk mengejar teroris dan membangun pemerintah Afghanistan 
yang stabil. Dari kepemimpinan George W. Bush, Barack Obama, dan 
Trump, AS hampir melibatkan 100.000 pasukan militernya besar-
besaran.79 Dan angka pasukan AS sempat berkurang serendah 8.400 di 
masa jabatan Barack Obama. Penarikan Pasukan AS pada masa 
jabatan Obama menjadi isu genting mengingat kondisi Afghanistan 
yang masih belum stabil. Afghanistan di masa Ashraf Ghani 
mengambil langkah mengunjungi AS guna menyepakati penarikan 
pasukan yang lebih lambat agar memungkinkan pasukan Afghanistan 
terlatih dan diperlengkapi dengan lebih baik lagi dalam memerangi 
Taliban. Hasilnya, 10.000 pasukan AS tetap berada di Afghanistan 
selama 2015, memperlambat rencana untuk penarikan bertahap.80 
Langkah Ghani menunjukkan keseriusan untuk mempertahankan 
keamanan dalam negaranya untuk dapat bebas dari bahaya terorisme. 
                                                          
79 Kelly Magsamen dan Michael Fuchs, “The Case for A New U.S. Relationship with 
Afghanistan”, Center for American Progress, 2019. Diakses dari 
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/07/29/472611/case-new-u-s-
relationship-afghanistan/ pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 12:58. 
80 BBC, “Ashraf Ghani Visit: US to Slow Afghan Troops Withdrawal”, 2015. Diakses dari 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-32027083 pada tanggal 18 Februari 2020 pukul 
13:31. 


































Selanjutnya adalah atribut ideologi dan sikap dimana Presiden 
Ashraf Ghani sebagai sosok yang optimistis dalam meyakinkan AS 
dan komunitas internasional bahwa konflik Afghanistan akan 
mengalami perubahan dengan bantuan dan dukungan kerjasama dari 
beberapa negara. Misalnya dalam pidato Ashraf Ghani di Konferensi 
Jantung Asia ke-8, ia berterima kasih ke semua negara yang telah 
membantu dalam proses perdamaian dan pembangunan Afghanistan 
hingga Afghanistan mempunyai visi yang konkret. Afghanistan 
bercita-cita menjadi Bundaran Asia (Asian Roundabout) demi 
keuntungan bersama. Maka dari itu, semua negara yang terlibat 
kerjasama dengan Afghanistan harus menyadari shared responsibility 
untuk memerangi ancaman terorisme transnasional dan organisasi 
kriminal transnasional dimana kekuatan jaringan ini ada di 
Afghanistan yang memang merupakan kunci stabilitas di Jantung 
Asia.81  
Terakhir adalah atribut nasional yang memiliki variabel sikap 
dan pendapat masyarakat dan kapabilitas negara yang kuat atau lemah. 
Diketahui bahwa demokrasi di Afghanistan mulai terbentuk dengan 
adanya keaktifan partisipasi rakyat Afghanistan dalam pemilihan 
umum untuk negara yang lebih baik dari peperangan, korupsi dan lain 
sebagainya. Sejak Ashraf Ghani dilantik pada September 2014 lalu, 
                                                          
81 President Ashraf Ghani’s Spech at 8th Conference of Heart of Asia Conference-Istanbul 
Process, 09 Desember 2019. Diakses dari https://president.gov.af/en/president-ashraf-ghanis-
speech-at-8th-conference-of-heart-of-asia-conference-istanbul-process/ pada tanggal 18 Februari 
2020 pukul 20:09. 


































harapan baru muncul menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. 
Selama pemerintahan Ghani tingkat kepuasan rakyat terhadap 
performa pemerintah khususnya National Unity Government, Pashtun 
(57,1%), Tajik (43,5%), Uzbek (49,6%) Hazara (41,3%) 
mengungkapkan yakni mereka puas dengan kinerja pemerintah, 
sedangkan penduduk pedesaan (51,8%) lebih ekspresif daripada 
daerah perkotaan (40,7%) juga mengatakan bahwa pemerintah telah 
melakukan kerja bagus untuk pembangunan dalam negeri.82 
Dukungan dari rakyat Afghan untuk kinerja pemerintah membuat 
Ghani mengekspansi kerjasama dengan negara dan komunitas 
internasional lainnya. Kapabilitas Afghanistan yang lemah yang masih 
belum bisa independen secara menyeluruh seperti sekitar 50 persen 
anggaran negara Afghanistan dan 90 persen biaya militer dan polisi 
ditanggung oleh donor internasional.83 
Hasil penjelasan ketiga variabel tersebut mengungkapkan 
bahwa persepsi ancaman teroris yang lebih luas apabila pasukan asing 
mundur, sosok Ghani yang optimistis dalam membangun negerinya, 
serta dukungan rakyat terhadap Ghani memperbaiki kapabilitas negara 
dari segi kemanan dan ekonomi yang kemudian membentuk peranan 
nasional Afghanistan sebagai Intenal Development. Di samping itu, 
ciri peranan ini menyatakan ketidakterlibatan dalam masalah politik 
                                                          
82 Henry Duke Burbridge dkk, “A Survey of The Afghan People Afghanistan in 2016”, (The 
Asia Foundation, 2016). 
83 James dobbins dkk, “Consequences of A Precipitous U.S. Withdrawal from Afghanistan”, 
Expert Insights on A Timely Policy Issue, (RAND Corporation, 2019). 


































internasional yang biasa dikatakan oleh Pakistan dan Burma. Seperti 
halnya Pakistan yang tidak ingin terlibat dalam masalah politik 
internasional karena masih menghadapi kendala masalah ekonomi dan 
kemiskinan, begitu juga Afghanistan yang fokus pada stabilitas 
negaranya secara independen, regional maupun global dari sarang 
terorisme. 
c. Tujuan Politik Luar Negeri: Kepentingan Inti (Perdamaian & 
Stabilitas Negara) 
Untuk pengklasifikasian tujuan politik luar negeri Afghanistan, 
nilai atau kepentingan “inti” menjadi patokan yang mendorong 
pemerintah mempertahankan eksistensinya atau memperluas tujuan 
sewaktu-waktu dengan atau tanpa menekan negara lain dalam rangka 
mencapai nilai atau kepentingan tertentu. “Inti” sebagai prinsip dasar 
politik luar negeri yang diyakini oleh masyarakatnya menjadi 
pedoman bagi para pembuat kebijaksanaan dimana biasanya zaman 
sekarang tujuan politik luar negeri yang utama adalah menjaga 
kedaulatan, kemerdekaan, kelangsungan sistem politik, sosial serta 
ekonomi di negaranya.84 
Sejalan dengan bunyi konstitusi Republik Islam Afghanistan 
dalam pasal 7 negara harus mematuhi piagam PBB, perjanjian antar 
negara, perjanjian internasional beserta deklarasi universal hak asasi 
manusia. Sedangkan pasal 8 yaitu negara menetapkan kebijakan luar 
                                                          
84 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, hlm. 176-177. 


































negeri yang dapat melestarikan kemerdekaan, kepentingan nasional, 
integritas nasional, bertetangga dengan baik serta saling menghormati 
dan menghormati persamaan hak.85 Pemerintah Afghanistan telah 
melakukan kebijakan proaktif untuk memperkuat hubungannya 
dengan komunitas internasional yang terlibat. 
Presiden Afghanistan terdahulu Hamid Karzai lebih 
menekankan peran politik luar negerinya yang mandiri dan seimbang 
“Independent and Balanced”. Keberhasilannya dalam menjalin 
hubungan dengan Rusia, China, Arab Saudi dan Iran yang memiliki 
satu titik temu kepentingan bersama yakni ancaman global terorisme 
serta tidak keberpihakannya dalam ketegangan AS-Iran telah diwarisi 
kepada Ashraf Ghani sebuah hubungan luar negeri yang sehat. 
Presiden Ghani kemudian mempertegas akan pentingnya kekuatan 
wilayah untuk dapat membantu pembangunanAfghanistan setelah 
lama dalam keadaan perang. 
Pada masa Ashraf Ghani terpilih menjadi Presiden 
Afghanistan, ia menawarkan strategi menarik untuk menangani 
konflik 40 tahun Afghanistan dan melawan terorisme. Program 
reformasi keamanan ‘multi-dimensi’ selama 4 tahun sebagai dasar 
penyelesaian politik bagi konflik Afghanistan beserta komponen 
lainnya yaitu perdamaian Pakistan–Afghanistan dan dialog dengan 
Taliban. Selain instrumen perdamaian tersebut, Ghani percaya bahwa 
                                                          
85 Afghan Embassy Turkmenistan, “Afghanistan Foreign Policy”, diakses dari 
afghanembassyturkmenistan.com/afghanistan-foreign-policy/ pada tanggal 19 Februari 2020 pukul 
18:47. 


































menanggulangi kemiskinan, reformasi peradilan dan pembangunan 
infrastruktur merupakan faktor utama yang menopang dalam 
perdamaian berkelanjutan di Afghanistan.86 Seperti yang tertera dalam 
Afghanistan National Peace and Development Framework (ANPDF), 
kurun waktu 2015-2024 adalah kondisi Afghanistan dalam “Dekade 
Transisi” untuk mencapai tujuan inti yaitu agar Afghanistan lebih 
mandiri, menuju perdamaian yang nyata, pemulihan, produktivitas dan 
pertumbuhan.  
Prinsip dasar politik luar negeri Afghanistan terlihat jelas 
bahwa ia ingin perdamaian bagi rakyatnya melalui strateginya sendiri 
(afghan-led), bebas ancaman terorisme dalam skala lokal, regional dan 
global, serta memberikan dukungan nyata bagi rakyat Afghanistan 
untuk dapat merasakan perdamaian yang berkelanjutan. Nilai inti 
Afghanistan berdasarkan sikap para pembuat kebijaksanaan, Ghani 
dipilih rakyat Afghanistan agar membawa perdamaian dan stabilitas 
dan tujuan dasar inilah menjadi sangat penting bagi arah politik luar 
negeri Afghanistan di bawah pimpinan koalisi National Unity 
Government, presiden Ashraf Ghani dan CEO Abdullah terpilih sejak 
menjabat 2015. 
Berdasarkan tujuan politik luar negeri yang telah dijelaskan 
sebelumnya sangat konsisten dengan orientasi dan peranan nasional 
Afghanistan sendiri. Dimana pemerintah yang menganggap negaranya 
                                                          
86 Hufsa Chaudhry, “What is Ashraf Ghani’s Plan to End Afghanistan’s 40-Year Confict?”, 
Dawn, 2017. Diakses dari https://www.dawn.com/news/1359337 pada tanggal 19 Februari 2020 
pukul 19:23. 


































bersifat non-blok dan berperan sebagai internal development, 
kemungkinan akan memiliki tujuan yang berkaitan dengan 
membangun hubungan baik dengan seluruh negara terlibat untuk 
menciptakan perdamaian sehingga kepentingan inti Afghanistan 
stabilitas dan keamanan negaranya terpenuhi yang kemudian 
berdampak pada stabilitas kawasannya dan pembangunan 
berkelanjutan bersama negara-negara lainnya.  
d. Tindakan Politik Luar Negeri: Persuasi (Membujuk) 
Unsur tindakan juga terdapat dalam analisa politik luar negeri 
karena adanya keputusan tertentu yang langsung dieksekusi oleh suatu 
negara ke negara lain untuk mempengaruhi orientasi utama, 
melaksanakan peranan sesuai kepentingan masing-masing yakni untuk 
mencapai atau mempertahankan tujuan tertentu. Tindakan suatu 
negara ada berbagai cara seperti bantuan luar negeri, propaganda, 
pemakaian hak veto pada Dewan Keamanan PBB, menyelenggarakan 
konferensi dan lain sebagainya.87 Tindakan yang mempengaruhi 
kebijakan negara lain dapat dilakukan dengan taktik yang berbeda. 
Tindakan yang dilakukan oleh Afghanistan terhadap Indonesia ialah 
melalui kunjungan Ashraf Ghani ke Indonesia merupakan kunjungan 
bersejarah karena Ghani adalah presiden pertama Afghanistan yang 
berkunjung ke Indonesia dalam rangka mempererat hubungan bilateral 
dan misi perdamaian.  
                                                          
87 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, hlm. 200.  


































Contoh tindakan persuasi terdapat dalam buku K.J. Holsti 
Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis. Misalnya, ada negara A 
menghendaki negara B untuk mendukungnya dalam suatu konferensi. 
Sedangkan negara B tidak memiliki kepentingan khusus, tetapi 
mereka memutuskan untuk hadir atas dasar inisiatif negara A dan 
percaya akan ada hal positif yang didapatnya tidak hanya dengan 
mendukung ajuan negara A tapi juga dengan kehadirannya di 
konferensi tersebut. Di sini negara B mengharapkan imbalan secara 
implisit di masa depan dan tidak harus berasal dari negara A.88 
Tindakan ini tidak akan selalu sama, pasti ada perubahan tertentu 
ketika kedua negara telah menjalin hubungan baik selama beberapa 
tahun.  
Tindakan Afghanistan masuk dalam taktik seperti ini ketika 
kehadiran Presiden Ashraf Ghani ke Indonesia dan disambut ramah 
oleh Presiden Jokowi dan antusiasme Ghani untuk mencapai 
perdamaian sangat optimis. Berikut pernyataan Jokowi tentang 
pertemuannya dengan Ghani: 
“Saya pernah bertemu dengan Presiden Ashraf Ghani 
dan beliau tampak sedih. Ia katakan dahulunya 
Afghanistan sama dengan Indonesia yakni negara yang 
besar dan damai. Tapi semuanya hancur karena konflik 
kepentingan politik yang berkepanjangan.”89 
 
                                                          
88 Ibid, hlm. 216. 
89 Eka Hakim, “Saat Jokowi Teringat Curhat Presiden Afghanistan”, 2018, 
https://m.liputan6.com/regional/read/3854647/saat-jokowi-teringat-curhat-presiden-afghanistan, 
diakses pada tanggal 20 Februari 2020 pukul 16:37. 


































Kehadiran Presiden Afghanistan adalah untuk meminta 
keterlibatan Indonesia dalam perdamaian konflik Afghanistan. Dari 
sini Indonesia kemudian membuat keputusan untuk ikut berperan 
dalam menengahi dan menjadi salah satu mediator konflik-konflik di 
Afghanistan. Pada dasarnya Indonesia memang sangat aktif dan vokal 
untuk perdamaian dan negara ini pernah memiliki pengalaman 
masalah serius serta dapat mengatasinya tanpa ada eskalasi konflik. 
Hal ini yang menarik minat Afghanistan untuk saling belajar dan 
memperbaiki negaranya yang dulunya mempunyai kondisi yang sama.  
Cara persuasif Afghanistan tidak mengandalkan adanya 
imbalan tapi murni untuk saling bekerjasama mengingat potensi 
Indonesia yang sesuai dengan kondisi konflik yang dialami di 
Afghanistan seperti konflik suku, agama dan ekonomi yang kaya 
diantara negara dunia dan masyarakat Islam yang memiliki 
kekhasannya. Ungkapan pujian terhadap prestasi Indonesia yang unik 
dan curhatan presiden Afghanistan yang menyentuh perhatian 
Indonesia yakni tentang pentingnya perdamaian untuk maju. 
Meskipun Indonesia tidak berkepentingan khusus disana namun tetap 
bersedia membantu atas dasar murni karena perdamaian, sesama 
saudara Muslim dan berharap atas perannya dapat menghasilkan 
sesuatu yang positif. Hal ini pun senada dengan pernyataan Staff 
Kemlu Bagian Direktorat Asia Selatan dan Tengah berkaitan dengan 


































pendekatan Ashraf Ghani kepada Jokowi dalam upaya mediasi konflik 
Afghanistan. 
“Keterlibatan Indonesia memang diawali saat itu Ashraf 
Ghani datang ke Indonesia. Ghani dalam tanda kutip 
curhat, negara saya ini sudah dalam konflik sekitar 
hampir 40 tahun. Ghani bercerita ada anak-anak yang 
lahir sampai sekarang tidak pernah tau apa itu 
perdamaian. Mereka hanya mengetahui perang, perang 
itu dunia dan yang dia pikir kehidupan sebenarnya 
seperti ini. Jadi intinya curhatnya Ashraf Ghani ini 
menyentuh hatinya Presiden Jokowi. Presiden Jokowi 
tersentuh atas rasa kemanusiaan dan Afghanistan 
sebagai saudara-saudara Muslim kita. Dan Afghanistan 
memiliki hubungan bilateral yang baik dengan kita, dulu 
di awal-awal mereka juga telah mendukung 
kemerdekaan Indonesia dan lain-lain. Jadi tersentuh 
sehingga Presiden memutuskan untuk membantu 
Afghanistan. Jadi keputusan Indonesia untuk terlibat 
dalam upaya perdamaian itu adalah pure atas keputusan 
Indonesia sendiri bukan karena faktor yang lain. 
Indonesia bantu atas dasar solidaritas kemanusiaan.”90 
 
2. Faktor-Faktor Penyebab Afghanistan Memilih Indonesia dalam 
Upaya Mediasi Konflik Afghanistan 2017-2019 
Pada pembahasan sebelumnya, penulis telah membahas garis besar 
unsur politik luar negeri yang terdiri dari orientasi, peranan nasional, 
tujuan dan tindakan politik luar negeri Afghanistan sehingga arah 
kebijakan luar negeri Afghanistan dapat dipahami dengan baik. 
Selanjutnya, penulis akan menjelaskan unsur politik luar negeri juga yang 
lebih khusus membahas kondisi eksternal dan internal yang berhubungan 
erat dengan penetapan sasaran, keputusan dan kebijaksanaan. Unsur ini 
                                                          
90 Wawancara dengan Staff Kemlu Bagian DIrektorat Asia Selatan dan Tengah oleh 
Penulis, 06 Februari 2020. 


































pasti akan dijelaskan selaras dengan orientasi politik luar negeri dan 
peranan nasional Afghanistan sebelumnya.  
a. Kesan, Nilai, Keyakinan, dan Kepribadian atau Kebutuhan 
Politik Individual Pengambil Keputusan 
Dalam menjelaskan sasaran, keputusan dan tindakan yang 
dilakukan oleh suatu negara, tentunya perilaku pembuat keputusan 
sangat penting dibahas. Dengan memahami perilaku tertentu 
pengambil keputusan, maka kita dengan mudah mengetahui faktor di 
balik melakukan tindakan yang berbeda terhadap situasi yang 
dihadapi. 
I. Intelektual Sejati Peduli Negara 
Presiden Afghanistan dengan nama lengkap Mohammad 
Ashraf Ghani Ahmadzai dilahirkan dari sebuah keluarga Pashtun 
yang berpengaruh di Afghanistan tepatnya pada tahun 1949 di 
Provinsi Logar. Pendidikan awal dasar hingga sekolah menengah 
atas ditempuh di Habibia, Kabul. Selama masa pertumbuhannya, ia 
telah familiar dengan urusan politik karena kakek dari pihak ayah 
seorang komandan militer yang berhasil membantu Raja Nadir 
berkuasa dan ayahnya seorang pejabat transportasi senior pada 
masa Raja Zahir. Pengalaman ke AS telah dialami sejak sekolah 
menengah pertama tahun 1966 sebagai siswa pertukaran di Oregon. 
Di sini membentuk pemikirannya tentang pembangunan dan 


































demokrasi.91 Selanjutnya, pada tahun 1973 Ghani menyelesaikan 
studi gelar sarjana dalam bidang Antropologi di Universitas 
Amerika di Beirut, Lebanon dan bertemu calon istrinya Rula.  
Kemudian, ia sempat pulang dan mengajar di Studi dan 
Antropologi di Universitas Kabul. Lalu ke Amerika melanjutkan 
studi magister Antropologi di Universitas Colombia New York 
pada tahun 1977. Di universitas yang sama Ghani meraih gelar 
Ph.D. dengan judul tesis doktoral “Produksi dan Dominasi: 
Afghanistan, 1747-1901, pada saat ini ia terdampar di AS 
dikarenakan pasukan pro Soviet berkuasa dan sebagian besar 
saudara laki-lakinya dipenjara92. Dedikasinya dalam dunia 
pendidikan sangat besar, pengaruh pendidikan yang intensif 
menjadi pertanda karir dan karya selanjutnya akan ada 
pencampuran Antropologi dan Ekonomi. Ghani mulai mengajar di 
beberapa universitas AS dan juga bekerja untuk unit Pashto dan 
Unit Dari yang mengudara ke Afghanistan. 
Masa-masa perang Afghanistan, pada tahun 1991 Ghani 
menempa dirinya dalam karir internasional yakni bekerja di Bank 
Dunia sebagai antropolog utama. Setelah 2001 kemudian ia 
kembali dan bekerja untuk pembangunan Afghanistan sebagai 
penasihat utusan PBB untuk Afghanistan, ia juga membantu 
                                                          
91 George Packer, “Afghanistan’s Theorist-In-Chief”, The New Yorker, 27 Juni 2016, 
https://www.google.com/amp/s/www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-
afghanistans-theorist-in-chief/amp 
92 S. Ghilzai, “Biography of Ashraf Ghani”, Afghanistan Online, 21 Oktober 2015, 
https://www.afghan-web.com/biographies/biography-of-ashraf-ghani/. 


































pengimplementasian Perjanjian Bonn yang membentuk 
pemerintahan demokratis di Afghanistan. Sebagai penasihat Hamid 
Karzai, ia mengorganisir Loya Jirga yang menyetujui konstitusi 
dan memilih Karzai. Dia membantu menulis Kerangka 
Pembangunan Nasional negaranya sambil menjabat sebagai 
penasihat dan menjadi direktur Otoritas Koordinasi Bantuan 
Afghanistan (AACA). Sebagai Menteri Keuangan ia meluncurkan 
mata uang baru, memusatkan pendapatan, memacu pengembangan 
sistem telepon seluler dan mengatur sistem pembayaran pajak serta 
menjadi kanselir di Universitas Kabul, ia melembagakan tata kelola 
bersama.  
Di samping itu, Ghani juga ikut mendirikan Lembaga 
Efektivitas Negara bersama Clare Lockhart serta menerbitkan buku 
berjudul “The Framework: Fixing Failed State”. Singkatnya dari 
segala apa yang dilakukannya terhadap pembangunan Afghanistan 
pasti segala sesuatunya selesai dan membuahkan hasil yang 
meyakinkan untuk perubahan nyata Afghanistan. Setelah lama 
berkecimpung di pemerintahan, Ghani mulai mengajukan 
pencalonan diri sebagai presiden pada tahun 2009 setelah ia 
melepaskan kewarganegaraan AS, namun ia kalah dan nyaris tidak 
terdaftar. Pada tahun 2014, ia mencalonkan diri kembali sebagai 
presiden, tetapi Afghanistan saat itu ada kebencian terhadap orang-
orang yang hidup nyaman di Barat selama rakyat Afghanistan 


































menderita yang sebenarnya sebuah sindiran bagi Ghani. Hal ini 
dibantah oleh Ghani dengan mengatakan:   
“I don’t have a sense of guilt because I used those 24 
years to learn things that this country needed. Had I 
carried gun, I would have been another gun-toting 
person, you know there was no shortage of fighters, so 
it’s not as though we had few volunteers. We lost a 
million and a half people, and we kept going it. But I 
thought my task was to be ready for the day the country 
had an opportunity to reconstruct”.93 
 
Ghani memiliki resume pendidikan dan karir yang 
mengesankan yang telah mengantarkannya menjadi seorang 
Presiden Afghanistan tahun 2014. Segala prestasinya telah 
menunjukkan bahwa ia berkualitas di dunia pendidikan dengan 
segala risetnya dan perannya dalam membangun Afghanistan juga 
membuktikan ia peduli dan cinta akan negaranya. 
II. Berjiwa Liberal 
Pemikiran dan perspektif Ghani tentang demokrasi, 
pembangunan negara, ekonomi serta hal-hal birokrasi lainnya 
memang tidak terlepas dari pengalaman besar saat pendidikan di 
AS, karir internasional hingga kontribusinya dalam pembangunan 
Afghanistan sejak Bonn Agreement terbentuk. Ghani memiliki sifat 
suka mengamati, melakukan riset dan mewujudkan ide dengan 
berkolaborasi. Ghani selama bekerja sebagai antropolog di Bank 
                                                          
93 Jeffrey E. Stern, “This Former Johns Hopkins Professor Could Be Afghanistan’s Next 
President”, The New Republic, 27 Maret 2014, 
https://www.google.com/amp/s/newrepublic.com/amp/article/117150/ashraf-ghani-ahmadzai-
interview-us-prof-afghan=president.  


































Dunia sekaligus menjadi ahli keuangan di Rusia, China, dan India 
dengan tujuan moral menuntaskan kemiskinan secara nyata dan 
terjun ke lapangan mengamati masalah yang tidak biasa bagi 
pejabat Bank Dunia. Pada saat Ghani mempersiapkan masa depan 
di Afghanistan, seorang mahasiswa pascasarjana Kolombia 
mewawancarai Ghani di Bank Dunia dan Ghani dengan tegas 
menjawab perihal masa depan Afghanistan. 
“When we get peace in Afghanistan, we’ll go to New 
Zealand to learn best practices for raising sheep. 
We’ll go to Switzerland and study hydroelectric 
projects.”94   
 
Pemikiran Ghani sebagai seorang teknokrat yang visioner 
telah memiliki pandangan dua puluh tahun ke depan dengan 
pemahaman yang mendalam tentang kehancuran negaranya dan 
bagaimana untuk menyelamatkan negaranya. Kolaborasi yang 
diwujudkan dalam bentuk kerjasama bersama-sama negara lain 
telah tercipta di benaknya bahkan sebelum menjadi Presiden 
Afghanistan yang bahkan hampir menjadi negara gagal. 
Sebagian besar rakyat Afghanistan dan warga Barat melihat 
Ghani bagaikan orang asing di negaranya sendiri. Tetapi faktanya, 
dia adalah seorang nasionalis berduri yang akan menjadi orang 
terpelajar di mana saja. Misalnya, dia percaya bahwa rakyat 
Afghanistan perlu menetapkan prioritas sendiri untuk 
                                                          






































pembangunan daripada bergantung pada agenda negara asing dan 
lembaga internasional yang saling bertentangan. Dia juga memiliki 
pertentangan khusus terhadap pejabat bantuan Barat yang punya 
banyak uang dan berkuasa tapi sedikit pengetahuan dan sombong. 
Di sini terlihat jelas bahwa Ghani akan terus berpihak pada 
kepentingan Afghanistan dan mengkritik atas segala sesuatunya 
jika itu bertentangan dengan kebenaran yang harus dilakukan. 
Di balik pemikiran dan pribadi yang terbentuk dari Amerika, 
tidak lantas ia mengabaikan negaranya yang porak poranda karena 
perang. Dalam buku yang ditulisnya berjudul Fixing Failed States 
menunjukkan bahwa kepedulian Ghani membangun negara dan 
saran-saran langkah yang memanfaatkan keahlian dalam 
membangun institusi. Pribadi Ghani juga dibenarkan oleh wakil 
dubes Afghanistan untuk Indonesia bahwa Presiden Ghani seorang 
yang sangat open minded, menghargai hak-hak wanita, dan 
memiliki akal yang cerdas terbukti berada di peringkat kedua di 
antara pemikir dunia tahun 2013 oleh Britain’s Prospect Magazine 
serta telah memiliki pandangan ke depan tentang agenda nasional 
untuk Afghanistan dari perkembangan ekonomi, pemerintah yang 
transparan, serta stabilitas perdamaian dan keamanan.95 Karakter 
seperti ini tidak menutup kemungkinan keaktifan Ghani dalam 
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melakukan berbagai kerjasama dengan negara lain terutama untuk 
kepentingannya dalam pembangunan negaranya ke arah lebih baik. 
III. Sosok Pemersatu Bangsa 
Pemilihan Presiden Afghanistan pada tahun 2014 sempat 
ricuh atas adanya tuduhan penyimpangan suara. Lalu komisi 
pemilihan Afghanistan melakukan audit yang disponsori PBB, dan 
tetap menetapkan Ghani pemenang sah sebagai presiden 
Afghanistan. Namun masyarakat Afghanistan masih terpecah belah 
setelah proses pemilihan dimana pendukung Abdullah Abdullah 
kurang puas dengan hasilnya. Tindakan Ghani selanjutnya sangat 
diapresiasi karena ia setuju untuk pembentukan National Unity 
Government (NUG) yakni berbagi kekuasaan dengan rivalnya 
Abdullah. Menteri Luar Negeri AS John Kerry memuji Ghani 
karena mengambil sikap pemersatu setelah pemilihan. 
“Ghani was not required by any law, by any rule, by 
any precedent to share power and create a unity 
government. But, he did so because he believed it was 
in the best interests of Afghanistan and it was the best 
way to move forward”96 
 
Oleh karena itu, dari awal kepemimpinannya dinyatakan ia 
bukanlah seorang ethnonationalist tapi adalah pemersatu bangsa 
yang bekerja untuk menyatukan masyarakat Afghanistan yang 
                                                          






































terpecah belah. Ghani juga terbukti maju pemilihan secara 
independen dan tidak ada di pihak etnis manapun. Selain itu, ia 
juga memastikan bahwa bawahannya dalam pemerintahan harus 
ada berbagai etnis yang terwakili dan memilih menteri berdasarkan 
prestasi dan bukan etnis, meskipun Ghani sendiri seorang Pashtun 
dan berhutang keberhasilan pemilihannya kepada komunitas 
Pashtun. Indikator lainnya terlihat sebagai upaya perdamaian dan 
penyatuan masyarakat Afghanistan oleh Ghani yakni adanya 
kesepakatan damai yang ditandatangani Presiden Ghani dengan 
pemimpin partai Hezb-i-Islami Gulbuddin Hekmatyar agar tidak 
membahayakan keamanan nasional.  
IV. Visi Peace Planner 
Sejak awal kampanye pemilihan presiden tahun 2014 sampai 
jadi presiden, Ghani mempunyai segudang ide untuk membangun 
kembali Afghanistan yang sempat menjadi negara gagal.  Hingga 
kini tahun 2019, ia kembali mencalonkan dan kembali terpilih 
menjadi Presiden Afghanistan. Perhatian utama Ghani terhadap 
Taliban tak pernah luput, ia berulang kali menawarkan Taliban 
perundingan untuk berdamai dan membentuk suatu partai politik 
yang diakui, namun tetap ditolak dan malah menyebut pemerintah 
sebagai boneka AS. Meski Taliban kunci perdamaian, Ghani tetap 
melanjutkan rencana pembangunan mandiri Afghanistan. Pada 
Konferensi Jenewa untuk Afghanistan pada tahun 2018, Ghani 


































melakukan investasi dimana ia menemukan peluang bisnis dan 
menyampaikan bahwa Afghanistan perlu fokus pada pembangunan 
pasar (market building). 
Pada saat kampanye pemilihan presiden yang kedua kalinya, 
Ghani terkenal dengan slogan “Dalwat Saaz” atau State Builder 
bersama pasangan dua calon wakil presiden Afghanistan yaitu 
Amrullah Saleh mantan kepala intelijen dari etnis Tajik dan Sarwar 
Danish dari etnis Hazara.97 Salah satu visi yang ingin dicapai 
tentunya perdamaian yang paling utama sehingga semua aspek 
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Visi Peace Plan yang 
inklusif dijalankan sebagai bentuk wewenang penuh pemerintah 
dalam membentuk rencana perdamaian. Pertama, membangun 
koalisi perdamaian dengan aktor internasional dan regional yang 
saling terpaut karena jika Taliban duduk dengan satu per satu 
dengan negara lain akan meningkatkan percaya diri dan pastinya 
tidak dapat memenuhi kepentingan jangka menengah dan panjang 
aktor internasional. Kedua, membedakan antara dialog dan 
negosiasi. Ketiga, negosiasi memfokuskan di antara dua pihak dan 
untuk hal kesepakatan ada dua fase yakni kesepakatan awal atau 
perjanjian kerangka kerja kemudian perjanjian komprehensif. 
Terakhir, pertanyaan implementasi karena masing-masing 
komponen perdamaian membutuhkan mitra, koalisi dan 
                                                          
97 Shereena Qazi, “Ashraf Ghani: From Academic to ‘State Builder’, Al Jazeera, 22 
Desember 2019, https://www.google.com/amp/s/www.aljazeera.com/amp/news/2019/12/ashraf-
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keberpihakan yang berbeda-beda dan intinya adalah 
implementasinya merupakan mekanisme dukungan berbasis 
warganegara.98 
b. Kondisi Eksternal 
Beberapa peristiwa dari kondisi eksternal menjadi salah satu 
pertimbangan pemerintah dalam memformulasikan keputusan dan 
tindakan kebijaksanaan luar negeri. Perlu dipahami setiap keputusan 
yang dibuat hanya sebagai respon terhadap peristiwa kondisi 
eksternal. Pada saat ada perubahan tatanan sistem berlangsung 
pemerintah harus tanggap mengatasi masalah. Biasanya sebagian 
besar keputusan pemerintah diarahkan pada berbagai peristiwa yang 
tidak diharapkan di luar negeri seperti kematian seorang tokoh di 
negara besar, berlangsungnya perang di antara dua negara, runtuhnya 
pemerintahan suatu negara, konflik perbatasan yang serius, atau 
devaluasi mata uang internasional penting secara mendadak.99 
I. Kompleksitas Internal SAARC 
The South Asian Association for Regional Cooperation 
(SAARC) merupakan kelompok regional negara-negara di Asia 
Selatan yang diinisiasi oleh mendiang Presiden Bangladesh Ziaur 
Rahman tepatnya pada 8 Desember 1985 bersama pendiri lainnya 
yakni Bhutan, India, Sri Lanka, Maladewa, Nepal, Pakistan dengan 
                                                          
98 “President Ghani’s Interview with TRT”, State Builder, 16 Juli 2019, 
https://ashrafghani.af/en-US/Home/BlogDetail/8  
99 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, hlm. 489-490. 


































tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk 
Asia Selatan, mempercepat pertumbuhn ekonomi, kemajuan sosial 
dan budaya, memberikan kesempatan semua individu, 
meningkatkan dan memperkuat kerjasama kolektif di antara 
negara-negara Asia Selatan. Sementara Afghanistan baru 
bergabung pada tahun 2007, bertujuan untuk menarik investasi 
asing, menawarkan fasilitas transit di antara negara-negara Asia 
Selatan dan Tengah, dan hal yang terutama adalah mencari bantuan 
pada negara anggota SAARC untuk mendukungnya dalam 
memerangi terorisme. 
Perlawanan terhadap terorisme dalam wilayah SAARC telah 
tertera di Konvensi SAARC tentang Penindasan Terorisme pada 
tahun 1987 dan sekaligus menandatangani Protokol Tambahan 
tentang Terorisme yang sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan 
PBB 1373 dengan mempertimbangkan struktur pendanaan 
teroris.100 Pada tahun 2005, Protokol Tambahan tentang Terorisme 
baru diadopsi setelah banyak perdebatan definisi terorisme. 
Meskipun begitu, tidak banyak antusiasme negara-negara anggota 
ini untuk memperkuat kerjasama dalam isu-isu kekerasan teroris 
serta pendanaan negara anggota terhadap isu ini. Kenyataan yang 
terlihat adalah hanya kerjasama terbatas pada inisiatif bilateral bagi 
                                                          
100 Irum Shaheen, “South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC): Its Role, 
Hurdles and Prospects”, Research Gate, Department of Political Science, University of Peshawar, 
Pakistan, IOSR Journal of Humanities and Social Science Volume 15, Issue 6 (Sept-Oct 2013), PP 
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negara yang berkepentingan. Memang dari awal konvensi dan 
beberapa kali perkumpulan SAARC Summit terbilang masih gagal 
untuk mencapai pendekatan kontra terorisme, konsensus 
pembahasan tentang mendirikan SAARC Police dan SAARC Anti-
Terrorism Task Force yang tidak kunjung selesai, proses yang 
tertunda membuat tindakan kolektif sulit tercapai. Kesepakatan 
memerangi terorisme menjadi bahan utama pertemuan dimana 
negara anggota lainnya siap bekerjasama tetapi dengan interpretasi 
spesifik terorisme. 
Ada beberapa kekurangan SAARC dalam ikut aksi 
memberantas terorisme. Pertama, terdapat praktik umum di antara 
negara anggota SAARC yang saling menuduh adanya bantuan 
intelijen sebagai dalang serangan terorisme di tempat perbatasan 
mereka. Di situasi ini, dapat dipastikan kerjasama berbagi 
informasi mengenai kegiatan teroris tidak ada dan juga 
implementasi konvensi bahkan belum menghasilkan apa-apa 
seperti tidak ada satu pun teroris yang ditangkap di bawah 
konvensi. Kedua, wilayah ini telah menjadi medan perang bagi 
terorisme global yang dipimpin oleh Al-Qaeda dan kelompok 
militan lainnya. Jaringan organisasi teroris berkolaborasi dengan 
kelompok militan lainnya di dalam beberapa negara anggota 
lainnya contoh Taliban di Afghanistan dan Pakistan, Bangladesh 
ada Harkat-ul-Jehad-al Islami (HUJI-B) dan Jama’atul Mujahida 


































Bangladesh (JMB) yang saling mendukung antar satu sama lain. 
Ketiga, ada banyak aktor non negara dan organisasi teroris yang 
beroperasi di setiap negara dari Afghanistan hingga Sri Lanka. 
Kebanyakan militansi beragama dengan sifat radikalisme dapat 
membawa malapetaka ke depannya. Keempat, teknologi canggih 
dan senjata api dengan amunisi yang mudah mengalir ke organisasi 
kelompok-kelompok teroris. Kelima, terorisme di Asia Selatan 
telah membuat jurang pemisah semakin lebar antara masyarakat 
seperti serangan teroris di India menyebabkan saling menuduh 
antara umat Hindu dan Muslim menampakkan perbedaan yang 
tajam dan lain-lain. Keenam, polarisasi politik. Ketujuh, disparitas 
ekonomi. Kedelapan, kurangnya rasa percaya dalam menerapkan 
strategi perkembangan di antara negara-negara Asia Selatan. 
Terakhir, persaingan sengit antara negara-negara adalah penyebab 
utama kemunculan terorisme, yakni permusuhan paling kuat antara 
Pakistan dan India.101   
Sudah lebih dari 30 tahun berdiri, SAARC belum 
menunjukkan perubahan yang signifikan. Banyak kritikus menilai 
SAARC masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dan ada 
sebagian besar wilayah yang bahkan tidak terhubung dikarenakan 
hubungan tegang antara India dan Pakistan. Begitu juga KTT yang 
diselenggarakan tidak semuanya mencapai target konsensus. KTT 
                                                          
101 Mussarat Jabeen dan Ishtiaq A. Choudhry, “Role of SAARC for Countering Terrorism 
in South Asia”, South Asian Studies, A Research Journal of South Asian Studies Vol.28, No. 2, 
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terakhir diadakan di Nepal tahun 2014 dan selanjutnya tidak ada 
KTT lanjutan. Pada tahun 2016 sempat diadakan KTT namun India 
menarik diri dari KTT tersebut yang akan diselenggarakan oleh 
Pakistan setelah serangan teroris terjadi di kamp militer Kashmir. 
Beberapa negara lainnya seperti Bhutan, Bangladesh dan 
Afghanistan juga mengikuti sikap India dengan alasan kondisi yang 
tidak kondusif.102 Konflik yang terjadi dalam negara masing-
masing Asia Selatan dan konflik antar negara kemudian yang 
menghambat pertumbuhan regional itu sendiri dan pencapaian-
pencapaian lainnya. 
II. Persaingan India-Pakistan 
Sejarah hubungan India dan Pakistan yang diwarnai 
persaingan dimulai sejak kekuatan politik Perang Dingin dimana 
India merupakan sekutu Uni Soviet dan Pakistan adalah bagian 
aliansi Barat yang disponsori AS. Pembentukan SAARC semakin 
mempertajam hubungan konflik kedua negara dan menjadi salah 
satu penyebab utama organisasi SAARC yang penuh 
ketidakpercayaan banyak konflik antar negara.  
India dan Pakistan memiliki beberapa masalah besar yang 
belum terselesaikan antar keduanya, konflik teritorial yang 
berbuntut panjang seperti kendali atas Siachen, Sir Creek dan 
                                                          
102 Elizbeth Roche, “PM Modi Urges for More Steps to Curb Terrorism to SAARC”, 08 
December 209, https://www.google.com/amp/s/www.livemint.com/news/india/pm-modi-urges-
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Jammur dan Kashmir. Apalagi masalah Jammu dan Kashmir telah 
menjadi penyebab utama konflik kedua negara tersebut berkonflik 
sejak tahun 1947. Di rentang waktu 1947 hingga 2010, keduanya 
tercatat telah berperang tiga kali, yaitu tahun 1948, 1965, dan 1971. 
Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan mereka yakni 
dengan cara perang aktif dan proksi. Jenis konflik yang 
diperselisihkan berkisar pada sponsor terorisme di antara negara-
negara kawasan dan justru mengobarkan pemberontakan. Kedua 
negara seringkali saling menyalahkan kegiatan teroris yang terjadi 
lintas batas, dimana India menuduh Pakistan telah mendukung 
militansi di Kashmir dan serangan terror di India yang didapat oleh 
aktor non negara. Sedangkan Pakistan menuduh India terlibat 
dalam permasalahan di Baluchistan dan mendanai kelompok teroris 
lainnya termasuk kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).103 
Secara keseluruhan perbedaan Indo-Pak dalam berkonflik 
meliputi sengketa territorial, demarkasi tanah dan batas laut, 
sengketa tanah dan aliran air, imigrasi ilegal, perang serta 
kekhawatiran antar sesama akan hegemoni terhadap negara-negara 
pinggiran lainnya di kawasan tersebut. Hingga pada tahun 2016, 
eskalasi konflik terjadi dimana Presiden Modi menyetujui 
penyerangan bedah di Jalur kontrol setelah adanya serangan teroris 
di Pangkalan Darat India di Kashmir. Tindakan ini jelas-jelas telah 
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melanggar gencatan senjata di Jalur Kontrol dan mendapat 
peringatan keras dari Pakistan. Bahkan India sendiri mengakui 
doktrin perang (Cold Start) yakni doktrin militer oleh Angkatan 
Bersenjata India yang akan digunakan apabila konflik dengan 
Pakistan meningkat hingga jadi perang dengan berasumsi Pakistan 
untuk penggunaan senjata nuklir.104 
Konflik India dan Pakistan tidak hanya terbatas perebutan 
wilayah dan tuduhan terorisme, tetapi juga mengenai persaingan 
pengaruh di negara-negara Asia Selatan tak terkecuali Afghanistan. 
Melihat kedekatan Presiden terdahulu Afghanistan Ahmad Karzai 
dengan India, Mantan Presiden Pakistan Pervez Musharraf 
menyatakan bahwa pengaruh India di Afghanistan merupakan 
situasi bahaya bagi Pakistan. Langkah India yang aktif dalam 
membantu Afghanistan sejak 2001 dan melakukan investasi dengan 
maksud untuk menimalisir pengaruh Pakistan di Afghanistan. 
Pakistan pun semakin terpojokkan karena tuduhan Afghanistan 
terhadapnya tentang dukungannya ke kelompok Taliban yang telah 
memporak-porandakan negaranya.  
Kemudian pada saat Presiden Ashraf Ghani menjabat, seolah 
tidak menghiraukan persaingan antar keduanya di Afghanistan, 
Ghani malah memperkuat hubungannya terkait pasukan keamanan 
Afghan dengan AS. Perjanjian tersebut adalah A bilateral Security 
                                                          
104 Moeed Yusuf, “Bagaimana Konflik India-Pakistan Buat Kekuatan Besar Tak Berdaya”, 
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Agreement (BSA) between Kabul and Washington yang 
menandakan bahwa kepentingan India dan Pakistan tidak dapat 
menggoyahkan kebijakan Afghanistan. Kompetisi pengaruh antara 
India dan Pakistan yang merupakan negara inti di Asia Selatan 
semakin membuat situasi di Asia Selatan tidak terkendali, banyak 
konflik yang tidak terselesaikan antar negara tidak dapat 
diharapkan dalam mendamaikan negara lain juga yang sedang 
berkonflik misalnya adalah Afghanistan. Afghanistan yang hampir 
menjadi negara gagal harus melakukan inisiatif untuk dapat 
membangun negaranya kembali. Di bawah pemerintahan Ashraf 
Ghani Afghanistan bahkan tidak hanya bergantung atau meminta 
bantuan pada satu negara, tetapi berkelana mengunjungi negara lain 
yang lebih bepengalaman dalam deskalasi konflik termasuk salah 
satunya adalah Indonesia yang lebih stabil dalam urusan 
regionalnya. Hal ini dibenarkan oleh staff Kemlu Bagian Direktorat 
Asia Selatan dan Tengah mengenai alasan Afghanistan memilih 
Indonesia yang notabene ada di kawasan Asia Pasifik. 
“Tidak hanya itu, Afghanistan memilih Indonesia 
yang notabene ada di Asia Pasifik karena hubungan 
India dan Pakistan yang tidak harmonis, maka dari 
itu saat ini organisasi Asia Selatan yaitu SAARC tidak 
efektif. Di ASEAN tidak ada konflik seperti India dan 
Pakistan. Semakin sedikit lingkupan pihak yang 
terlibat semakin mudah untuk menyelesaikan. Jadi 
intinya melangkah dengan organisasi ini lebih sulit. 
Dinamikanya berat di internal. Ini apalagi ada kasus 
India dan Pakistan. Bagaimana ingin memikirkan 
Afghanistan, internal konfliknya saja pekerjaannya 
banyak. Pastinya India lebih memilih untuk fokus 


































terhadap permasalahannya dengan Pakistan negara 
yang lebih besar dari Afghanistan.”105 
 
III. Kepentingan Negara Lain dalam Mediasi Konflik 
Setiap negara pasti memiliki kepentingan tertentu jika itu 
berhubungan dengan negara lain. Begitu juga dalam upaya mediasi 
konflik di Afghanistan, beberapa negara tertentu juga turun tangan 
membantu pemerintah Afghanistan seperti yang telah dicantumkan 
sebagian negara di atas. Bantuan yang diberikan disinyalir juga 
memiliki kepentingan tersendiri terhadap konflik tersebut. Untuk 
memahami lebih lanjut, penulis menguraikan kepentingan dari 
beberapa pihak yang terlibat secara langsung dan yang tidak 
langsung dalam konflik Afghanistan. 
Pertama, AS sebagai pelaku utama dan juga negara yang 
paling berjasa dalam membangun kembali Afghanistan yang 
demokratis. AS mempunyai kepentingan untuk melindungi 
Afghanistan agar tidak menjadi surganya para ekstremis kembali di 
masa depan yang akan menargetkan kepentingan Barat. Maka dari 
itu, AS bertanggungjawab untuk mendirikan pemerintah 
Afghanistan yang fungsional serta pasukan keamanan yang 
memadai dan kuat dalam menghadapi Taliban. Dasar alasan AS 
untuk kemanan dan reputasi membuat ia bertahan mengingat 
transisi politik dan keamanan Afghanistan semakin membaik. 
                                                          
105 Wawancara dengan Staff Kemlu Bagian DIrektorat Asia Selatan dan Tengah oleh 
Penulis, 06 Februari 2020. 


































Upaya AS lainnya adalah membatasi penanaman opium, 
menegakkan demokrasi, promosi tata kelola pemerintahan yang 
baik dan hak-hak wanita. 
Kedua, Inggris dan sekutu AS lainnya telah mencerminkan 
kepentingan yang sama dengan AS yakni melawan ekstremisme 
dan mencegah penyebaran konflik ke Pakistan. Sekutu penting AS 
di Afghanistan seperti kontributor pasukan NATO, Kanada, 
Australia, Jerman, Jepang, serta Norwegia dan Swedia yang 
tergabung dalam Pasukan Bantuan Keamanan Internasional 
(ISAF). 
Ketiga, Pakistan mempunyai kepentingan untuk 
mempertahankan pengaruhnya dan berusaha mencegah kestabilan 
Afghanistan agar pengaruh India tidak terlalu besar pada 
pemerintahan baru di Kabul. Namun disini Pakistan juga 
mendukung dan memberikan perlindungan kepada Taliban 
Afghanistan. Secara bersamaan pula, ia tidak perlu mendukung 
penyelesaian negosiasi di Afghanistan karena khawatir akan 
peningkatan stabilitas Afghanistan yang kemudian dapat 
menghadirkan kekuatan India yang lebih besar. 
Keempat, India juga berperan dengan tujuan mencegah 
Afghanistan menjadi tempat yang aman bagi kelompok-kelompok 
militan anti-India yaitu Lashkar-e-Taiba dan anti-Taliban yang 
merupakan instrumen geo politik Pakistan. Kepentingan utama 


































India yang mendukung stabilitas Afghanistan adalah supaya Kabul 
dapat menentang kelompok anti-India dan Taliban serta membantu 
Afghanistan untuk mncegah ketidakstabilan agar tidak 
menguntungkan para militant. 
Kelima, China telah meningkatkan kegiatan diplomatiknya 
dengan Afghanistan terutama dalam hal stabilitas. Dibalik itu, 
China ternyata mengincar mineral di Afghanistan, menghindari diri 
dari limpahan konflik Afghanistan dimana ia mencegah adanya 
kemungkinan perlindungan militan Uighur oleh militan di 
Afghanistan serta sebenarnya China ingin memperluas pengaruh 
geopolitiknya di Asia Tengah. 
Keenam, Rusia berkepentingan untuk menggunakan 
Afghanistan sebagai tempat peningkatan pengaruh atas biaya barat. 
Ia juga khawatir apabila Barat meninggalkan Afghanistan yang 
kemungkinan besar penyebaran militansi Islam dan perdagangan 
narkotika yang meluas.106  
Dari uraian di atas, beberapa negara besar telah berkontribusi 
banyak dalam membantu proses negosiasi konflik Afghanistan. 
Negara-negara yang disebutkan telah terdeteksi kepentingannya 
berada dalam lingkaran Afghanistan. Padahal keberadaan Taliban 
harus segera diamankan. Dikarenakan negara lain banyak 
kepentingan tertentu dan hanya bermain di level kenegaraan, 
                                                          
106 Matt Waldman dan Matthew Wright, Who Wants What Mapping The Parties’ Interests 
in The Afghanistan Conflict, Research Paper Asia Programme, Chatham House The Royal 
Institute of International Affairs, Juli 2014, hlm. 6-8. 


































Afghanistan mencoba mendekati negara yang punya keahlian untuk 
bermain di level non state actor yang berpengaruh seperti para 
Ulama. Indonesia pun kemudian dipilih tidak hanya pengalaman 
dalam konflik tapi juga dianggap sebuah negara yang tidak 
memiliki kepentingan khusus di Afghanistan. Hal ini diakui oleh 
Wakil Dubes Afghanistan di Jakarta. 
“At first, Ashraf Ghani warmly welcomed and 
requested to Jokowi for being the mediators for 
Afghanistan conflict. The main reason why we choose 
Indonesia is we have already in friendly relation that 
we believe Indonesia has no any stake to lose or win 
and they gain nothing. This we called as better 
friendly. Indonesia is acceptable, impartial, totally 
neutrality and experienced as negotiation trust. There 
are several figures of peace such as Jusuf kallah who 
had valuable experiences, MUI and HPC, Retno as an 
active Foreign Affairs Minister. Indonesia purely 
want to help Afghanistan because of its good will.”107 
 
IV. Citra Indonesia di Dunia Internasional 
Indonesia adalah sebuah negara yang besar dengan 
keanekaragaman suku, agama dan budaya yang terjaga oleh 
kebhinnekaan patut dijadikan contoh bagi negara lain karena 
dapat hidup rukun hingga lebih dari 72 tahun. Indonesia 
dengan memiliki 714 suku, 17.000 pulau dan 1.100 lebih 
bahasa daerah bisa hidup damai dan tenteram dibandingkan 
Afghanistan yang hanya karena dua suku berselisih lalu 
berakibat perang berlarut-larut. Selain itu, Indonesia terkenal 
                                                          
107 Wawancara dengan wakil dubes Afghanistan oleh penulis pada tanggal 05 Februari 
2020. 


































dengan mayoritas penduduk beragama Islam di bawah 
naungan Pancasila hidup berdampingan dengan agama lain 
tanpa ada masalah, berbanding terbalik dengan keadaan 
Afghanistan yang memiliki 99% penduduknya beragama Islam 
tapi penuh dengan konflik. 
Kunjungan Presiden Afghanistan bertujuan memilih 
Indonesia sebagai juru damai dan juga sangat antusias untuk 
belajar tentang Islam Indonesia bersama ulama Indonesia 
spesifik pada konsep Rahmatan lil ‘alamin, Ukhuwah 
Islamiyah dan terutama cara menjaga kerukunan kepada 
rakyatnya. Hal ini senada dengan ungkapan Rafathonah Staff 
Kemlu Bagian Direktorat Asia Selatan dan Tengah tentang 
keunggulan Indonesia. 
“Nah, kalau Indonesia kita punya leverage, 
mereka sangat mengapresiasi bahwa Indonesia as 
the biggest muslim population, kita juga memiliki 
agama yang beragam tidak cuma Islam, tapi juga 
ada Kristen dan lain-lain. Afghanistan merasa 
takjub dan mempertanyakan keanekaragaman ini. 
Ini menariknya adalah kita tanpa shari’a law tetep 
bisa Islam sebagai mayoritas dan hidup harmonis 
itu yang menjadi leverage kita. Partner kita di 
Afghanistan memuji banyak bahwa mereka 
mendapat lebih banyak insight tentang bagaimana 
membangun sebuah negara. Pak jusuf kalla 
beberapa kali juga diundang, tapi Menlu kita juga 
berperan aktif dalam mediation effort yang 
termasuk usaha pemerintah.”108 
 
                                                          
108 Wawancara dengan Staff Kemlu Bagian Direktorat Asia Selatan dan Tengah oleh 
Penulis, 06 Februari 2020. 


































Di panggung internasional Indonesia terkenal dengan 
politik luar negerinya yang bebas-aktif yang berarti Indonesia 
berhak sepenuhnya menentukan arah, sikap, dan keinginannya 
sebagai negara merdeka dan berdaulat serta aktif dalam 
menciptakan perdamaian dunia. Sejak awal invasi AS ke 
Afghanistan pada 2001, Indonesia telah menyatakan bantuan 
mengupayakan perdamaian di Afghanistan seperti bantuan 
kemanusiaan yang bekerjasama dengan negara tertentu, 
misalnya Norwegia. Peran Indonesia di Afghanistan juga terus 
berlangsung baik itu secara bilateral, kerjasama, melalui 
UNAMA dan hingga sekarang peran mediator yang diminta 
oleh Afghanistan.  
Peran Indonesia di UNAMA juga cukup membanggakan 
dimana diplomasi Indonesia berhasil fasilitasi kesepakatan 
Resolusi 2489 mengenai peran Misi PBB di Afghanistan yang 
berisi tentang Resolusi tentang United Nations Mission in 
Afghanistan (UNAMA) diperpanjang mandate misinya selama 
12 bulan hingga 17 September 2020 di forum Dewan 
Keamanan PBB.109 Kesuksesan ini dicapai atas hasil kerja 
keras Indonesia dan Jerman yang selalu prioritaskan konsensus 
dalam proses negosiasi serta adanya kepercayaan terhadap 
                                                          
109 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Diplomasi Indonesia Loloskan Resolusi 
DK PBB tentang Afghanistan”, 18 September 2019. Diakses pada 
https://kemlu.go.id/portal/id/read/603/berita/diplomasi-indonesia-loloskan-resolusi-dk-pbb-
tentang-afghanistan tanggal 02 Maret 2020 pukul 11:36. 


































Indonesia dari negara anggota DK terkait politik luar negeri 
bebas aktif, melalui peran Menlu RI yang aktif dalam 
mendukung perdamaian di Afghanistan melalui 
penyelenggaraan Konferensi Trilateral Ulama RI-Afghanistan 
di Bogor, keaktifan Indonesia mendorong peran aktif 
perempuan Afghanistan serta kelebihan Indonesia yakni selalu 
mengutamakan kesatuan DK PBB dan penyelamatan 
penduduk sipil. 
Hidup rukun di Indonesia tidak lepas dari peran para 
inisiator perdamaian yang selalu mengedepankan sikap 
toleransi antar sesama. Indonesia adalah salah satu negara yang 
aktif dalam proses perdamaian serta dianggap berhasil dalam 
melakukan penyelesaian konflik. Indonesia berpengalaman 
pada tahun 2016 Jakarta menjadi tuan rumah KTT OKI Luar 
Biasa ke-5 yang membahas tentang upaya proses perdamaian 
Israel-Palestina, memediasi proses perdamaian Mindanao di 
Filipina yang juga bekerjasama dengan organisasi masyarakat 
sipil, terlibat dalam negosiasi pembebasan dua nelayan 
Indonesia yang disandera gerilyawan Abu Sayyaf, 
penyelesaian konflik di Kamboja pada tahun 1980an serta 
keberhasilannya dalam resolusi damai untuk konflik agama di 


































Ambon dan Aceh.110 Hal ini juga sangat diapresiasi oleh High 
Peace Council (HPC) Afghanistan yang menyampaikan bahwa 
Indonesia berpaham Islam moderat yang dijadikan contoh 
penerapan Islam yang benar serta dianggap netral untuk dapat 
intens berperan agar konflik-konflik dapat diselesaikan. 
Citra Indonesia juga tidak luput dari pandangan AS, 
dimana pemimpin-pemimpin Barat memuji Indonesia sebagai 
model Demokrasi Muslim. Pernyataan pun datang dari 
pemimpin seperti Hillary Rodham Clinton yang menyarankan 
ke Indonesia jika ingin mengetahui apakah Islam, demokrasi, 
modernitas dan penegakan hak-hak perempuan hidup 
berdampingan. Begitu pula dari mantan PM Inggris David 
Cameron, Indonesia dapat menunjukkan pada dunia bahwa 
agama dan demokrasi tidak harus hidup dalam konflik.111 Oleh 
karena itu, citra yang dibangun Indonesia selama proses 
bantuan perdamaian terhadap Afghanistan hingga saat ini 
sangat meyakinkan Afghanistan mengenai hasil kontribusi 
keaktifan Indonesia. 
 
                                                          
110 Ahmad Rizky M. Umar, Indonesia’s “Islamic Diplomacy” Seeks to Broker An Afghan 
Peace, The Interpreter, 20 Maret 2018. Diakses pada https://www.lowyinstitute.org/the-
interpreter/indonesia-s-islamic-diplomacy-seeks-broker-afghan-peace tanggal 02 Maret 2020 
pukul 12:21. 
111 Andreas Harsono, No Model for Muslim Democracy, The New York Times, 21 Mei 
2012. Diakses pada https://www.nytimes.com/2012/05/22/opinion/no-model-for-muslim-
democracy.html tanggal 02 Maret 2020 pukul 12:58.  


































V. Inisiatif Ormas Islam di Indonesia 
Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas 
Muslim sangat erat kaitannya dengan peran ulama yang 
memelihara perdamaian dan rekonsiliasi. NU dan 
Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar di 
Indonesia yang berkiprah mampu menjaga Indonesia dari 
konflik serta berperan dalam upaya perdamaian dunia. 
Bersatunya dua organisasi ini mendorong pembangunan di 
Indonesia telah menarik perhatian Ulama dan HPC 
Afghanistan. Praktik keberagamaan seperti toleransi, 
pluralisme, gender dan penegakan HAM menjadi bahasan 
utama dalam kunjungan ulama Afghanistan. Sejak permintaan 
mediasi pemerintah Afghanistan ke Indonesia, pemerintah 
Indonesia, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Majelis Ulama 
Indonesia beserta Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saling 
bekerjasama untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan 
dengan mengutamakan peran ulama. Kedatangan Taliban di 
Indonesia merupakan angin segar bagi MUI karena 
menandakan kemajuan dalam mediasi ketika Taliban 
mengungkapkan kepercayaannya pada pemerintah dan ulama 
Indonesia dapat mengupayakan perdamaian di Afghanistan. 
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Muhyiddin 
Junaidi juga menyampaikan usulan kepada delegasi Taliban 


































tersebut pertama, membentuk Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi, kedua, membentuk majelis ulama Afghanistan 
yang berisi anggota dari pimpinan dan lembaga keislaman di 
seluruh Afghanistan, ketiga, menyarankan Taliban untuk 
sering berkunjung ke Indonesia guna memberikan informasi 
terkini, keempat, pelatihan bagi perempuan Afghanistan, 
kelima, Indonesia siap menampung siswa Afghanistan yang 
ingin belajar di Indonesia.112  
Selain itu, inisiasi peran NU telah tampak pada saat Tim 
Pengurus Besar NU (PBNU) berkunjung ke Kabul 4-5 Juni 
2013 yang diwakili oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) 
PBNU, KH. As’ad Said Ali beserta rombongan para petinggi 
PBNU dimana kunjungan ini pula mendapatkan fasilitas 
diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemenlu 
RI) dalam rangka membahas proses mediasi diantara faksi 
yang berselisih di Afghanistan.113 NU sebagai ormas Islam 
terbesar di Indonesia yang memiliki cita-cita untuk 
mewujudkan Islam Rahmatan lil Alamin, berpegang teguh 
pada nilai Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja), mengikuti 
salah satu dari empat madzhab utama yakni Syafi’I, Hambali, 
                                                          
112 Fathiyah Wardah, “Taliban Yakin Ulama dan Pemerintah RI Upayakan Perdamaian 
Afghanistan”, VOA Indonesia, 01 Agustus 2019, 
https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/5024515.html pada tanggal 10 Maret 
2020 pukul 21:22. 
113 Muhammad Ibrahim Hamdani, “Peran NU dalam Proses Perdamaian di Afghanistan”, 
NU Online, 19 November 2013, www.nu.or.id/post/read/48291/peran-nu-dalam-proses-
perdamaian-di-afghanistan diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 22:00 


































Hanafi dan Maliki serta Pancasila sebagai azas organisasi NU 
ingin memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian konflik 
dan perdamaian abadi di Afghanistan.  Tim PBNU 
berkesempatan mengetahui detail konflik serta kekuatan pihak 
yang berkonflik dan terus mengupayakan seruan agar 
kelompok garis keras disana mau berdialog dengan terbuka. 
Dalam pertemuan dengan High Peace Council tersebut, 
NU menegaskan beberapa hal agar pemahaman konteks 
keislaman tidak sempit. Hal tersebut adalah pengertian Jihad 
yang memiliki arti luas yakni qital (perang), membangun 
masyarakat dan mengendalikan hawa nafsu. Jihad juga ada 
batas wilayah dan waktu, jika berlebihan bisa menjadi aksi 
terorisme. Konsep Jihad ditegaskan karena konflik 
Afghanistan sendiri tumbuh karena jihad dibuat sebagai 
pembenaran untuk melakukan perang terhadap musuh yang 
kafir. Di samping itu ada sifat tasahul dan tasyaddud yang 
ditekankan karena konflik Afghanistan meluas dan semakin 
tidak terkendali. Tasyaddud karena sejumlah kelompok 
ekstremis bereaksi dengan mengadakan seruan Jihad Global 
atau perang suci terhadap AS. Tasahul karena adanya aktivitas 
sebagai produsen narkotika yang beresiko apabila tidak 
dibantu dukungan internasional dalam menciptakan lapangan 
kerja di Afghanistan. Hal ini tidak benar dilakukan karena 


































Syari’ah Islam tidak membenarkan campuran antara haq dan 
bathil apalagi dengan membiayai Jihad melalui memasok 
opium ke pasar internasional. Peran NU di sini sangat penting 
dalam menawarkan konsep-konsep alternatif yaitu tawazhun 
dan tawassuth untuk menghindari dari dua sifat ekstrim yakni 
tasahul dan tasyaddud agar proses perdamaian dapat terus 
berlanjut.114 
Bahkan jauh sebelum permintaan Afghanistan meminta 
Indonesia menjadi mediator, NU sendiri pernah berinisiatif 
terlibat dalam upaya second track diplomation dengan 
mengundang kelompok Afghanistan yang bertikai bertujuan 
untuk berunding dengan PBNU pada tahun 2011. Pihak yang 
bertikai pada saat itu adalah perwakilan dari warlord dan 
panglima perang yang sering bersaing. Perundingan membahas 
tentang perdamaian dalam realitas serta kesepakatan bersama 
untuk membebaskan setiap orang bergerak ke mana saja ke 
semua wilayah tanpa ada gangguan. Hasil dari peran-peran 
sebelum yang telah dilakukan NU telah menginspirasi ulama 
Afghanistan untuk juga mendirikan NU Afghanistan dalam 
rangka menyebarkan ajaran Islam moderat ala NU. 
Dalam wawancara Jurnalis NU online dengan Katib 
Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya 
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disebutkan tentang pengaruh peran NU Afghanistan dalam 
mewujudkan perdamaian di Afghanistan terkesan lambat dan 
kemajuan terhalang.115 Adapun hal-hal yang membuat NU 
Afghanistan tidak berkembang adalah kekuatan besar tidak 
menyukai hal yang bertentangan dengan kepentingan mereka, 
pendekatan keagamaan yang tidak berhasil dimana upaya 
rekonsiliasi Afghanistan oleh dunia internasional dengan 
pendekatan Islam hanyalah omong kosong karena mereka 
banyak berbicara tentang agama namun tidak menyentuh sisi 
substantif yang berbahaya yaitu sisi berperang atas nama 
agama, masyarakat yang tidak menginginkan kemajemukan, 
mengaku Islam tapi menuduh yang lain kafir, semua berhak 
membunuh orang, serta terkahir adalah konflik Afghanistan 
tidak hanya tentang Islam tetapi juga urusan seluruh dunia 
karena jelas beberapa negara terlibat seperti AS, Rusia, China 
dan lain sebagainya. Kesimpulan pernyataan di atas senada 
dengan ungkapan wakil dubes Afghanistan tentang peran NU 
Afghanistan  
“NU Afghanistan is an independent 
organization as like other political parties. It 
cannot be measured yet because it is still new to 
know the influence.”116 
 
                                                          
115 A Muchlishon Rochmat, “Wawancara: Konflik Afghanistan, Kebobrokan Peradaban, 
dan Kebangkrutan Islam”, NU Online, 18 April 2018, www.nu.or.id/post/read/88998/konflik-
afghanistan-kebobrokan-peradaban-dan-kebangkrutan-islam, pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 
22:30.  
116 Wawancara dengan wakil dubes Afghanistan oleh penulis, 05 Februari 2020. 


































Hal ini dilontarkan karena memang peran NU 
Afghanistan tidak signifikan dalam proses perdamaian di 
Afghanistan. Upaya NU juga dikerahkan dimana NU telah 
mempertemukan faksi-faksi yang berkonflik di Afghanistan 
sebanyak empat kali, sekali di Jakarta, sekali di Kabul dan dua 
kali di Turki. Dan masih belum menunjukkan kemajuan 
signifikan. NU dan Muhammadiyah di Indonesia telah menjadi 
model panutan bagi beberapa negara Islam dalam hal praktek 
Islam moderat yang penuh toleransi karena perannya yang 
signifikan dalam melakukan lobi perdamaian di dunia 
internasional. Meskipun begitu, inisiatif NU dan peran 
Muhammadiyah dalam resolusi konflik internasional telah 
memainkan peran yang sangat penting dalam membawa 
perubahan perdamaian Afghanistan terutama pemahaman 
Islam moderat serta komunikasi intensif dengan pihak yang 
bertikai yakni Taliban.   
c. Kebutuhan Domestik 
Sebagian besar kebijakan luar negeri dilaksanakan untuk 
mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan sosial dan memajukan 
kepentingan kelompok khusus, partai politik serta organisasi 
ekonomi domestik. Tidak hanya itu, pengaruh dari bentuk 
geografi, demografi dan karakteristik sumber daya sangat penting 
terhadap kebutuhan umum sosial dan ekonomi dimana kebutuhan 


































ini dapat dipenuhi apabila melakukan transaksi dengan negara 
lain.117   
I. Kebuntuan Negosiasi Afghanistan-Taliban 
Sejak AS dan negara-negara lainnya menyerahkan proses 
perdamaian harus dipimpin dan dimiliki oleh Afghanistan. 
Pemerintahan di bawah Presiden Ashraf Ghani langsung 
menggelar Proses Kabul yang merupakan forum multilateral 
untuk memperoleh dukungan internasional bagi perdamaian di 
Afghanistan. Namun, Taliban menolak untuk hadir karena 
tidak mengakui legitimasi Pemerintah Kabul yang baru. 
Pertemuan selanjutnya pada tahun Februari 2018, Pemerintah 
menawarkan perdamaian dengan memberikan Taliban 
pengakuan partai politik. Taliban tidak pernah menanggapi hal 
itu, tapi mengumumkan serangan pada musim semi tahunan 
pada April 2018. Penarikan pasukan asing tetap menjadi 
pilihan realistis Taliban karena itu, mereka tidak tertarik 
dengan pembicaraan perdamaian.118 
Konflik antara pemerintah Afghanistan dan Taliban 
mengalami kebuntuan pada saat AS tiba-tiba membatalkan 
negosiasi yang telah masuk ke ronde delapan saat itu. 
Pemerintah Afghanistan mengklaim telah melakukan syarat 
                                                          
117 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, hlm. 492-493. 
118 Clayton Thomas, Momentum Toward Peace Talks in Afghanistan,CRS Insight, 16 
Oktober 2018, IN 10935. 


































yang diajukan oleh Taliban, Pakistan dan lainnya yakni 
pengurangan pasukan asing yang diharapkan dapat mencapai 
konsensus solusi politik. Namun sebaliknya yang terjadi, 
Taliban malah mempercepat pertempuran bertujuan 
menggulingkan pemerintah dan mendapatkan kekuasaan di 
salah satu provinsi. Di kesempatan lainnya juga Afghanistan 
pernah menawarkan pembicaraan tanpa syarat kepada Taliban 
dan mengumumkan gencatan sepihak yang kemudian terjadi 
jeda tiga hari pada Juni 2018. Setelah itu, tidak ada lagi 
gencatan senjata yang disetujui oleh Taliban dan malah 
menimbulkan korban pada pasukan Afghanistan. 
Pertemuan bahas perdamaian antara AS dan Taliban 
tidak kunjung mencapai kesepakatan karena perbedaan haluan 
dimana AS dan pemerintahan Afghanistan menginginkan 
gencatan senjata permanen dan demokrasi harus dijalankan. 
Sedangkan Taliban tidak menginginkan gencata senjata selagi 
masih ada pasukan asing dan mereka juga bersikeras untuk 
mendirikan negara emirat Islam dengan hukum syari’ah. Hal 
ini juga dikonfirmasi oleh Staff Kemlu Bagian Direktorat Asia 
Selatan dan Tengah Rafathonah (Kak Nana): 
“Pemerintah Afghanistan telah menawarkan 
negosiasi kepada Taliban dan memastikan serta 
meminta Taliban untuk ada gencatan senjata 
terlebih dahulu secara permanen barulah si 
pasukan AS bisa dipertimbangkan untuk ditarik 
sepenuhnya. Jadi ini seperti chicken and egg, 


































dimana Afghanistan menginginkan mereka 
gencatan senjata dulu baru penarikan pasukan. 
Tapi sebaliknya Taliban menghendaki 
penarikan pasukan AS dahulu baru masalah 
dengan pemerintah Afghanistan diurus 
belakangan. Jadi sampai sekarang pun mereka 
belum menemukan inti atau kesepakatan untuk 
mencapai perdamaian.”119 
 
Perdebatan seperti ini terus berlangsung dan 
menyebabkan konflik pun masih terus berlangsung tanpa henti. 
Maka dari itu, keputusan Ashraf Ghani untuk berkeliling ke 
negara-negara pilihan tertentunya menjadi sangat relevan 
ketika kebuntuan mediasi tidak mengalami kemajuan yang 
berarti. 
II. Kesamaan Pengaruh Ulama Sebagai Tonggak Perdamaian 
Negara Republik Islam Afghanistan adalah sebuah 
negara republik dimana Islam sebagai agama resmi negara 
sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka dengan populasi 
mencapai 99% dari total populasi keseluruhan. Mayoritas 
adalah Sunni yang bermadzhab Hanafi sebanyak 85% dari 
populasi Muslim Afghan. Islam di Afghanistan ini sangat kuat 
dengan peran sentral masjid yang menggunakan masjid untuk 
belajar bukan hanya ibadah. Kemudian ada peran Mullah atau 
Ulama’ yang biasanya pemimpin di masjid ditunjuk 
pemerintah. Kriteria Mullah harus memiliki ilmu di bidang 
                                                          
119 Wawancara dengan Staff Kemlu Bagian Direktorat Asia Selatan dan Tengah oleh 
Penulis, 06 Februari 2020. 


































keagamaan seperti Al-Qur’an, Hadis, dan Syariah. Peran 
mereka juga merambat ke aspek sosial lainnya seperti adat 
kelahiran, perkawinan dan kematian. Ulama di Afghanistan 
juga berperan menengahi perselisihan berdasarkan prinsip-
prinsip hukum Islam serta memberikan resolusi terhadap 
permasalahan-permasalahan warganya.120 
Peran Ulama sangat berpengaruh di Afghanistan. 
Pemerintah pun mendirikan Dewan Ulama Afghanistan atau 
Afghanistan Ulama Council pada tahun 2002 yang merupakan 
badan resmi keagamaan terbesar di Kabul. Meskipun begitu, 
situasi langsung berubah ketika Taliban muncul, Taliban tidak 
setuju dengan Ulama yang berpihak pada pemerintah 
Afghanistan. Akhirnya, pemimpin Dewan Ulama Kabul 
Mawlawi Abdul Basir Haqqani ditembak mati setelah 
peristiwa 55 ulama yang tewas dalam serangan bunuh diri di 
Kabul. Hal ini disebabkan peran ulama yang pro pemerintah 
terutama dalam melakukan upacara keagamaan, saran kepada 
pemerintah tentang yurisprudensi Islam, serta dukungannya 
penyelesaian secara damai perang Afghanistan. Namun 
Taliban menganggap mereka sebagai boneka keagamaan 
pemerintah dukungan Barat.121 
                                                          
120 Linda Merill dkk, An Introduction to Afghanistan Culture, 2006. Hlm 4-5. 
121 Rupam Jain, “Senior Cleric in Afghanistan’s Top Religious Body Killed”, Reuters, 
https://www.google.com/amp/s/mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1NT0IH  


































Pandangan Taliban terhadap Ulama Afghanistan 
seringkali dikaitkan hubungannya dengan pemerintah 
Afghanistan dan pasukan asing di Afghanistan sehingga 
berperang dengan tidak memandang bulu. Taliban Afghanistan 
merupakan bagian dari Taliban Pakistan dimana dahulu ulama 
Pakistan berulang kali menyatakan perang di Afghanistan 
sebagai jihad dan hal yang benar. Putusan agama tentang 
pembenaran Jihad harus segera disesuaikan dan diperintahkan 
untuk semua pihak duduk lalu negosiasi. Fatwa ulama yang 
menjadi salah satu pembenaran oleh Taliban mengakibatkan 
konflik Afghanistan tak pernah usai. Indonesia sebagai salah 
satu mediator yang unggul akan posisi ulama berpengaruh 
mengadakan Konferensi Ulama Trilateral antara Afghanistan, 
Indonesia dan Pakistan yang notabene ketiga negara ini 
memiliki peran ulama yang signifikan dalam aspek kehidupan. 
Bogor Ulema Declaration for Peace diadakan pada 11 Mei 
2018 tanpa kehadiran Taliban. Ia tidak diundang lantaran sudut 
pandang Islam Taliban dan para ulama sipil di Afghanistan dan 
Pakistan memang berbeda dimana fatwanya yang menyimpang 
dalam hal aksi bunuh diri dan serangan terhadap warga sipil. 
Salah satu poin di deklarasi tersebut menyatakan bahwa 
kekerasan dan aksi terorisme tidak boleh diasosiasikan dengan 
agama, kewarganegaraan, peradaban, atau etnis apapun. 


































Kekerasan ekstremisme dalam bentuk apapun dianggap 
bertentangan dengan prinsip Islam.122  
Sebelum pertemuan ini, Taliban sempat mencurigai dan 
mengkritik Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan 
konferensi ulama Islam yang didukung AS. Pada akhirnya, 
konferensi tersebut tidak mengeluarkan fatwa anti-jihad 
Afghanistan. Para ulama hanya menegaskan dalam beberapa 
poin deklarasi disebutkan peran ulama sebagai pewaris Nabi 
dapat berperan aktif untuk perdamaian dan solidaritas di dunia 
Muslim terutama di Afghanistan berdasarkan ajaran Al-Quran 
dan Sunnah Nabi. Hasil deklarasi ini kemudian dipertanyakan 
oleh Imarah Islam yang sama sekali tidak mengeluarkan fatwa 
melawan jihad padahal konferensi ini diadakan atas 
permintaan AS namun para Ulama ketiga negara tersebut 
menolak hal itu. Kemudian, inilah yang membuat Taliban 
akhirnya yakin bahwa Indonesia dapat membawa perdamaian 
di Afghanistan yang dibuktikan oleh kehadiran delegasi 
Taliban dari Kantor Politik Taliban di Doha ke Indonesia.123 
Keberhasilan Indonesia dalam membawa peran ulama 
dari tiga negara mendapat apresiasi dari Presiden Ashraf 
                                                          
122 Galih Gumelar, “Ulama Afghanistan Berharap Taliban Ikut Pertemuan Berikutnya”, 
CNN Indonesia, 12 Mei 2018. https://m.cnnindonesia.com/internasional/20180511164945-106-
297480/ulama-afghanistan-berharap-taliban-ikut-pertemuan-berikutnya.  
123 Tufail Ahmad, “Indonesia’s Growing Engagement with The Afghan Taliban”, MEMRI 
Daily Brief No. 194, 05 Agustus 2019. https://www.memri.org/reports/indonesias-growing-
engagement-afghan-taliban.  


































Ghani. Pemahaman Islam Indonesia pada dasarnya sama 
dengan Islam di Afghanistan. Pemahaman Islam moderat dan 
aksi kekerasan dalam bentuk apapun melanggar prinsip Islam 
menjadi patokan utama untuk mencapai perdamaian. Islam 
yang moderat dan toleran oleh Indonesia menjadi pembangun 
utama dialog antar ulama Indonesia, ulama Timur Tengah dan 
kawasan Timur Asia untuk proses deradikalisasi. 
Pendekatan Indonesia dalam proses mediasi melalui 
kumpulan para ulama merupakan sebuah cara yang cukup 
efektif mengingat permasalahan awal mengenai pemahaman 
agama yang keliru serta peran Ulama yang sangat berpengaruh 
dalam ranah kehidupan negara Islam. Indonesia pun yang 
mempunyai basis organisasi keislaman yang kuat dan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) bersama ormas yang terkenal yaitu 
NU bersinergi untuk membantu proses mediasi Afghanistan 
dan Taliban. Jadi dengan adanya komposisi yang sama seperti 
peran ulama, Afghanistan dan Indonesia lebih mudah 
memahami dinamika dunia Islam yang kompleks sehingga 
keputusan Afghanistan memilih Indonesia sebagai mediator 
dapat berdampak baik kepada perkembangan proses 
perdamaian Afghanistan. Maka dari kesamaan yang terdapat 
dari keduanya membuat Afghanistan melirik Indonesia sebagai 


































mediator. Kesamaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh 
Pizzaro Ghozali, Jurnalis Internasional Anadolu Agency: 
“Dianggap sesama negara Muslim, Afghanistan itu 
90% mayoritas itu Muslim sama seperti Indonesia 
dan di Afghanistan itu madzhabnya Hanafi, 
sedangkan di Indonesia itu kebanyakannya kan 
Madzhab Syafii. Jadi itu kenapa itu membuat 
Afghanistan melirik Indonesia. Dan muslimya di 
Indonesia itu Muslim moderat bukan Muslim ekstrim 
yang suka kekerasan”.124 
 
d. Fungsi Opini Masyarakat 
Untuk memahami hubungan opini masyarakat dalam 
politik luar negeri yang berkaitan dengan kebijaksanaan 
pemerintah. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyertakan 
opini masyarakat adalah siapa yang mengeskpresikan opini 
masyarakat, dalam masalah apa dan dalam situasi bagaimana. 
Kemudian hasil jawaban ini dapat menyampaikan arti penting 
dalam memahami pengaruh opini masyarakat terhadap formulasi 
kebijakan luar negeri suatu negara.125 
I. Taliban di Masa Presiden Ashraf Ghani 
Opini masyarakat ini diekspresikan oleh sebuah 
kelompok ekstremis yaitu Taliban. Taliban sempat menjadi 
sebuah pemerintahan yang sah serta berkuasa di Afghanistan 
dari 1996 hingga 2001 dan diakui oleh hanya tiga negara yakni 
Pakistan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE). Lalu rezim 
                                                          
124 Wawancara dengan Jurnalis Internasional Anadolu Agency, 07 Februari 2020. 
125 K.J. Holsti, “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis”, hlm. 503. 


































Taliban runtuh ketika Koalisi militer pimpinan AS menginvasi 
Afghanistan pada 2001. Tetapi mereka dengan cepat 
mendapatkan kekuatannya kembali dan mulai mengontrol serta 
mempengaruhi kembali kawasan tertentu dengan 
pemberontakan besar-besaran. Kebangkitan Taliban kembali 
menghantui Afghanistan dengan cara yang ekstrim. Koalisi 
AS, NATO dan ISAF memerangi Taliban yang dianggap telah 
berafiliasi dengan kelompok Jihadi buronan AS, Al-Qaeda 
yang merupakan jaringan teroris internasional dan agar 
Afghanistan tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi para 
teroris. 
Pada tahun 2014, ketika tugas NATO dan ISAF di 
Afghanistan berakhir, NATO memimpin misi non-tempur 
untuk melatih, memberikan nasihat dan membantu pasukan 
serta institusi keamanan Afghanistan. Hal ini dipersiapkan 
koalisi AS supaya Afghanistan dapat bertanggungjawab 
terhadap keamanannya, tanggungjawab keamanan Afghanistan 
kemudian dipindah ke pasukan pertahanan dan keamanan 
nasional Afghanistan.126   
Sejak operasi ISAF berhenti pada tahun 2014, karakter 
konflik di Afghanistan berubah. Anggapan Taliban kekuatan 
ISAF itu unggul secara militer sedangkan pasukan keamanan 
                                                          
126 NATO,”NATO and Afghanistan”, 02 Maret 2020, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_8189.html  


































Afghanistan (ANSF) merupakan musuh yang seimbang. Jadi 
pertimbangan perlawanan Taliban terhadap pemerintah 
menjadi lebih kecil, maka dari itu Taliban yang sebelumnya 
mengandalkan perang gerilya dengan improvisasi alat peledak. 
Namun sekarang mereka mengandalkan peperangan 
konvensional antar pihak dan pertempuran rutin sering 
dilakukan untuk tujuan kontrol teritorial. Ada beberapa ibukota 
provinsi yang pernah dikuasai oleh Taliban seperti pada tahun 
2015, mereka menguasai provinsi Kunduz yang hanya 
bertahan beberapa hari, Laghman, Helmand serta Faryab yang 
hampir jatuh ke kekuasaan Taliban. Pada tahun 2017, Taliban 
mengendalikan bagian daerah-daerah dimana penduduknya 
bukan Pashtun. Selain itu, Taliban juga punya kontrol di 
Yamgan dan Warduj, mereka lantas mengklaim telah 
memegang kendali wilayah setengah dari Afghanistan.127  
Selain pengklaiman daerah tertentu, Taliban terus 
melakukan pemberontakan dengan mengadakan serangkaian 
terror sebagai bentuk perlawanannya terhadap pemerintah 
Afghanistan. Semua terror yang dilakukan di publik 
menandakan kekuatan pengaruh Taliban masih tertancap di 
sana. Tiada hari tanpa peperangan, intensitas serangan bahkan 
                                                          
127 “Report Afghanistan: Recruitment to Taliban”, LANDINFO County of Origin 
Information Centre, LANDINFO 29 Juni 2017. Hlm 6-7. 


































ditingkatkan sebagai reaksi terhadap strategi militer AS yang 
lebih agresif. 
Beberapa upaya ajakan perdamaian telah dilakukan oleh 
pemerintah Afghanistan terutama dari Presiden Ashraf Ghani 
terhadap Taliban. Malahan mereka menanggapi ajakan tersebut 
dengan sinis dan menyebutkan upaya perdamaian tersebut 
adalah sebuah konspirasi Barat. Ashraf Ghani sempat 
diragukan kepemimpinannya karena maraknya korupsi dan 
kelompok terror yang semakin melampaui batas. Akibat 
serangan bertubi-tubi Taliban, kekerasan dan rasa tidak aman 
yang dialami rakyat tetap tinggi di Afghanistan pada tahun 
2019. Warga Afghanistan mengalami beban kekerasan baik 
korban ANDSF maupun warga sipil. Penasihat keamanan 
nasional Afghanistan Hamdullah Mohib menyatakan 
setidaknya ada 50 orang per hari meninggal dalam perang 
melawan terorisme ini dan juga Presiden Ashraf Ghani 
mengungkapkan korban ANDSF sebanyak 45.000 sejak ia 
menjabat pada tahun 2014.128 Dengan ini bisa dikatakan bahwa 
Taliban merupakan musuh yang sangat tangguh mengingat ia 
mampu bertahan setelah menghadapi tekanan dari pemerintah 
Afghanistan, ANDSF serta mitra internasional Afghanistan.  
                                                          
128 Tabasum Akseer dkk, “A Survey of The Afghan People Afghanistan in 2019”, The Asia 
Foundation, 2019, hlm 57. 


































Sepanjang tahun 2019, Taliban terus menunjukkan 
kekuatannya dengan mengancam pusat-pusat distrik, 
menyerang instalasi militer, menyerang kompleks yang 
menampung kehadiran pasukan militer internasional, ANDSF 
serta entitas pemerintah lainnya. Lalu kekerasan oleh Taliban 
terus meningkat ketika para pejabat AS dan Taliban 
melakukan pembicaraan damai. Taliban telah berkali-kali 
menolak tawaran damai dengan pemerintah hingga saat ini. 
Tanpa disadari penolakan tersebut dan perlawanan terus 
menerus hingga banyak korban sipil membuat posisi Taliban 
terancam akibat ulahnya yang terus menyerang. Jadi tidak 
heran ada jajak pendapat nasional tahun 2015 menyatakan 
bahwa 92 persen warga Afghanistan mendukung pemerintah 
dan hanya 4 persen yang bersimpati terhadap Taliban.129 
Kondisi pembangunan Afghanistan di segala sisi mendapat 
perhatian lebih di bawah Presiden Karzai dan juga Presiden 
Ashraf Ghani, banyak institusi dibangun termasuk tentara dan 
polisi Afghanistan, perempuan bersekolah dan bekerja, 
partisipasi politik perempuan meningkat, media berkembang 
pesat seperti ada stasiun televisi swasta, stasiun radio FM dan 
publikasi media cetak serta peran media ini telah menyoroti 
                                                          
129 Hizbullah Khan, “Mengapa Taliban Gagal Menguasai Afghanistan Kembali”, Matamata 
Politik Berita Politik Dunia, 21 Januari 2019, https://www.matamatapolitik.com/mengapa-taliban-
gagal-menguasai-afghanistan-kembali/  


































kekejaman Taliban. Jadi Taliban telah dianggap gagal dan 
hampir tidak mungkin untuk menguasai kembali Afghanistan. 
Selanjutnya pada tahun 2018, Taliban melakukan 
penyerangan ke kota Ghazni namun ia gagal menguasainya. 
Sejak saat itu, serangan demi serangan dilakukan tapi tidak ada 
satu apapun ibukota provinsi yang dapat dikendalikan oleh 
mereka. Taliban bahkan sempat mengklaim ada menguasai 
wilayah sebanyak 40% namun itu hanyalah daerah pedesaan 
terpencil dengan populasi yang sangat kecil.130 Hal ini juga 
selaras dengan ungkapan wakil dubes Afghanistan yang 
mengatakan bahwa:131 
“They have lost public support because of their 
action. They destroy, we construct it. Afghan 
people is our priority because its government job. 
So we government now has control 33 provinces 
but there are some district that in rural areas 
sometimes become their target. They don’t have 
remain place in Afghanistan, they just come and 
go, make the riots to disappear again.” 
 
Meskipun begitu Taliban tetap melakukan tindakan 
kekerasan dan menimbulkan banyak korban serta melakukan 
perlawanan terus-menerus. Hal ini dibenarkan oleh Pizzaro 
Ghozali Jurnalis Internasional Anadolu Agency yang 
mengatakan bahwa masih ada korban dan konflik masih 
berlangsung. 
                                                          
130 Ibid. 
131Wawancara dengan wakil dubes Afghanistan oleh Penulis, 05 Februari 2020. 


































“Eskalasi konflik Afghanistan sampai sekarang pun 
masih terus berlangsung ya. Bahkan ribuan orang 
meninggal di Afghanistan karena konflik antara 
Taliban dan pemerintah Afghanistan. Jadi 
ancamannya memang sangat besar karena Taliban 
merasa disingkirkan oleh pemerintahan Afghanistan 
sekarang yang berkoalisi dengan AS. Sepanjang 
mereka menganggap dominasi AS besar dan 
menduduki Afghanistan selama itu pula mereka akan 
melakukan perlawanan. Jadi sampai sekarang tingkat 
kekerasan masih sangat tinggi bahkan kalau kita lihat 
di berita-berita masih ada saja yang meninggal dan 
jumlahnya pun besar. Biasanya sih yang dibunuh itu 
Polisi Afghnanistan. Dan memang baru-baru ini 
Drone pesawat tanpa awak ditembak jatuh oleh 
Taliban.”132 
 
3. Analisa Afghanistan Memilih Indonesia Sebagai Mediator melalui 
Konsep Resolusi Konflik dan Politik Luar Negeri 
a. Analisa Konflik Afghanistan Melalui Resolusi Konflik 
Untuk menganalisa konflik Afghanistan yang sangat 
kompleks, penulis memakai konsep resolusi konflik. Karakteristik 
konflik menjadi bahan utama untuk memberikan solusi terbaik bagi 
jalur penyelesaian konflik yang sesuai. Berdasarkan lima tingkat 
intensitas konflik yang telah disebutkan sebelumnya, penulis 
mengkategorikan situasi konflik di Afghanistan ada di tahap perang 
karena memang telah berlangsung lama selama beberapa dekade. Di 
fase perang tejadi kekerasan yang meluas dan intens, hal ini telah 
terjadi dalam konflik Afghanistan dimana kelompok Taliban terus 
menerus menyerang pemerintahan Afghanistan dan pasukan asing 
                                                          
132 Wawancara dengan Jurnalis Internasional Anadolu Agency oleh Penulis, 07 Februari 
2020. 


































yang membantu dengan bom bunuh diri, menyerang warga sipil 
hingga menyasar serangan ke tempat-tempat publik. Pada fase terakhir 
ini, pastinya setiap pihak mengupayakan perdamaian karena sama-
sama menyadari akan kerusakan dan pelanggaran HAM yang 
dilakukan pada saat perang. Menurut para ilmuwan siklus intensitas 
konflik ini akan mengalami fase de-eskalasi dimana polanya akan 
dibalik bergerak dari perang ke krisis, melalui konflik terbuka, 
perdamaian yang tidak stabil dan akhirnya mencapai situasi 
perdamaian yang stabil.  
Selama tahap perang, meskipun sudah ada banyak bantuan dari 
dunia internasional untuk konflik Afghanistan, pencegahan maupun 
manajemen konflik tidak mungkin dapat dilakukan karena konflik ini 
telah menggunakan sarana militer yang semakin membuat keadaan 
darurat dan merenggut banyak nyawa. Kemampuan militer sebagai 
alat utama konflik membuat keadaan semakin rumit mengingat 
pemberontak tidak akan berhenti ketika mereka belum mencapai 
tujuannya. Bahkan jika para aktor menggunakan alat politik, ekonomi 
dan sosial secara bersamaan hanya sebatas dapat mengurangi kemauan 
lawan untuk bertempur. Pada tahap ini, para aktor dimana yang 
dimaksud adalah kelompok Taliban dan pasukan asing dan pemerintah 
Afghanistan tetap harus bertarung hingga mencapai suatu kebuntuan 
solusi karena memang kepentingan masing-masing pihak yang sangat 
bertolak belakang. Misalnya, Taliban terus menyerang dan 


































mengancam keamanan nasional karena merasa disingkirkan dari 
kekuasaan oleh Barat dan mempercayai bahwa melawan Barat adalah 
sebuah jihad. Sementara pemerintah Afghanistan bekerjasama dengan 
pasukan AS dan asing untuk menumpaskan kelompok teroris Taliban 
dan koalisinya agar Afghanistan dapat terbebas dari sarang terorisme 
internasional.  
Kebuntuan solusi dan perang yang telah berlangsung lama ini 
menyadarkan kedua belah pihak perlunya untuk mengakhiri konflik 
atau perdamaian harus ditegakkan oleh aktor-aktor eksternal yang 
mumpuni. Pada tahap ini pula, ada banyak pilihan langkah berbeda 
yang dapat diambil dan bersifat damai dimana salah satu contohnya 
adalah tindakan untuk mencegah konflik militer menyebar ke negara-
negara di kawasan atau daerah lainnya. Dan yang paling penting 
adalah sebelum kedua belah pihak mengalami kelelahan perang dan 
kebuntuan, seringkali ada keengganan untuk memungkinkan 
intervensi aktor-aktor eksternal. Di dalam kasus konflik Afghanistan 
ini, diketahui bahwa Taliban adalah kelompok Islam garis keras 
selama bertahun-tahun telah menunjukkan reaksi keras terhadap 
kehadiran pasukan asing pemerintah Afghanistan yang dianggapnya 
sebagai boneka AS. Internvensi aktor- aktor eksternal ini membuat 
Taliban semakin gencar melakukan aksi kekerasannya bahkan 
terhadap warga sipil sekalipun. Meskipun begitu, kebuntuan solusi 
pun disadari oleh pemerintah Afghanistan dan pasukan asing lainnya 


































yang merasakan kelelahan berperang dan kerugian yang sangat besar. 
Maka dari itu, Afghanistan mulai mengupayakan perdamaian dengan 
mengajak semua aktor-aktor internasional untuk dapat berkontribusi 
dalam perdamaian di Afghanistan agar jaringan terorisme ini dapat 
diajak berunding dan duduk bersama untuk mencapai perdamaian 
abadi.  
Karakteristik konflik Afghanistan yang telah masuk pada 
tingkat intensitas perang dan telah mengalami kebuntuan solusi 
dimana sudah ada beberapa strategi yang diterapkan dari segi militer 
melakukan perlawanan hingga sanksi internasional tetap tidak dapat 
meredamnya. Maka pemerintah Afghanistan memutuskan untuk 
mengambil jalan damai yakni dengan cara membutuhkan bantuan 
aktor-aktor internasional dalam segala bidang termasuk 
dibutuhkannya resolusi konflik yang sesuai yaitu peran mediator. 
Salah satu mediator yang diharapkan dapat menyentuh bagian level 
aktor non negara yang tidak dapat dilakukan oleh mediator lainnya 
yang hanya ada pada level kenegaraan adalah dengan meminta 
Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik Afghanistan. 
Dorongan resolusi konflik melalui mediasi akhirnya pemerintah 
Afghanistan mengeluarkan kebijakan yang dapat menjangkau semua 
aktor-aktor eksternal yang sesuai dengan karakteristik sumber-sumber 
permasalahan yang ada di Afghanistan termasuk peran mediator dari 
negara-negara mayoritas Muslim yang dapat memahami Islam terapan 


































Taliban yang tentunya sesuai dengan cita-cita Afghanistan untuk 
menyelesaikan konfliknya. 
b. Analisa Politik Luar Negeri Afghanistan melalui Orientasi, Peran 
Nasional dan Tujuan 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep politik luar 
negeri menurut K.J. Holsti. Konsep ini menjelaskan penetapan sasaran 
kebijakan luar negeri dari garis besar empat unsur politik luar negeri 
hingga khusus yang merupakan penjelasan faktor-faktor yang 
mempengaruhi tindakan suatu negara. Holsti juga menggunakan tiga 
level analisis yaitu individu, negara dan sistem internasional di bagian 






















































Terlihat dari bagan di atas, ketiga unsur politik luar negeri sebagai variabel 
garis besar membentuk tindakan Afghanistan. Di pembahasan sebelumnya dapat 
disimpulkan dan diaplikasikan bahwa Afghanistan memiliki: 
1) Orientasi politik luar negeri non-blok dimana ia dengan tegas bersikap 
dalam menentukan arah politik luar negerinya yang bebas tanpa paksaan 
dari negara lain serta murni kehendak yang sesuai dengan kepentingan 
nasionalnya. GNB adalah salah satu pembuktiannya dalam menerapkan 
orientasi non blok, memungkinkan ia berkolaborasi dengan negara yang 
selaras dengan kepentingannya, maka dari itu kebijakan luar negerinya 
yang mengarah pada Indonesia pun tidak luput dari orientasi ini mengingat 
Indonesia adalah salah satu penggagas GNB, sebagai negara dengan 
mayoritas masyarakat Muslim dan keduanya sama-sama tergabung dalam 
OKI yang pastinya memiliki kepentingan yang sama. Kedua negara juga 
telah dikenal bersahabat baik sejak lama dari tahun 1954 dan secara resmi 
bekerjasama pada tahun 1955 dalam ‘Treaty of Friendship’ di Bandung. 
Hubungan mereka semakin erat ketika Presiden Soekarno tahun 1961 
mengunjungi Afghanistan membawa semangat persatuan dan kerjasama 
yang erat bagi negara di Asia dan Afrika. Meski begitu, Afghanistan 
dengan gejolak konfliknya memicu hubungan keduanya tidak begitu intens 
dan tetap terjalin persaudaraan.133 
2) Peranan nasional Afghanistan yaitu internal development pun dapat 
mengarah politik luar negerinya ke semua negara terlibat termasuk salah 
                                                          
133 Wakil Dubes Afghanistan untuk Indonesia, wawancara oleh Penulis pada tanggal 05 
Februari 2020. 


































satunya adalah Indonesia karena Indonesia diyakini memiliki peran 
signifikan dalam kemajuan proses perdamaian dalam lingkup keagamaan 
yang moderat di bawah naungan ulama-ulama sebagai tonggak 
perdamaian untuk dapat membawa Taliban ke meja perundingan melalui 
pemahaman agama yang lebih baik. Langkah Ghani dalam melakukan 
kunjugan ke Indonesia merupakan arah diplomatik yang ditujukan untuk 
pembangunan dalam negerinya. Artinya, Ghani memiliki peran yang 
strategis terhadap semua negara yang berkontribusi agar stabilitas 
keamanan dan perdamaian dapat terwujud nantinya.  
3) Tujuan pemerintah Afghanistan yang terbungkus dalam kepentingan inti 
yaitu perdamaian dan stabilitas negara, regional serta global juga 
mengarah pada tujuan intinya ketika berkunjung ke Indonesia yang berada 
di kawasan Asia Pasifik dengan maksud memilih Indonesia untuk menjadi 
mediator sebagai negara mayoritas Muslim moderat diyakini dapat 
berkontribusi dan menjadi salah satu broker peace dalam konflik 
Afghanistan yang sangat kompleks. 
4) Tindakan pemerintah Afghanistan dikategorikan dalam bentuk persuasif 
dimana Pemerintah Afghanistan meminta Indonesia menjadi mediator 
dalam konflik Afghanistan setelah Presiden Ashraf Ghani menyampaikan 
keadaan tentang negaranya yang porak poranda karena perang. Sehingga 
Indonesia menawarkan bantuan dan menyanggupinya atas dasar rasa 
solidaritas antar sesama negara Muslim. 


































c. Analisa Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Afghanistan 
Memilih Indonesia dalam Upaya Mediasi Konflik Afghanistan 
Faktor-faktor dari sebuah keputusan atau tindakan dapat 
digunakan untuk menjelaskan sasaran, kebijaksanaan, serta tindakan 
pemerintah dalam keadaan tertentu. Beberapa faktor komponen harus 
dipertimbangkan sesuai kelayakannya sebagai aspek yang paling 
penting dalam menetapkan situasi. Tindakan Afghanistan dalam 
memilih Indonesia bisa dilihat dari tiga level analisa, level individu, 
level negara bangsa dan level sistem internasional dimana Afghanistan 
yang penuh konflik melibatkan beberapa negara maju yang berperan 
dalam upaya mediasi dan seharusnya mempererat hubungan untuk 
kestabilan negaranya melalui negara regional, negara Islam serta 
negara maju seperti AS dan sekutunya, namun di bawah Presiden 
Ashraf Ghani, Afghanistan justru meminta negara di Asia Pasifik 
yakni Indonesia untuk menjadi mediator dalam upaya mediasi konflik 
Afghanistan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Afghanistan dalam 
memilih Indonesia sebagai salah satu mediatornya diantaranya adalah: 
 Level Individu (Kesan, Nilai, Keyakinan, dan Kepribadian atau 
Kebutuhan Politik Individual Para Pengambil Keputusan). Ada 
empat faktor yang relevan 1) Intelektual Sejati Peduli Negara, 
2) Berjiwa Liberal, 3) Sosok Pemersatu Bangsa dan 4) Visi 
Peace Planner. Peneliti menjelaskan Presiden Ashraf Ghani 
sebagai aktor individu yang berpengaruh dalam menentukan 


































tindakan Afghanistan. Kepribadiannya yang penuh semangat 
untuk membangun negerinya dengan cara ampuh yang telah ia 
pelajari ketika masih belajar hingga menjadi intelektual sejati 
yang peduli negara dimana ia kembali ke negaranya setelah 
beberapa dekade di AS dengan menduduki posisi penting di 
Bank Dunia, utusan di PBB, menerbitkan buku Fixing The 
Failed State, membantu Bonn Agreement, penasihat Hamid 
Karzai dan menjabat Menteri Keuangan. Pemikiran liberal 
yang didapatkan selama belajar di AS digunakan untuk 
menyejahterakan warganya seperti demokrasi, hak-hak wanita, 
pembangunan negara, ekonomi dan lain-lain. Ghani juga 
penuh dengan ide dan semangat berkolaborasi. Meski ia 
terpengaruh dengan nilai-nilai liberal seperti lebih terbuka 
terhadap kemajuan, tapi ia tetap kritis terhadap kebijakan AS 
atau bantuan Barat lainnya dan tetap berpihak pada 
kepentingan Afghanistan. Selanjutnya Ghani sebagai sosok 
pemersatu bangsa yang tidak berpihak dari etnis manapun 
meskipun ia sendiri adalah Pashtun yaitu etnis terbesar di 
Afghanistan, terbukti Ghani maju pemilihan presiden secara 
independen, menyetujui pembentukan NUG dan hampir semua 
etnis terwakilkan di pemerintahan. Ghani juga menginginkan 
perdamaian yang dipimpin Afghanistan dan menyebut dirinya 
state builder yang meprioritaskan perdamaian di Afghanistan. 


































Ghani dengan pemikiran sebagai intelektual dan pengalaman 
karir internasional dan nasional, pastinya memiliki pemikiran 
visi misi yang matang untuk mencapai perdamaian dan 
membangun negerinya dengan berkolaborasi dengan beberapa 
negara yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap 
konflik negaranya. Demi persatuan bangsanya dalam jangka 
panjang, Ghani fokus pada visi perdamaiannya yang telah 
dirancang dengan melibatkan serta mempererat hubungan 
bersama aktor-aktor regional dan internasional untuk prospek 
perdamaian di negaranya. Maka kunjungan Presiden Ashraf 
Ghani ke salah satu negara tersebut yaitu Indonesia negara 
penduduk Muslim terbesar merupakan suatu negara yang 
memenuhi kriterianya untuk berkontribusi terhadap konflik 
Afghanistan melalui pengamatan matang terlebih dahulu.  
 Level Sistem Internasional (Kondisi Eksternal), 1) 
Kompleksitas Internal SAARC, 2) Persaingan India-Pakistan 
dan 3) Kepentingan Negara Lain dalam Mediasi Konflik, 4) 
Citra Indonesia di Panggung Internasional, dan 5) Inisiatif 
Ormas Islam di Indonesia. Ada kompleksitas internal SAARC 
yang penuh dengan kekurangan dalam memberantas terorisme 
seperti negara anggotanya yang saling menuduh sebagai 
dalang serangan terorisme, wilayah regional yang menjadi 
medan perang bagi jaringan terorisme global yang berasal dari 


































negara-negara anggotanya, kelompok teroris yang tidak dapat 
ditumpaskan, kurang rasa percaya antar sesama dalam strategi 
perkembangan, persaingan negara-negara yang berakhir 
konflik serta konsensus yang tidak pernah ada untuk 
mengambil tindakan sangat menyulitkan Afghanistan yang 
memiliki strategi perdamaian dan memerangi terorisme. Selain 
itu, persaingan dan konflik India-Pakistan yang tidak kunjung 
usai. Persaingan pengaruh di Afghanistan membuat 
Afghanistan dilema dan merasa ketidakefektifan untuk 
mengajak kerjasama keduanya dalam hal serangan terorisme 
terutama. Ghani pada awalnya mengabaikan mereka lalu 
bekerjasama dengan negara yang lebih berpotensi dalam 
menjaga kepentingan Afghanista. Negara inti tersebut tidak 
diharapkan untuk dapat mendamaikan Afghanistan yang 
dilanda konflik. Maka Afghanistan berinisiatif tidak hanya 
meminta bantuan satu negara tetapi berkelana mengunjungi 
negara lain yang lebih berpengalaman dalam deskalasi konflik. 
Faktor selanjutnya adalah kepentingan negara lain dalam 
mediasi konflik dimana negara-negara tersebut merupakan 
mitra utamanya dalam mediasi konflik seperti AS, Inggris dan 
sekutu AS, Pakistan, India, China dan Rusia. Mereka 
mempunyai kepentingan tertentu dan hanya bermain di level 
kenegaraan, Afghanistan mencoba mendekati negara yang 


































punya keahlian dalam konflik. Indonesia pun kemudian dipilih 
tidak hanya pengalaman dalam konflik tapi juga dianggap 
sebuah negara yang tidak memiliki kepentingan khusus di 
Afghanistan. dan yang terakhir adalah citra Indonesia sebagai 
negara yang aktif menyerukan perdamaian di forum 
internasional serta contoh sebuah negara demokrasi Muslim 
dimana hidup dalam demokrasi dan Islam dapat berdampingan 
tanpa konflik. Oleh karena itu, citra yang dibangun Indonesia 
selama proses bantuan perdamaian terhadap Afghanistan 
hingga saat ini sangat meyakinkan Afghanistan mengenai hasil 
kontribusi keaktifan Indonesia. Tidak hanya peran pemerintah 
namun juga ada kontribusi dan inisiatif dari ormas Islam di 
Indonesia seperti MUI dan NU dalam proses perdamaian di 
Afghanistan. Dengan konsep Islam Rahmatan lil Alamin serta 
sifat tawazhun dan tawassuth untuk diimplementasikan di 
Islam Afghanistan dimana mereka cenderung bertentangan 
dengan Islam moderat harus lebih terbuka agar perdamaian 
dapat tercapai serta konsep pemahaman Jihad yang benar 
supaya perang dapat dihentikan segera. Adanya inisiatif dari 
para ulama Indonesia membuat Afghanistan juga percaya 
pondasi Islam yang benar melalui kerjasama ulama dan 
pemerintah Indonesia dapat membawa perdamaian abadi di 


































Afghanistan mengingat perwakilan Taliban meyakini hal yang 
sama pada saat berkunjung ke Indonesia. 
 Level Negara (Kebutuhan Domestik & Fungsi Opini 
Masyarakat) 1) Kebuntuan Negosiasi Afghanistan-Taliban, 2) 
Kesamaan Pengaruh Ulama Sebagai Tonggak Perdamaian, 3) 
Taliban di masa Presiden Ashraf Ghani. Afghanistan 
mengalami kebuntuan negosiasi dengan Taliban setelah 
beberapa penawaran negosiasi ditolak oleh Taliban. Taliban 
pun pernah gagal berunding dengan AS membuat Taliban 
semakin gencar bertempur dan menimbulkan korban banyak. 
Perdebatan panjang dalam negosiasi serta konflik 
berkepanjangan membuat Ghani memutuskan tindakan yang 
relevan untuk berkeliling ke negara pilihannya mengingat 
mediasi tidak ada kemajuan. Di samping itu, pengaruh ulama 
masyarakat Sunni yang bermadzhab Hanafi di Afghanistan 
sangat besar di kalangan warga Afghan. Begitu juga dengan 
tindakan teror Taliban yang menerima fatwa pembenaran jihad 
di Afghanistan. Dalam hal ini, Indonesia yang juga memiliki 
pengaruh ulama yang kuat dengan paham Islam yang moderat 
dan toleran menjadi salah satu pilihan Afghanistan untuk 
memediasi konflik di Afghanistan. Indonesia pun mengusulkan 
pertemuan tingkat ulama 3 negara sebagai proses 
deradikalisasi. Hasilnya Indonesia mendapatkan kepercayaan 


































Taliban melalui intensitas kunjungannya ke Indonesia. 
Selanjutnya ada unsur fungsi opini masyarakat yang ikut 
mempengaruhi tindakan Afghanistan yakitu Taliban di masa 
Presiden Ashraf Ghani pernah kuat kembali setelah invasi AS 
dan menguasai wilayah dan melakukan teror di publik. 
Intensitas teror, maraknya korupsi dan keraguan warganya 
terhadap kepemimpinan Ghani di tahun pertama dan kedua 
Ghani menjabat. Segala upaya dikerahkan Ghani dan akhirnya 
Taliban pun semakin kehilangan dukungan publik dan gagal 
menguasai wilayah tertentu. Jadi ancaman Taliban akan terus 
ada selagi perdamaian belum disepakati. Hal ini kemudian 
mendorong Ghani berupaya mendapat dukungan internasional, 











































Pemilihan Indonesia sebagai mediator oleh Afghanistan dalam upaya 
mediasi konflik Afghanistan pada tahun 2017-2019 bukan hanya alasan 
solidaritas Islam tapi juga ada beberapa faktor yang mendorong Presiden 
Afghanistan Ashraf Ghani berkunjung ke Indonesia pertama kali dalam 
sejarah kemudian memilih mediator dari negara kawasan Asia Pasifik. 
Konflik Afghanistan yang berlangsung lama sejak invasi AS tahun 2001, 
Afghanistan cukup lama juga bergantung pada strategi AS dan aliansinya. 
Namun sekarang sebagai negara yang memimpin perdamaiannya sendiri, 
Afghanistan melakukan kunjungan ke beberapa negara termasuk ke 
Indonesia. Banyak pilihan aktor lainnya yang dapat membantu konflik 
Afghanistan, tetapi Indonesia dilirik karena keaktifan dan keahlian dalam 
menjaga perdamaian negaranya yang kurang lebih sama dengan 
Afghanistan. 
Untuk mengetahui karakteristik konflik perang Afghanistan, penulis 
memakai konsep resolusi konflik yang berhubungan dengan jalur 
penyelesaian yang diambil oleh pemerintah Afghanistan. Intensitas konflik 
Afghanistan yang telah berada di tahap perang membuat kebijakan 
berkeliling memilih mediator yang tepat bagi Afghanistan sangat penting 
sehingga Afghanistan dapat menyelesaikan konflik dengan menggunakan 


































teknik resolusi konflik yang sesuai dengan memilih Indonesia sebagai 
mediator yang netral dan jauh dari konflik.  
Analisis dari Afghanistan memilih Indonesia dalam upaya mediasi konflik 
Afghanistan menurut penulis dan dari sumber-sumber yang didapat dengan 
menggunakan pisau analisis konsep politik luar negeri K.J. Holsti adalah 
yang pertama dari kepribadian Ghani yang intelektual sejati peduli negara, 
berjiwa liberal, sosok pemersatu bangsa, visi peace planner menunjukkan 
karakter kuat, open minded serta terbuka pada kerjasama dengan negara 
manapun termasuk Indonesia karena ia sangat mengharapkan perdamaian 
dapat terwujud di Afghanistan. Kedua, kondisi eksternal seperti 
kompleksitas internal SAARC menyebabkan ketidakstabilan regional, 
persaingan India-Pakistan yang berdampak pada negara kawasannya, 
kepentingan negara lain dalam mediasi konflik yang memencarkan fokus 
perdamaian membuat Afghanistan mencari solusi baru di luar kawasan. 
Adapun citra Indonesia di dunia dan inisiatif ormas Islam di Indonesia 
semakin memperkuat keinginan Afghanistan untuk bekerjasama dalam 
mediasi konflik dengan Indonesia yang berpengalaman. Ketiga, kebutuhan 
domestik seperti kebuntuan negosiasi Afghanistan-Taliban dan kesamaan 
pengaruh ulama yang mendorong Afghanistan memilih Indonesia dengan 
pendekatan keislaman melalui Ulama agar dapat menarik perhatian Taliban 
untuk negosiasi bersama. Terakhir, fungsi opini masyarakat ada Taliban di 
masa Presiden Ghani yang semakin gencar bertempur meski tidak lagi ada 
dukungan publik akhirnya mendesak Indonesia untuk membawa perdamaian 


































dengan membawa konsep Islam moderat yang rahmatan lil alamin agar 
Taliban mengetahui definisi Jihad yang sebenarnya menurut Islam. 
B. Saran 
Penulis menyadari hasil dari penelitian ini masih banyak memiliki 
kekurangan dan kesalahan dari banyak aspek analisa politik luar negeri. 
Analisis penulis bisa jadi salah dan kurang memiliki pengamatan yang jeli 
dalam meneliti pandangan dari segi Afghanistan akibat keterbatasan waktu 
dan kompleksitas konflik Afghanistan mengingat arah politik luar negeri 
Afghanistan ke Indonesia yang relatif baru terjadi dalam hal mediasi. 
Namun penulis memiliki saran bagi siapapun yang berminat untuk 
melanjutkan topik terkait ini. Penulis menyarankan untuk menggali lebih 
dalam tentang arah politik luar negeri Afghanistan yang semakin 
berkembang dengan baik ke arah yang lebih jelas hingga saat ini meskipun 
masih ada ancaman Taliban dengan menggunakan teori atau konsep lainnya 
yang lebih relevan. 
Selain itu, penulis berharap berkaitan dengan mediasi konflik 
Afghanistan ini agar Indonesia dapat mengambil kesempatan atau 
momentum ini untuk menunjukkan kemampuan diplomasi dan 
mempromosikan peran ulama dalam perdamaian dunia. Penulis juga 
berharap pihak lain dapat meneliti tidak hanya dari segi Afghanistan tetapi 
juga dari segi Indonesia karena kemampuan Indonesia dianggap telah 
memberikan kontribusi signifikan dalam kemajuan perdamaian 


































Afghanistan-Taliban sehingga Taliban mau duduk bersama dan 
menandatangani nota perdamaian dengan AS yang terjadi pada tahun 2020.  
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